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BUPA‐ COWA
PЮ VINSI SULAWESI SLLATAN

PIRATURAN DAERAH KABUPATEll COWA

NOMOR I.■ 輌 N 2014

TEN動 NヽG

BANGUNAN GEIlllNG

DШ C●AN RAIIIIAT TUヨ ud YANG ⅣVuほA DSA

BT'?ATT COWA,

bahwa penyelensgaraan bangunan gedung haru6
dilaksanakan secara Lertib, sesuai dengm Iungsinya dm
hemenuhi persyaratan administratif dan teknis
bangunan gedung aga. menjamln keselmatan penghuni

hahwa penyelenggdam bmsunan Cedung harus
nenjamin keamanan, kenyamanan, dan keserasian bas!

batua b"rdac"rkdn O rr.mbdngan scba8aimana
dimaksud dalam hurula dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerab tentans Bmqunan Ceduns.

Me.si.gat : 1. Pasal la aydl (6) Unddg Undans Dasar Nesara Republik

も

C

a

2

3

4

Indo.esia'lahun 1945i
Undarg Unddg Nomor 29 Tanun 1959 tentdg
Pembenlukan Daerah Tingkat U dj Sulawesi [ambaran
Neg,ra Republik lndoncsia'lahun 1959 Nomor 74,
TambahaLr tambara. NcBara Republik Indonesia

Undane Undans Nomor 2a 'Ianun 2002 tentang
Bangunan cedung (tf,mba.an Nega.a Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134. Tmbahan lf,mbaran
Nesara Republili hdonesia Nomor 4247);

Undang Undang Nonor 32 'aahun 2009 tenta.g
Pe.lindunsan dan Penselolaan Lingkungd Hidup
lleftbaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2oo9
Nomor 140, TambalEn Lemba.an Negara Republik
lndonesia Nomoi 5059);

undang Undalg Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Pcraluran Pc.undang-undangan
(L.mLarar Nceara Republik Indonesia Tahun 20ll
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Noror a2, Tambahan l.mbaran
Indoncsia Nomor s234):

6

7

Undang Unddg Nomor 23 Tahun 2Ol4 renLang
Pemeri tahan Daerah (Lenbarm Negda Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lEmbdan
Ncgara Relublik lndonesia Nomor 55a7)i
Peraturan Peme.intah Nomor 27 T.nun 1999 tentang
Analisis l,lenacnai Dampak Lingkungan llidup Pcmb an
Negara !?cpublik lidonesia TahuD 1999 Nomor 59,
TaEbanan Lrmbaral Negda Republik lndonesia

8. Peraiu.an Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 ientang
Peratu.an Pelaksanaa. Undang Undang Nomo. 2a
Tahun 2002 tentang Eangunan Cedung (Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia 'l ahun 2005 Nomor 83,
'Iambahan Lemba.an Negara Republik lndo.esia

9. Pcraturan Peme.intah Nomor 3a Tahun 2007 tentag
Pembagian Urutu Pemerinlahan antara Penerintah,
Pemerintahan Dae.Ell Provinsi dan Pemerioiahm Daerah
l<abupaten/Kota (rEmbaran Negara Republik lndodesia
Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republih lndonesla Noftor 47371;

10. Peraturan Dae.ah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09
Tahun 2oo9 tentang Rencana 'lat Rudg Wilayah
(RTRW) Provinsi Sulawcsi Selatd (l€mbaran Daerah
Provinsi Sulawesi Sclatan Tahun 2009 Nomor 9);

11. Peralurafl Dacran Kabupaten Gorva Nomor 1O
Tanun 2005 tentalg Penyidik Pegas,ai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembddr
Dac.ah KabDpatcn cowa Tahun 2005 Nomor I0);

12. Peraturan lr.erah Kabupaten Gowa Nomor 15
'lahun 2012 leDtang Re.cana Tata Rlrang wilayah
Kabupatcn Gowa Tahun 2012 2032 (Lembarh Daerah
Kabupaten Coq,a Tabun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah &bupatcn Gowa Nomor lo);
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Dengan Persetujuan Be.sama

Demr Per.kil.n Ralyat D.erah K.bupate! com
dr.

Bup.ii coea

MEMU'TUSKAN :

Menetapkd : PERATURAT{ DA.ERAII aEIITAttO BA.llCUNAlt OEDUn(i

BAB I
I(ETEIITUAI' I'UUIII

Pasal I
Dalam Peratuan Daerai ini yang dimaksud dcngan:
r. Daerah adalah Kabupate. Coaa.
2. Pefterintall Daeran adalan Bupari beserta perangkat dacrah sebagaj

unsu, penyelengcara pemerlntahan dacrah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan PeMakilan RaLt'at Dacrah adalah DeMn Pe akild Rals,at

Dacrah Kabupaten Oowa
5. Dinas adalah instansi teknis pembina penyele.ggaraan bangun&

6. Petugas adalah seseo.ang yug ditunjuk dalam lingkuned Dims
Teknis untuk tugas penyelenggarae Bangunm cedung .li Wilaydh
Kabupaten Gowa.

7. Perencana atau Pehncang Bangunan adabn sesorang atau badd
ymg ahli dalam bidaf,g dsitekturyang m.miliki izin bekeia.

a. Perencana st.uktur adalah sescorang arau badan yang ahli dalam
bidans struktur/k.nstruksi bdsunan yans mcmiliki izin bekerja.

9. Pe.encana instaiasi dan periengkapm bangurd adalah se*otas
atau badar yang ahli dalam bidang instalasi dm perlengkapan
bmeunan yang memiliki jzin beke.ja.

lo. Pengawas adalah seseorans atau lradan yans bertugas m€ngawasi
pelaksanaan pekerjaan membansun aras penunjukm penilik
bangunan sesuai ketentuan izin yang be.laku serta memiliki izin

L. Bangunan gedung adalah @jud llsik hasil pekerjaan konstruksildg
menyatu denge tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
berada di atas dan/atau di dalam knah dm/arau air, yang berlungsi
sebagai ietupal manusia melakuk n kegiatannya, baik untul{ hunia.
atau tempat tingeal, kegiatan keasamaan, kcgiatan usha, kesiaian
sosial, budaya, Imupun kcgiatan knusus.

12. Bangunan Gedudg Umum adalah bangunan gedung yan8 fungsinya
untuk kepenthgar publik, baik berupa tungsi kcagamaan, fu.g6i
usdha, maupun lungsi sosial dan budaya.

13 Banguna. C.dung Tertentu adalah bangunan gedung yarg iungsinJa
untuk kepcntingan umum dan Ba.Eunan Ceduns lunssi khusus, yans



dalam pembangunan da./a!au pemmfetannya membutuhkan
pengelolaan khusus danlatau memilik, kompleksitas tertentu yang
dapat menimbulkan dmpat petrring terhadap masyarakat dan

14. Bangunan Gedung Negara adalah bangu.an gedung yang digunaLm
unluk kelqluan dinas pemEintah/pemeintah daersn yanB m€njadi/
akan menjadi kekaym milik negara dan diadakan dflgan sumbtr
pembiayaan ydg be.asal ddi dma APBN dan/atau APBD da/atau
sumber pembiayaan lainnya.

15. Bangunan Cedung adat metupaird Bangunan Gedung yaog didirikan
menggunald kaidan/norma adat hasydal<at setempat sesuai dengd
budaya dan sistem nilai yang berlaku, untuk dihanlaalkan sbagai
wadah kegiatan adat.

16. Bangunan Geduna densan lansgam t&.lisional merupakan Baneunan
Gedung yang didirikan menggunakan kaidan/no.ma tradisiomt
masyarakat setcmpat sesuai dengd budaya yang diwarjskd *cda
turun temuNn, untuk dimanfmtkan sbagai wadah kegiatd
masytrakat seharihan selain dari kegiatan adat-

17. Bangunan Gedung Berderet adalah Bangunan gedung yang terdiri dai
lebih dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bmgunm
yans bersandensm danlatau sepanjane 60 m (enam puluh deter);

14. Bangu,m Gedung Pemde! adalan Bangund gedung yang ditjnjau
dari segi konstruksi dd umur bangunan dinyataku lebih ddi 20 {du

19. Bangunan Gedung Sefti Pemanen adahn bmgunan gedung yang
ditinjau ddi segi konstruksi dan umur Bangund dinyatal(m dtda
s(lifta) tahun smpai dengd 1s (lima belas)tanun.

20. Bangunan Gedung Sementara/Daruat adalah bansunan gedung ymg
diti.jau d i sesi konstruksi da rnu Bdgunan dinyatakd kureg
dari s (1ima) tanun.

21. Perpetahm adalan bideg rman yang diterapkan batas-batasnya
sebagai satuan- etuan ydg sesuai dengan rencana kota.

22. Petryelenggdam bangunm gedung adalah kegiatm pembangum
bangund gedung lang meliputi proses perencanad teknis dm
pelaksanan konstruksi srta kcgiatan pemanfaalan, p.lestdid dan

23. P€nyelenggaa bmgunan gedung adalah pemilik, penyedia jasa
konstruksi de pengguna bmgunm gcdung.

24 Me.dirikEn bangu.an geduns ialah p€kerjaan mengadalran bmeunm
seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan baru mupun
henebah, mengubah, derehabilitasi dan/atau memperbaiki
bangunan yang ada, termasuk pckcrjaan menggali, teninbun, atau
meratairm tanah yang berhubungan dengan pekcrjaaD mengada&an
bangunan tersebut.

2s. Mengubah bangunan gedung adalah pekerjaan mengganti de/atau
menambah atau hengurangi bagian bangunan tanpa netubah tungsi
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26. Membonekar bangunm gedung adalah kegiatan membongka atau
merobohka. seluruh atau *bagim bmgunm gedung, komponen,
bahan bangunan dan/atau prasdatra dan sardmya.

27. Merobohkan bangunan ialah pekcrjaan ocniadakan sebasian atau
*luruh bagian bangunan ditinjau dari sesi iunssi bansunan dm/atau

2a. Pemeliharaan adarah kegiatan menjaga kemdald bdgund gedug
beserta prasamna dd sdddya age bangund Cedung selalu laik
fungsi.

29. Petaw^t^L adalall kegiatm memperbaiki dan/atau hengganti bagian
bansunm seduns, komponen, bahm bangunan, dd/atau prasMa
dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.

30. Pemugdan Bangun@ Gedung Yang Dilindungi dan Dilestarikan
adaiah kegiatan memperbaiki, memulihke kemb.li bmsund sedug
ke benlu} aslinya.

31. Pelestarian adalah kegiatd perawat , pemugdan serta pemelihdan
bangunm gedung dan lingkungannya untuk mengenbaliko
keandalan bdgulan tersebut sesuai .iengan aslinya atau sesui
dengan keadaan menurut penode ydg dikehendaki.

32. Pembongkds adalah kegiatan membongkd atau merobohkd seiuruh
atau sebagian bangund gedung, komponen, banm bmgum
dm/atau prastrda dan samanya.

33, Izin Mendirikan Bmaunm ydA selmjutnya disingkat IMB adabn
perizinan ydg dibeikd oleh pemenntan daeran kepada pemilik untuk
mehbdsun baru, mensubah, memperluas, menguransi dan/atau
meEwat bangunm gedung sesuai dengan persydatd administratit
dan persyaratan teknis.

3.1. Pemohonan Izin Mendnikm Bmgund adalan pemohon ydg
diLalokan pemilik bmguns gedung kepada pemerintah dae.an utuk
mendapatkan IMB.

35. Pemilil< Bangunan Gedung adalah oEng, badan huku, kelompok
ordg atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai p€milik
bangunan gEdung-

36. Linskungar Bangunan cedung adalah lingkungan di sekitar bangunan
gedung yang m€njadi pertidbangd penyelenggarad Bdgund
geduns baik dari segi sosial, budaya,maupun dari segi ekosistemi

37. Standd Teknis adalan stmdd ymg dibalakal sebaeai stmd tata
cara, stmdtr spesifikasi dan slmdd netode uji baik berupa standa,
Nasional Indonelia maupun standar internasional yang diberlakukm
dalam penyelenggarad ba.gunan gedung.

3a. Penyelenggana Bogunan Oedung adalan kegiatan pembdgunan
yang meiiputi proses perencmaa. teknis dm pelaksman konstruksi,
serta kegiatan pemanfaatan, pelesta.ian dan pembongkaran bmgunan

39. Penyelenggara Bmgunan Gedung adahn pemilik bangunan gedung,
penyedia jasa konstruksi banguran gedung, dan pcngguna bagunan

.10. Pengguna Bangunan Gedurg adalah pemilik bangu.an gedung
dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunahan

ヽ



dan/atau menselola bangunan sedurg atau bagja. bansunan seduns
sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

4 l Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim ymg rerdiri dari para ahli yaa
terkajt dengan penyelenggaman baogunan gedung unluk memberjke
pertioba.gan teknis dale prcses penelitian dokumen rencaoa teknis
dengan lmsa penugasan rerbatasi dm juga untuk memberiLan
masukd dalam penyelesaim masalai p.nyelen8garaan bmeuDan
gedung teitentu yang susunm anggotanya ditunjuk secara kasus per
kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertenru

.12. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bmgund gedung ydg memenuhi
persyaratan administratit dan pe.syaratan teknis sesuai dengm fungsi
bangunm gedung yang ditetapkan.

43. Sertifikat Laik Fungsi bangund gedung ydg selmjutnya disingkat
SLF adabn sertinkal yang diterbitkan oleh pemerintah daenh untuk
menyatakan kelaikan tungsi suatu bangunan gedung bail s(Ea
adhinisrctif maupun t€knis sbelum pemantetannya

44, Perencanau Teknis adalah prcses membuat g@ha. teknis bmgund
gedunA da. kelengkapannya ,ang mengikuti tunapan Pra rencma,
r€nsembosar ren.ana .lm pen usunan gmbar kerja yang terdiri
。us: ..sirektur, rencana icncma

mekanikal/elektrikal, rencana tata rumg 1ud, rencMa tata rudg
dalm/intenor serta ren@a spesinkasi teknis, ren.ma argAdd
biaya dan pe.hitungan teknis pendukung *sMi pedoman dd stddar
teknis yang berlala.

45. Pertitubangd Teknis adalah pertimbogd dan tim ahli bdgulra
gedung yang disusun secara tertulis dm profesional terkait denge
pemenuhan p€rsyaGtan reknis 6dgua. gedung baik dalam prcses
pembargunan, pemanfaatan, Pelestarid, haupunpembongkdan
bangund gedung.

46, Penyedia Jasa (onstruksi Bmgunan Gedung adal6l1 ordg perorangan
atau badm ymg kesiatan usahanya menyediakan layamo jasa
konstdksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis,
pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk
pengkaji telais bangunan gedung dm penyedia jasa konstrurGi

47. (avling/pekarangan adalah suatu perperako tanah ymg menurul
pertimbanean pemenntah daerah dapat dipergun.kan untul tempat
mendirikm b gunm.

4a. Gdis sempadm adalah garis pada halaman pekarangan perunEnm
yang ditank ejajar dengan Caris as jald, tepi susai, atau as pag&
dan merupakan batas antara bagian kavling/pckarangan ymg boleh
dibangun da. yang ridat boleh dibangun bdgunan.

49. Koefisien Dasai Baogunm yane sclanjui.ya disingkat KDB adahn
koefisien atas perbandingan antara luas lantai dastr bangunan dengar
luas kavling/pekrdsan.

50. Kocfisicn lantai Banaunan Fng selanjutnya disingkat KLB adalah
koensien alas pc.bandingan draa total luas ldtai bangunan dengan
luas kavlins/ pekarangar.



-l Koelisien Da€rah Hijau Ieg selmjutnya di singkat KDH adalah
koefisien atas perbandingd atda Luas daeran hijau dengan Luas
kavling/ pekdegd.

52. Tinggi Banguno adalah jdak ydg diukur dari pemul<lh tarEn,
dimda bfgunan tersebut didirikan, empai dengm titik puncak darj

53. Pengaraas adalah orqne yang mendapat tugas untuk mengamsi
pelaksdaan mendirikan bangu.an sesuai dengd IMB.

5.1 Rencana Tata Ruang wilayan Kabupaten ymg seianjutnya disingkat
RTRW (abupaten adalah rencda tata ruang yang bersifat umln dai
\Lilayah kabupaten yang metupakan penjabdan RTRW Provinsi dd
rdg bensi tujuan, kebtakan, strategis penataan rua.g wilarEn
kabupaten, rcncana pola ruang wilayan kabupaten, penetapu
kawasatr siatesis kabupaten, araian pemantaatan ruang wilayall
kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatm rumg wilayan

s5. Rencda Detail'fara Ruang *lanjuhya disingkat RDTR adalan
rencana rinci tata ruang untuk rencana iata ruang wi,ayah (abupaten
Gowa ydg dilengkapi dengm Pcraturm Zonasi Kabupaten Gowa.

56. Rencana'Ia1a Bangunm dm Lingkungan seimjutnya disiqkat RIBL
adalah panduan rmcang bangun suatu kawasan untuk mengendalikd
pemanfaatm tuang yang memuat rencana program bmgunan dan
lingkungan, r€ncana umum dm pmduan rmcdgm, rencma
investasi, ketentum pengendalim rencana dm pedomd penge.dalid

s7. Peraturan Zonasi adalah ketentue ydg menAatur tentang persydatd
pemanfaatan ruang dao ketentuan pengendaliannya dan disusun
untuk stiap blok/6na peruntukm ymg penetapm 6nmya dalm
rencma inci tata rueg.

5a. Ruang Terbuka Hijau ya.g selanjutnya disingkat RTH adalah area
memmjans/jalur dm/atau menselompok, yang pensgun@nnya lebih
beBilat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
ahmian maupu sensaja ditdm.

59. Inslalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan
perlengkapa. bdgunan, bangun bangunan dan atau pekar ge yang
digunakan untuk menunjanc tercapainya unsur kenyamane dan
keelamata. dalam bdgunm.

60. Percsapan air adalal instalasi pembuangan an lmbal yog bemsa]
dari dapur, kamar mandi dan air hujan

iat. P€rtandaan adalan suatu begun bmgunan ymg berlungsi sebagai
sdana infomasi atau reklme,

62 Menara Telekomunikasi adalah bangun-banguna. yang berfungsi
sebagai kelengkapMperangkat telekomunikasi yang desain/benhrk
konstruksinya dissuaikan dengan keperluan kelenekapan
telckomu.ikasi.

63. Analisa Mcngenai Dahpak Lingkungan yang selanjutnya disingkat
AMDAL adalah kajian mcn8.nai dampak penting suatu usaha
dan/auu kcgiatan lang dirrncanakan pada lingkungd hidup yang
diperlukan bagi proses peneambilan kepulusan tentang
penyelengsaraan usaha dan/aiau kcgiatan



64. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan
lingkungan hidup, yang selanjutnya discbut UKL UPL adabn
p.ngelolaan dan pemaotauan terhadap usana danlatau kegiatm yas
tidai. berdmpaL penting terhadap lingkungu hidup yang djperlukao
bagi proses pengmbild keputusan tentang penyelengga.am usalE
dan/a1au kesiatan.

65. Surat Pernyataan Kesanggupd Pengelolmn dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yarg selanjutnya dlsingkat SPPL adalah pernyataan
kcsanssupm ddi penanssursjawab usaha dd/atau keqiatm untuk
m..alukln p.ng,lo.afu od p'md'u'd li' AkunA.r hiduo .ra\
dampak linskunsan hidup dari usana dan/atau kesiatmnya usha
dd/atau kegiatan yang vajib AMDAL atau UKL UPL.

66. Peen Masyaralat Dald Penyelenggdan Bangunan Cedung adalah
berbasai kesiatan masyarakat yang merupakd peI@judd kehend.l<
dan kcinginan masyarakat untuk metuatau dd menjaga ketertiban,
memberi masukan, menympaikan pendapat dan pertimbangaD, serta

penyelenggaraan b gunan gedung.
67 Masyarakat adalah percrangd, kelompok, tsa.lan hukum atau usaia

dm lcmbaga atau organisasi ydg kegiatmnya di bidang begunu
gedung, termasuk rosyarakat hulam adat dan masyarEkat alii, yag
berkepentingan dengd penyelengg am bangunan gedung.

6a- Dengar Pendapat Publik adalah torum djarog yang diadakan untuk
mendenedka dm menampunA aspirasi rnasyarakat baik berupa
pendapat, p.rtimbangan maupun usulao dari masyarakat umum

pemerintah/pemerintah daeran ddlam penyclenggaraan bhgEm
69. Gugatm PeNakilan adahn glgataD yang berkaitan densd

pen\rlr Sgarddn bdnguncn C..!une vana d,oj rldn o,, h .1LU 06nt ai-u
lebih yang mewaklli kelompok dalam mengajukan Bugatm untu!
kep.ntingan mereka sendin dan sekalisus mewakili Dihak yde
dirusikan 1'arA memiliki kesmaan fakta atau dasar hukum antara
q,akjl kelompok dan anegota kelompok yang dimaksud.

70. Pembinaan Penyelcnggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan
pengaturan, pemberdayan, dan pengau,asan dalan regka
memjudkan tata pemcrintahan yang baik schingga setiap
penyeleDggaraan ba.gunan gedung dapal berlmgsung te.tib dan
tercapai kcandalan banguDan gedung yme sesuai dengan lungsinya,
serta temjudnya kepastian hukuo.

71. Pemberdayaan adalah kegiata. untuk menumbuhkembanekan
kesada.an akan hak, kewajiban, dm peran para penyelenggara
bangunan gedurg dan pemcriniah daerah dalam pcnyclenggara.
bangund gedung.

72. Pengawasan adabn pemantaua. lerhadap pelaksmm pcnerapm
peraturan perundang undmgm bidmg bangu.an gedung dan upaya
penegakan hukud.

73. Penyidik Pcgawai Ncgeri Sipil yang sclanjulnya disingkat PPNS adalah
Pejabat P€nlidik Pegawai Negeri Sipil icrtcntu dilinBkunean pederintah
dacnh yanA dib.n $c\ren.ng knusus oleh Undang-U,dang untuk
melakukan penr.idikan terbadap pelanesaran Pe.aluran Daerah.



74. Stddd Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah
standar mutu nasional yangditelapkan oleh le6baga yang beMenang.

BAB IT
MdGu4 Tdu.r <la! Ruarg LilgAuP

Eagia! K6atu
Makauil
P6al2

Bansunan Gedung dimaksudkan untuk mengatur dd mengen&iikan
pcnyelenBgaraan bsgumn gedung sejar. da.i Penzinan, Pere.canaan dan
pelal{sdaan konstruksi, pemantaalan, kelaikan bangunan geduDg dengan
berlaodaskan pada asas kemanfaatan, keselamatan, kenyamalm,
keseimbdgm serta keserasian banguna gedung dengm lin8kuosmnya.

Baghr IGdur
ruj@!
Pa8al3

Bangund Gedun8 bertujuan unruk :

a. memjudkan bangunm gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata
bangunatr sedung yang serasi dm selaras dengan lingl'angannya.

b. heejudkan tertib penyelenggmd bsgunan gedune yans menjamin
kcmdalan teknis bangunan gedung ddi *gi keselmaim, kesehatan,
kenyamanan dan kemudahan; dan

c. me@judkan kepastid hukum dalam penyelenggara@ bdgunan

aagi.E retta
Ruag Lr.gtup

P...14

Ruang Lingkup Bmgunan Oedung meliputi :

a. ketentud mengenai aungsi dm kualifikasi bmeunan sedung
b. persyaratan baneunm gedu.g
c. perytlensgar@n t@gunan gedung
d. tim ahli bangund gedung {TABGI
e. p€rM dasydakar da1@ penyelenggdm baneunm geduts

g. ketentuan penyidikm
h. smksi adminislratia

j. ketentuan peralihd; dd
k. ketentuan pe.utup.

,



BAA IlI
FUNGSI DAN K'ASIFIXASI BANOUIiiAI{ OEDUI{C

Baeirn t<esatu
Fuog8i EanguEAr G€dung

Pasl S

(r) Fungsi bangunan Ccdung merupa|d ketetaPan mengenai pemenuhan
pe.syararan reknis bangunan gedune ditinjau dari segi tata bangunm
dan lingllrgan maupun keandalannya serta sesuai dengan peruntukan
lokasi yang diatur dalam R1RW, RDTR dan/atau RTBL.

(2) Fungsi bangunan gedung meliputi :

a. ba.gunan gedung tungsi hunian, dengan tungsi utma ftbasdi
tempat manusia tinggal;

b. bangunan gedung tungsi keagamdn, dengd fungsi utama sebagai
tempat manusia melai{ukan ibadah;

c. bangunan gedung lungsi usaha, dengan Iungsi utama sebagai tempat
mdusia melakukan kegiatm usaha;

d. bangund eedung lungsi sosial dan budaya, delgan funssi utea
sebagai tempat manusia melakukm kegiat n sosial dan budaya;dd

e. bansunan geduns lebih dan satu lungsi.

Psal6

(l) Bangunan seduns lunssi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) hurur a, meliPuti :

a. bangund rumah tinggal tunggal:
b. bangunan rumah ringgal deret;
.. banguna rumah tinggal susun, dd
d. bansunan tumah tineaal sementaE.

(2) Bmgunan sedung iungsi keagamm $bagaimana dimalsud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliPuti :

a. bansunan mesjid, mushailab dan surau;
b- badgunan eereja, pura, winda dm kelentengi
c. banguna, keagamaan dengan sebutan lainnya.

(3) Bangum gedung fungsi usaha sebagaidana dimalsud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf c, meliputi :

a. baneuna. gedung perkantoran sepe.ti baDsunan perkantora.,
bangunan non Fmerintan dd sejenisnyai

b. bangune gedung perdagmgan seperti bangunan warungi pasar,
sv aldla-, pe".[oa.. pus"r p.rb.larFan dd e;nr .n\5

c. bangunan gedung indusri seperti gedung pabrik dan sejenisnya;
d. bangunan gedung pcrhoielan seperti bangunan holel, wisma,

penginapan, rumah kost dan sejenisnya;
c. bangunm gedung uisata dan rckreasi sePerti tempat .ck.casi, villa

dan scjcnisnya;
a bangunan gedung terminal sepcrti b.nglrnan terminal bus angkutan

umum, halte bus dan scj.nisnlai da.
s. bangunan gedung tempat lenrimpanan semeniara sepe.ti bangunan

gudane, sedung parkir dan bangunan kegiatd usaha lairnya ydg

|()



(4) bangunan gedung lungsi sosial dan budava
dalam Pasal 5 ayat (2) huruld, meLiPuti :

a. bansunan gedung pelayanan pendidikan seperli bangunan sekolah
taman kanak kanak, pendidikan &str, pcndidikan mehengah,
pendidikan tinggi, karsus dd semacamnyai

tidak bertenransan Pcraiuran Perundang

sebagaimda dimaksud

sePertj bangunm
sakit re@suk panti

b. b.ngunan gcdung Pelalanan kesehatan
puskesmas, poliklinik, rumah be.satin, .rumah
panti dan setenisnYa;

c. ban$rnan gedung kebudayaan seperti ca8ar budaya,

linskat komrrleksitas

C

bangunan gedung laboratorium seperti bangunan
bboratoriud kimia dan laboratorium lainnvar dan
bangunan geduB pelayda. umum seperti
gedung oLahrasa <lan se.jcnisnya.

(s) bmgunm sedung yans memiliki lebih ddi salu rungsi sebagaimana
dimansud dalam Pasal s ayat (2) hurufe, meliputi:
a. ban$.an ruoah densm toko (ruko),
b. bangunu ruman dengan kmtor (rukan);
c. bangunan Oedung oal-apaftemen Perkantoran;
d. baneuan Gedungmal aPartemen-perkantorm Perhotele; da
e. bangunan sejenisnya.

Bagt n I(.dQ
Kl*t iksi BalEul@ Gealurg

Pa3al7

(l)(lasifikasi ba.gum sedung menuut kelomlok fungsi b gud
didasarkan pada pemenuhan syarat admin,strasi dan persyMtan teknis
bangunan gedung.

(2)Klasifikasi mcnutut fu.ssi bangunm sedung sebasaimana dimalsud
pada ayat (1), meliputi :

a. tinskat kompleksitas;

c. tinskat resiko kebalarani

I ketinggian;dm
g. status kepemilikan.

13)Kasifikas, bcrdasarkan

a. bangunan gedEg sederhana yaitu bdgunan gedung dengan
karalter sederhana dan memlliki kompleksitas serta teknologi
sederh a dan/atau bangunan gedung yang sudah ada desain

b. bangunan gedung tidak sederhana yairu bangunan gedung dengd
k2.akrcr ridak sederha.a da. memiiiki komtlcksnas serta teknolosi

11
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(4) Klasifikasi bcrdasarkan ri.gkat perma.ensi bansunan gedung, fteliputi :

a. bangunan gedung darurar atau sementara, yaitu Bangunao Gedung
yang karena funssnlya di.encanakd mempunyai umur layanan
smpai densan s (lima) tahun;

b. bangunan gedung semi perma.en, yaitu Bangunm Gedug yang
karena fungsinya direncanakm mempunyai umur layzlrd di aias 5
(lima) sampai dcnsm 10 (sepulun)hhun;

c. batrgund gedung permanen, yaitu Bangunan Cedung yang karena
fungsiDya direncanakan mempunyai umur laydan di aras 20 (dua

(51Klasifik€si berdasarkan tingkat rcsiko kebaLdan, meliputi :

a. bangunan gedung tingkat resiko kebakdan rendah, yaitu Bangunan
Gedung yang karena lungsinya, desain penggunam benan dm
l'lmpone. unsu. pembentuknya, serta kuantitas dar Laalitas b6nan
ydg ada di dalamnya tingkal mudah terbakamya rendah.

b. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang, yailu Bangunan
Gedung yang karena iungsinya, desain penggunaan behm dm
komponen unsur pehbentuknya, serta kuantitas dd kualitas balld
ydg ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang;

c. bmgunan gedung tingkat resiko kebakdan tinggi, yaitu Bdgunan
Geduns yane karena fungsinya, dan desain pencgunaan band dd
komponen unsur p€mbeniuknya, serta kuantitas da kuaiitas bahan
yang ada di dalaftnya tingkat mudah lerbakmya sdgat tinggi
dan/atau trnssi.

(6) Kasifikasi berdasarkd ana gempa meliputi ti.gkat zonasi gempa untuk
tiap tiap wilayah berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa dale
Peta Zonasi Gempa Indonesia pada indeks IRBI, RTRW, RDTR dan/atau
RTBL,

{7) Klasinkasi berdasarkan lokasi bangunan gedung, meliputi :

a. bangunan di lokasi renggmg, yaitu Bangunan Gedung ymg pada
umumnya terletak pada dacran pinssiran/luar kota atau daerah yans

l,

て,

berlunssi sbaaai resapan;
bangunan di lokasi sedang, yaitu Bangunan c€dung yang pada
umumnya terletak di daerah pemukimani serta
bangunan di lokasi padat Bangunan Gedung yang pada umurnya
terletak di daerah perdasanqan/pusar kota.

(8) Kasifikasi berdasarkan ketingsia. bansunan ceduns fte1ipuli :
a bangunan gedung bedingkat rendah, yaitu bangunan Cedung yang

demilikijuftlah lantai , (satu) sanpai dengan 2 (dua) lantai;
b. bangunan gcdung be.tingkat sedang, yaitu bangunaD gcdung yang

mcmilikijumlah ldial 3 (tisa) smpd densan 5 (lima) lantaii dan
c. bangunan gedung bcrti.gkat tinggi, yaitu banguna. gcdung yang

memililn jumlah lantailebih dari s (lima) lantai.
(s) Klasifikasi b€rdasarkan kepemjlikan bangunan eedune, melipuli :

a. bugunan gedung milik Nega.a/Daerah, laitu Bangunan Ocdung
untuk kepcrluan dinas yanF menjadi/akan m.nja.ii kckataan milik
negara dan diad.kan denga. sumber pembiataan lang berasal dari
da.a APBN, dan/atau APBD, dan/arau sumber pembiafaan lain,

12
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sep€rti: gedung kantor dinas, gedung sekolah, gedung ruMh saLit,
Audang, rumah negara, dan lain lain;
bangunan gedung milik badan usaha, yairu Bangunan Cedung yang
merupakd kekayaan milik badd usana non pemerintal dm
diadakan dengan sumber pembiayaaD dari dana badm usana non
Pemerinlah t rsbuti serta
banguran gedung milik peroiangan/masyarakat, yaitu Bdgunan
ccdung yang merupakan kekayaan milik p.ibadi atau perorangan
dan diadakan dengm sumber pembiayaan ddi dana pribadi atau

Pa*l a

(iJ Penentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari gedung
ditentukd berdasarkm tungsi tag digunakm ddm perencdau,
pelaksanaa! atau perubahan ydg diPerlukan pada bangura, gedulg.

(2)Fungsi dan Klasirrkasi Ba.gunan Gedung hms sesuai d€nsan
pe.untukm lokasi yang diatur dald RTRW, RDTR, dan/atau RTBL

(3) Fungsi dan loasifikasi Bmgunan ocdunc diusulkan olch Pcmilik
Bangunm Cedung daiam bcntui. rencma teknis Begunan Gedung
metalui pengajuan permohonan izin mendirikan Bdgunan Cedung.

(4) Penetapd fungsi Bdgunan Cedung dilakukan oleh Pemerintah Daemh
melalui penerbitan IMB berdasdkd RTRW, RDaR dm/atau RTBL,
ke@ali Bmgunan Gedung lungsi khusus oleh Pemerintah.

Pasd 9

(11 Funesi dan klasifikasi bmgund sedung dapat diubah dengd
mengajukan pemobonan IMB baru dan/atau revisi IMB.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
pemilik datam benluk renca.a teknis bangu,a gedung sesuai deng
peruntukan lokasiya.g diatur dalm RTRW, RDTR, dd/atau RIBL.

(3) Perubahan rungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti
dengm pemenuhan persydatan administratii du persyaratd teknis
banguaan gcdung batu.

(4) Perubahd fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung hms diikuti
dengan perubahm data luigsi de/atau klasifikasi banguna. gedu.g-

(s) Peruband rungsi dan Klasifikasi Bangunan ceduns ditetapka oleh
Pemerintan Daerah dalao izin mendirikan Bangunan Gedung, kecuali
Bansuna! Geduns lunssi khusus ditelapkd oleh Pemerirtah..

Pa..I lO

(1) Daiam rangka teriib pembangund dan pemanlaatan bangunan gedung,
dilakkan pendataan ol.h pcmcrintah dacrah.

(2)Pendatan dilakukan terhadap kepemilikan, iurlssi, dan klasj,ikasi
bansunan sedung.

| :



BA.E IV
PERSYARAAA AAICUNAI{GEDTII{G

Bsgiar kesrtu
UouE

Pael1l

Setiap bangunan gedung hms memenohi persydatd adminisiEtil dan
persyahtd teknis sesuai dengm lun8si bhguod gedung.
Persyaratan administratir badgund gedung sebagaimana dimaLsud
pada ayat (1)meliputi :

a. status hal{ atas ranan dm/atau izin pemanfaatan dari pemegeg hak

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
.. IMB-
Persyaratan teknis bdgunan geduog sebagaimana dinulsud Pada

a. Persyratan tata bangunan ymg terdin alas :

I persydatan pe nlukan lokasi;
2. intensilas bangunan gedungi
3. arsitektur Bangunm Cedungl
,1. persydatd pengendalian dampat lingkungm untuk bangunm

gedung teitentui sefta
5. rencana tata ba.gunan dan lingkungd.

b. Persydatd keardalan bangunm gedmg yang terdi.i atas :

1. persyaratan kesclmatani
2. persydata kesehatani
3. persyaratan kenyamman; sefla
4. persydatan kemudahan.

Ketentuan mengenai Persyaratan administratif dm persydatd teknis
sebagaimana dimaksud pada ayar (rl untuk bangunan gedung adat,
bansund gedung semi permanen, dan bmeunan gedung d:nrat diatur
dalam Peraturan Bupati.

|

= '

131

(4)

{1,

12)

BagIIIn kedull

Persvaratan AdminlstratiF
Lra__11

Status Hak Atas Tanah
Pa3a1 12

Se● ap bangunan gedung harus aldiHkan di atas tanah milik scndin atat
milik pihak lain yang status tanahllya ielas dan a● s izin pcnilik unah
Statt・ s tanah sebagainana dinaksud pada alat(1)adalah penguasaan
a●s unah yang dn″■Judkan dalam bentuk●okumen seltiflkat dan bukti

pcnguasaan/kぐ pemilikan unah scbagaitanda btlkti hak atas● nah atau

bent,k dokunen kctcrar gan status ta■ ah l■nnya yang sah
I´n peman●atan dari penegang hak alas tanah pada prinsipnya
merupakan per"ttJuan yang dinvatakan dalam pelarlian tertulis

(3)

||
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a.tara pemegane hak aras ta.ah atau Pemilik lanah

ParagEf 2
status Kepeailikan Bangulan Geduog

Pa*l 13

(1)Status kepemilikM bangunan gedu,g dibuktikan deng@ suat
keterangan bukti kcpemilikan bangunan gedung yang dikeluakm oleh
pemerintah dacrah. kecuali Bangunan Gedung iunssi khusus oleh

(2) PenetapD status kepcmilikan bangunaD Beduog sebagaimma dimaksud
pada ayai (11 dilakukan pada saat Pro*s IMB dd/atau Pada saat
pendataan bangunan gedu.g sebaBai sarana te.tib pembangunan, tertib
pema.fatm dan kepastian hukum atas kepemilikan bangunan gedug

(3J (epemilikan Bangunan Cedung dapat dialihkan kepada Pihan lain.
(4) Pengalihan hak kepemilikan banguno gedunA kepada pihzl{ Iain hds

dilaporkan kepada Bupati untuk direrbitkm surat keierangan buktt
kepemilikan baru.

(s) P;gdihan hak kepemitikan bangunan seduns sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) oleh pemilik bangunan gedung ydg bukan Pemesmg hak
atas tdah, terlebih dahulu hrus mendapatkan Perset'.luan pemegdg

(6)Tata cara pembuktian kepemiliLn bangunan gedung kecuali pengauhm
hak kepemilikan bdgunm sebagaimana dihaksud pada ayat (3) diatut
sesuai densd Ketentuan peraturan Perundd8 undangan.

Piraglaf 3
lziE Menaltritan Bargu!.!

PBal 14
(l) Setiap orans atau badan/lembaea, wajib mensajukan pcrmohona IMB

kepada Bupati untuk melakukan kegiatan :

a. pembangunan dan/atau p.asarana bangu.an sedung;
b. rehabiLitasi/renovasi banaxna. eedung dan/atau prasaEna gedung

meliputi perbail,€n/pcrawatan, perubahan, pellusd/pengurmganl

c. pemugdan/pelestarian dengd hendasdkan pada surat ketermgan
rcncana Kabupaten (advis planning) untuk lokasi va.s
bersa.ekutal.

tzt Izin mendirikan bangunan gedung mcruPakd prasyaEt u.tuk
mendapatkan pelayanan prasarana, sarana, dm utilitas umum.
Izin mendinkd BangunaD Cedung sebagaimda dimaksud pada
ayat (l) diberil<an oleh Bupati ke.uali Bansunan GedDng lunssi khusus
oleh Pemerinrah setelah bcrkoordinlsi dcngan pcmerintah dacrah.
Pemerintah daerah membenkdn surat Ketermgan Rencana xabupaten
sebagaimma dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang bersangLatan
kepada setiap o.ang yang akd meneajukan Pcrmohonan IMB scbagai
dasar penyusunan rcncana reknis Bangunan Cedung

li
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Surat l(eterange Re.cana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan k€tentuan ydg berlalo untuk lokasi ymg
bersgkutan dan bensi:
a. fungsi Bmgunan Oedung yang dapat dibangun pada lokasi

b. ketinssian maksimum BmgunM Geduns ymg diizinkm;
c. iumlah lantai/lapis Bmsund Gedung di bawai pemukaa tanah

dan mB yang diizinkd;
d. garis sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung ydg

e. KDB maksimum ymg diizinkan;
l. KLB ma}simum yang diizinkan;
g- KDH minimum yang diwajibkan;
h. KTB maksimum vans diizinkani dan
i. jaringan utilitas perkolaan.
Dalm surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayar (s) dapat jusa dicantunkan ketentuan keteniuan Lnusus
yang berlaku untuk iokasiyang bersangkutan.

Paasl 15

Pemohonan lMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
dilampiri denge persyaiatan administratil dm persyararm teknis.
Persyaratan administratif sebagaimda dimaksud pada ayat (11 terdiri

a. landa buktr status kepemilikd hak alas lanln alau landa bukti
perjanjian penanfaaian tanah scbasaimana dimaksud dalam

b, dala pemilik bdgunan geduns; dad
c. dokumen/surat-su€t lainnya yang te.kait, yang

dialur dalam Peratu.aD Bupati.
(3) Persydatm tekDis sebagaimana dimksud pada ayat

dcngan penggoLongmnya, meliputi :

a. rencma teknis ban8unan cedung rumah tinggal mcliputi :

1. ba.gunan gcdung hunian .umah tingBal lunggal sederha.a
mcliputi inti tumbuh, rumah scdcrhana sehat dan rumah de.et
sederhanai

2. bmgunan sedung hunian rumah tinggal tunggal dan ruman deret
sampai dengan dua lantaij dan

3 bangunan gedung hunian rudah tinggal tunggal iidat sederhana
dua lantai atau lebih dan bangu.an gedung Lainnya pada
umuFryr

b. r.n.ana ieknis bansunan gedung untuk kepentingan umum.
(a) Pe.sydatan teknis bangunan gcdung hunian rumah tinggal tunggal

sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul a angka r,

.. dru umr m o"n8' ,al g.l' rg ri n

1. tungsi/klasifikasi bangunan gcdungl
2. luas laDtai dasar bangunan gedung;

|(,



3, total luas lantai bangunm gedung;
4. ketinggim/juhlah lanlai bangunani dan
5. rencana pelaksaraan.

b. rencana teknis bmgunan gedung disesuaikan dengan
pengeolongmnya, meliput:
I. gamb{ pra rencana bangunan gcdung yang terdiri ddi

gmbd/siteplan/situasi, denah, tampaL dan gambar potongdi
2. spesifikasi teknis bangunan Cedung.(s) Persyaratan teknis bdgunan gedung hunian ruroh tinggal tunggal

dm runkn deret sampai denge dua lantai sebagaimana dimalsud
pada ayat (3) hurula mgka 2 terdiri atas:

" dab umur b"ngunan gF4Jne mpn La inforr.si r "n8.ra' '

l lungsi/ klasiGkasj bangunan gedunei
2. luas la.tai dasar baneuan gedunsj
3. total luas lmtai bdgunan gedung;
4. keting€aian/jumlah Iantai bangunani dan
5. rencana pelaksana .

b. rencam teknis bangunan geduns disesuaikan densa!
pcnggolongannya, meliputi:
1. gambar pra-rencma bdgunan gedung yang terdiri dan

gambar/sitepld/situasi, denah, tampak dan gambd potongm;

2. spesifikasi telais lEgunan gedungj dan
3. encange utilitas bangunan gedung se.ara sederhma/p.insip.

(6) Persyactan teknis bmsum seduns hunid l1hah tinggal tuneigal
tidak sederhda dua lantai atau lebih dan banguaan gedung lairnya
pada umuftnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sgka 3

a. data umum bangunm gedung memuat inlormasi mengenai :

1. fungsi/klasifikasi bangunan gedungi
, iuas'anhi da$r twgunM SFdunq,

3. total luas lantai bangunan gedung;
a- ketinggian/jumlah lantai bansunani dan
5. rencana pelaksanam.

b.rencoa teknis bangunan gcdu.g disesuaikan deDgd
pengcolongannya, meliputi:
i . gdbe rancangan arsilcktur, terdiri atas gmbd

siteplan/situasi, denan, tampak, potongan, daD spesifikasi umum
fnishing b gunan sedunsl

2. smbd rancangan struktur, terdin atas gambar strukru. bawah
(pondasi), stuktu. atas, temasuk struktur atap, dd spesillkasi
umuh struktur bdgunan gedungi

3. gambar rancangan utnitas {mekanikal dan elektrikal), terdiri atas
sambar sistem utilitas (tuekanikal dan elektrikal), gambe sistem
penceganan dan pcngamanan kebakaran, sistem sdilasi, sistem
drainase, dan spesifikasi utuutu ulilitas bangunan gedungi

4. spesifikasi uBrm beglrne gedungi
5. perhitungan stnktur untuk bdsunan sedu.s 2 (dua) lanlai aiau

lebih de/atau benlang slruktur lebih dari6 (enam) meter; dan

17



6. DerhitunAan kebutuhan utilitas (mekanikal dan elekdkal).
(i Persyaratan teknis bmsunan gedung unruk kepenlingan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb icrdiriatas:
a. data umum bangunm gcdung memuat iniormasi mengenai :

1. fungsj/klasifikasi ban€unm aedunS;
2 luas letai dasd bansunan gedu.ei
3. total luas ldtai bangunan gedung;
4. ketinggian /jumlah lantai bangunan;dan
5. tncana pelaksanaan.

b. reDcana teknis bdgunan gedung disesuaikan dcngan

sireplan/situasi, denah, tdpak,
umum finishing banAunan gedungi

2. gambar rancogm stnktur, terdin
(pondasi), siruktur atas, temasuk
umum st4ktur b&6rnan gedung;

penggolongmnya, meliputii
1. qambar rancansan a6itektur, terdiri atas gambar

potonsm, dan spcsifikasi

atas smbar struktur bardi
s!ruktu. atap, dan spesinkasi

3. smbar rmcmsm utilitas (mekmikal dan elekkikal), terdiri atas
g@bd sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal), gambd sistem
pencegahu da. pengammm kebakdd, sistem sanitasi, sistem
dcinase, dm spesfikasi umM utilitas bangunan gedung;

4. spesifilasi umum bangunan gedungi
5. perhitunsd struktur untuk bangund geduns 2 (dua) lantai

atau lebih dan/atau bentang sttukrur lebih dari 6 (enm) meter;

6. perhitunsm kebutuim utilitas (meksikal dan elektrikal).

Pdagtaf 4
IIUB all ata. alan/at.u di b.wst Aaaan, Air ilaE/ahu

Pra8an@/Se@ UauE
Pesd 16

Pemohona. tMB untuk bangunan gedung ya.g dibangun di atas
dd/atau di bawah tanal, air, atau prasarma dm sdana umum harus
mendapat persetujum dari Bupali;
iMB untuk pembangunan bangunan gedung sbagaihda dina}sud
pada ayar (1) wajib mendapat pertimbangan reknis TAEG dm dengm
m€mpertimbueka! pendapat masydakat.
Pembdguna bangunan gedung sebagaimma dimalsud pada ayat (1)
wajib mensikuti standar teknis dan pedoman yang terkait.

Paegtsf 5
KeleEhaSen

Pel 17

Dokumen Permohonan IMB diajukan kepada Bupati.
Pemeriksaan dokumen re.cana leknis de administrarif dilal<sdakan
.lch insr,nsi i..knis terkait
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(3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan IMB sebasaimana
dimaksud pada ayat (l) dan ayar (2)kepada cdat.

(4) Faktor yang menjadi p€rtimhangan pelimpahm kewenangan
sebagaimda dimal<sud pada ayat (3) meliputi:
a. ensiensi dm eiektivilas;
t. mendekatkan pelayanan pemberian IMB kepada masyaralat;
c. fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, lua3an tanah dd/atau

bangunan yang mampu disele.ggaEkan di kecamalan; dan
d. k€cepatd penangaDan penangguiangan dNrat dan rehabilitasi

bangunan gedung pascaben.da.
(s) Ketentuan mensenai pelimpalan kewenago sebasaimda dimalsud

pod€ dyar 13, draru. dalcm pe.arurdn AupdL

Bagtan K.ttga
PersyaEta! Tctiis Batrgu@ c€dung

PaEgEf 1
UDum

Pa6d la

Persydatan teknis Bmgun Gedung meliputi persyaratan lata bdgund
dan lingkungd dd peisyeatd keddalan bdsune.

Paasnf 2
PeE Eht n iet! Bargurar ala! Liiglolgan

P*el 19

Persydaian tata bangum dan lingkungan sebagaimda dimaksud dalm
Pasal 1a de[puti peisydattu peru.tukm dan intensitas Bmgue
Cedung, persydatan arsit€ktur Bangunan Gedung dd persydatan
pensendalian depat linAkunAan

Perssat 3
P€EyaEiau Perurtuta! rla! hteatts Banguer Gcdung

Pcel20

(1) Bangunm gedung hms diselenggdal{atr sesuai dengao pmntukan
lokasi yang telah ditetapkan ddm RTRW, RmR, dm/ atau RIBL.

(2) Pemcrintah Daerah meoberikan infomasi meneenai RTRW, RDTR,
ds/atau RTBL sebagaima dimaksud pada ayat (t) kepada

(3) tnformasi sbagaimda dimal{sud pada ayat (2) berisi kete.msan
mengerai peruntukan iokasi, intensitls b gunm ymg terdiri dari
kepadatan bangunan, ketingeian bangunan dan sa.is sempadm

(4) Bangund gedug ydg dibmgun :
a di atas prasdana dan sarana umum;
b. di bawan prasarana dan sarana umuftj
c. di bawah atau di atas air;
d. di daerahjarinsan trdsmisi iistrik tesangan tinssij dan

1'



e. di daerah yans berpotensi bencana alam-
harus sesuai dengan pe.aturan pcrundang undangan dan memperoleh
pertimbasm .lari IABG serta persetuiuan dari instansi teknis terkait

pasl21

Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTR dan/atau mBL ydg
mengakibatkan pe.ubahan peruntukan lokasi, fungsi Banguna. Oedung
rang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.

Pa6al22

Banglnan gedue yang akan dibaneun hans memenubi persyaEtan
intensitd bmgum gedhg berdasdkm ketentuan yang dialui dalm
mRW, RDTR, dan/atau RTBL meliputi:
a. K@fisien Dasar Banguffi disingkat KDBI
b. Koefisien Lmtai Bdaund disinskat KLBI
c. Koe,isien Daeran Hijau disinskat KDHI
d. Ketinggid Bmgunmj
e. Saris sempadd bangune gedung (muka, smpins, belal€ns);
I gari6 SemDadan Pantai, dmau dan sunqai:
g. jdak bebas bmgunm gedung; dm
h. pemisah di sepanjang halaman huka/empi.s/be1al{mg bmgun@

Pasl23

Setiap bangunan gcdung yang dibangun harus memenuhi pesyaratm
kepadatan bangund yang diatur dalam KDB pada tiDgkatan padat,
sedsng dan relgga.g untuk lokasi yang beisangkutan.
XDB sebagaituda dimal<sud dald Pasal 22 huruf a, ditentukan atas
dasar kepentingan pelestarian lidsbtrded/resapan air permukaan
tanan d !€ncegan rcrhadap bahaya Lebakaran, kepentinsan
ekonomi, fungsi peruntukd, fungsi bangunm, keselamatan d@
kenyam@an bangunan.

Pssal 24

Setiap bangunan Cedung yane dibangun hatus memcnuhi
(LB untuk lokasi ydg bersdgkutan.
KLB ditentukan atas dasar daya rlukung lingkungan,
te.hadap bahaya kebaka.an, kcpcntingan eko.otu;, aunssi
fungsi banguno, keseiamatan dan kenyamanan
kcsel,maran dan kenvamanan umum.

,
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Pa..l 25

Setiap bdngunan gcdung yans dibangun harus memeruhi lersyaratan
KDH sesuaiyang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan;
KDH scbagaimda dimaksud dalam Pasal 22 hurui c, ditentukd atas
dasd kcpentinean pelestarian lingkunsan/resapan air permukaan.

Pa6al 26

setiap bdgunan gedung ydg dibangun dan dimanfaatkan hms
memenuhi persydaran kelingAian bangunan sesuai yang ditetaPkd
untuk lokasi ydg bersangkutan;
Junrlah lmtai Bangunu Gedug dm tinggi Bangunan Oedung
ditentukan atas dasd perrimbangan lebar ja,an, lungsi bangund,
keselamata bansunan, da, keserasian dengaD lingkungannya.
Bmgunm gedung dapat dibuat be.tingkat ke bawan tanah sc?uim8
memungkinkan untuk itu dan tidak bertenrangan dengm ketentm
perundang udmgan.

:
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Pa3al2?

caris seopadan bdgunan ditentukan atas pertimbangan kemmm,
kesehatm, kenyamanan, dan keserasim d€ngm linekunea dan
ketineeim bmculm-
Penetapm gdis sempadan bdgun@ berlaku urtuk bangund di atas
permulad tanal maupun di bawah permuken teah (basemen).
Ga.is sempadd pondasi begunan terlua. yang sejajar de,ea as
jald (rencda jalan)/tepi sunsai/tepi pmtai ditentukm berdasdkan
lebar jalan/ rencea jald/lebd sunsai/kondisi pantai, tunssijala dm
peruDtukd kavling/tawasan;
Lctak garis sedpadd pondasi bmgunan terluar sebagaimda
dimaksud pada a,€t (3), bilamana ridak ditentukd lain adalai
sepmh lebar ruds milik jarm {rumijal dihituns dan tepi jaranlpaga.;
cdis ierluar suatu tritis/oversteck yog menghadap ke arah terdgga,
tidal{ dibendkan melewati batas pekdtu1gd ydg berbataen deogan

Apabila geis sempadd bangunan ditetapkan berimpit dengan garis
sempada paed, cucu.an atap suatu hilis/oversreck hans dib€.j
talang dm pipa talang harus disalurkan smpai ke tanani
Dilatug menempait@ lobans msin/ventilasi/jendela pada dinding
-vang be.baiasan lmesu.g dengan tetaoggai
Ga.is sempadan utuk baqunan ymg dibangun di bawah pemukaan
tdatr maksimum berimpit dengm earis sempadan Pagd, dd tidak
diperbolehkm melewatr batas pekatugd.
Untuk kawasan-kawasan tertentu dd spesillk djtctapkan oteh Bupati

ユ |



paql28

(l) Penetapan garis sempadan pantai, danau dan sungai sebagaimana
dimal<sud dalm Pasl 22 huruf f, didasdkd pada pertimbangan
keddd, kesehatan, dan kenyamand dd kese.asian dengan

(2) Penetapan garis sempadan pmtai, danau, dan sungai menga.u pada
RTRW, RDTR, dan/atau RTBL.

P"sl 29

(1) Jarak bebas bangunm geduns sebasaimma dalam Pasal 22 huruf s,yag ditetapkan untuk setiap lokasi harus sesuai dengan

12) Jeak bebas bmeua seduns ymg dibmSun di bawah pcoukaa,
tanai maksimum berimpit dengan garis sempadan de jmk bebas
bangunan gedung dengm batas kaveling/persil.

(3) setiap bangunan geduns ndak boleh melanggar ketentuan jarak bebas
bagunan gedung yang ditetapkan daiam RTRW, RDTR, dan/atau
RIBL,

(41 KeteDtud.jrat bebas bangumn gedung ditetapkm dslm bentuk :

a. gans sempadm bdgunm gedung dengan as jalan, tepi sungai,
dd/atau jdingan lrmsmisl tegmgd ti"CC, dengd
memperiimbugkm aspek kesetaaatan dan kesehatai

b.jdaL mtda bmsund gedu.s densan batas pcrsil, jarak antd
bansunan dan jdak antara qs jalan deasm pasar halme yas
dibcrlakukd per kapling/per persil dan/atau per kawasd pada
lokasi bersdgkutan dengm mempertitubangkan aspek keselamaran,
kesehatm, kenymanm dm kemudallm.

(5) Jarak antda badgunan gedune dalm satu kaveiing/persil atau antara
hansunan seduns dd batas-batas kaveling/persil harus
menpertimbegks faktor keselmatd, kesehatan, kenyamma, dan

(6) Jdak uram bmeunm sedune sebaeaimda dimaksud pada ayat (s),
apabila tidak ditentukan lain, minimal adaiah setengah tinggi bdgunan
gedung terendah.

(7) Ketentuan besarDya jdak b€bas baagunan eEduns dapat diperbaidui
dengan pertimbmgm keselmatm, kesehatan, perkembangd kota,
kepentingm umm, keseEsim denam lingkungan, dan pertimbangm
lai. d€ngan mendengakan pendapat teknis paE ahli terkait.

(8) Untuk kawasm tertentu, Bupati dapat menetapka. penggu.aan
tertentu bagi kepentingd umum pada jdak bebas di ante garis
sempadanjaran dd g is *mpadan bmgunan gedung.

(9) Penetapan kawasan tertentu sebagddana dimaksud pada ayat (a)
ditetapkan 6etelah mendapat pertimbanga, teknis tim ahli bangunan
seduns dan memperlimbdsku pendaFt publik.

,,



Para$af 4
PeaFratan AtsitekturEaagulao G.dung

Pasil 30

BaDgunan gedung ydg alan dibmgb harus memenuhi persrdath
arsitekrur bangunan gedung serta mempertimbangkan keseimbdean
antara nilai nilaj adat/tradisional sosjal budaya setempat te.hadap
penerapan berbagai perkembangan arsitektur dm rekayasa yang meliputi :

a. persyaBta. penampilan bdaunan gedung;.
b. tata ruarg daim; daa
c. keseihbangan, keserasian dm keselaraw bmgunan gedung dengan

Ps.l31

Persyoatan penmp an bsgund gedung sebaeaimana dimaksu<l
dalam Pasal 30 huruI a, hms m€mperhatikm kaidan, estetila,
bentuk, kdalteristik aBitektur du tingkungan yang ada di sekjlamya
serta densan hemptrlimbane!@ kaidah pelestarian dsitektu dm

Penampilan BmAuns Gedu.g ydg didirikd beidmpingan dengan
Bmgunan cedung yang dilestdikan, harus diran.dg dengm
mempe imbangkd kaidah estetika bentuk dan karal<teristik dsi
dsitektur Banguan Gedung yang dilestarikan.
Pemerintal daemn dapat menetapkd kaidah dsitektur tertenlu iEda
suatu kawasd setelai mendengtu pendapat aim Ahli Bhgudd
Cedung {'IABO) dan pendapat oasydakatj
Ketentud mengenai penetapm kaidai aBitektur tertentu pada suatu
kawasan sebagaimana djmaksud pada ayat (3) diatur dalam PeratuEn

Pa$I32

Bentuk denal bargunm Aedung sedapat mungkin simetris dm
sederhma suna mengantisipasi kerusakan akibat benc@a ald dan
penempatannya iidak boleh mengganegu fungsi pmsalaa kota, Ialu
lintas dan ketertibu.
Bertuk banguna! gedurg harus dirancang dengan nerperhatikd
beDtuk da kaEl{te.istik arsitektur di sekitarnya dengm
meftpertimbaogksn terciptanya ruang,uar bsngunan yang nyaman da
scrasi terhadap lingkungannya.

13) Bentuk denan banguoan gedung adar atau radisional harus
mcmperhatikan sistem nilai dm keanfa lokal yag berlaku di
lingkxngm masyeakar adat bersangkuhn.

(4) Atap dan dinding bangunan gcdung harus dibuat dari konstruksi dan
bahan yarg aman dari kerusakan al<ibat bencda alm.

(2)

(4)
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PaBrI 33

Persyaratan tata rusg dalm bdguian gedung sebaeaimana
dimatsud dalam Pasal30 hurut b, hds memperhatikm fungsi tuang,
dsitektur baDgunan geduna dm keandald bmgunm gedung.
Bentuk bdgNm gedung harus dirancang agat setia! tuane dalao
dimungkinl.a me.ggunakan pencahayaan dan penghaw@n alami,
kecuali Iungsi bdgunan gedung diperlukan sistem pencahayaan dan
penehawar buatm.
Ruang dalm bdgunM gedung h@s mempunyai tinggi yang cukup
sesuai d€ngd fugsinya da. dsitektur bdgunannya.
Perubahan tungsi dd penggunaan rueg bangunan gedung atau
bagian bancunm g€dung hans tetap hemenuhi ketentuan penggunad
bmgunan gedune dan dapat menjamin kemanan dan keselamatan
bangunan dan penghuninya.
Pengatur@ keting8id pekardgs adalah apabila tinegi tanan
pekdmgan beqda di bawah titik ketingaian (peil) b€bas banjn yane
ditetapkan oleh inst si be enmg atau terdapat kemiringe yang
cur@ atau pe.bedan tinggi ymg besd pada tanah asli suatu
perpetakan, maka tinggi mal<sinal lantai das ditetapkd tersendni.
'Iingg lartai dasd suatu bangund geduDg diperkenmkan mencapai
nut{simal 1,20 m (satu koma dua puluh meter) di atas tinggi rata-rata
ta.an pekdangan atau tingai rata mta jalan, dengan memperhatika
keserasid lingkungan.
Apabila tinegi tanah pekardg@ berada di bawah tirik ketinggi@ (peil)
bebas bmjn atau terdapat kemningd curd atau perbed@ tinegi
ydg besar pada 6uatu tanan perpetakan, maka tinggi maksimal lantai
dasd ditetapkm t€rsendiri.
Pemukaan atas dari lantai denah ldasar) :
a. sekurMg-lorangnya 15 cm (lima belas centimeterl di atas titik

teninggi dari pekarangan yang sudan dipersiapkd ;
b ekurang-kur gnya 25 cm (dua puluh lima centimeter) di atas titjk

tertinssi dai sumbu jalu yds berbatasan;
c. dalam halhal yang lud biae, ketentud dalam huruf a, tidak

berlaku jika let l{ lantai lantai itu lebih tinggi darj 60 cm (enam
puluh @.timeter) di atas tanah yang ada di sekelilingnya atau unluk
tmal1 tdrh ydg miring,

PGat 34

Persydtan keseimb&gan, keseEsian dan keselamsan bangunan
gedung dcngan lingkungannya *bagaimana dimaksud dalm Pasal 30
hunt c, hms mempertihbangkan terciptanya ruang lud bangunan
gedung, ruang terbuka hlau ymg seimbmg, serasi dd selsras denge
linskunsunya yang di@judk& dalm pemenuhan persydatan dae6b
resapanj alses penyelamalani sirl'alasi kenddaan dm manusia serta
terpenuhinya kebutuhan prasarma dan sdana llr bdgunan gedung.
Pcrsyararan keseimbangd, keserasian dann keselarasan bangunan
gedung dengan lingi.:ugmnya sebagaimma dimaLsud pada ayai (11

(8)

(2)



(2)

11)
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a. Persyaratd ruans rerbuka hjjau pekaransan (RrHP);
b Pc.sya.aian ruang senp.dan bangunan gedungi
c. Pe.syaratan tapak bascmen te.hadap lingkunganl
d. Ketinggian pekarangd dd1 1an1rj dasa. banguna.;
e. Daerah htau pada bmsunani

g. Sirkulasi dd lasiliras parkirl
h. Pertandmn ls'rndgeli
i. Pencahayaarl ruang iuar baogunan geduig.

Pa*I35

Ruang Terbul<a Hijau PekaEngan sebagaimna dima}sud dalam
Pasal 54 ayat (2) hurula, sebagai ruang yang berhubungd de lerletak
pada persil yang sama de.gan ba.gunan gedung berfungsi sebaeai
tem,pt hrtubuhnya tanaman, peresapm air, sirkulasi, unsur estetika
sebagai ruang untuk kegiatm atau ruang fasilitas (amenilasi).
Pecyaratan RTttP mengacu kepada RTRW, RDTR, dm/atau RTBL,
dalam bentlk Garis Sempadan Bmgunan, (oefisien Dasar Bangunan,
Koefisien Dasar Hrjau, Koeisien Ldtai Bdgunan, sirkulasi dan Iasilitas
parkir da. ketetapan lainnya yang bersifat mengikat semE pihak

P&&136

Persyaratan ruang sempadm beeune eedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) hurur b htrus hengindankd keseEsian
lmsekap pada tuas jalan yarg terkait sesua dengd ketentum RDTR
dan/atau RTBL yang mencaLup pagd, gerbanA, tmamm besd/pohon
dan bangund penunjans.
Terhadap persyaratan ruang sempadm bmgud sebagaimma
dimaksud pada ayat (1) dapat ditelapkan karakteristik lansekap jalan
atau ruas jaran dengan mempertimbangkm k€serasian tahpal< depan
bangunan, ruans sempadan muka bdgune, pasd, jalur pejalan kaki,
.jalur kendden dan jalur hjjau medim jaran dm sarma utilitas umum

Paal37

Persyaratan tapak basemen terhadap lingkunean sebagainana
dimaksud dalm Pasal 34 ayat (2) hurul c berupa kebutuhm basemen
dan besaran Koelisien Tapak Bascmen (KTB) diterapkm berdasarka.
rencda pcruntukm lanm, ketentuan teknis dan kebijakan daeral
Unruk pcnyediaan mHP yang memadaii lantai basemen pertama tidak
dibcnarkd keluar dari rapak baoeunan di atas ta.ah dm atap
basemen kedua harus berkedalaman sekurang-kuEngnya 2 (dua) meler
dari permukaan tanah

，

´



11)

て
=,

1)

,J,

1,

―  |

|

xetinggian pekarangan
dimaksud dalm Pasal
menciptak@ keseEsie
Tinssi rendahnya (peil)
sehingga tidak merusak

Pュ38138

dan lantal dasa bangunan sebagainana
34 a7at (2)hunlF d, dimaksudkan untk

lingkungan
pet。・ angan hartls dibuat s・ demlklan ロェpa
keserasitt llng癒 ingan dan me口igl厳 plhよ

Pasa1 39

Daerah h,jau pada bdsud (DHB) sebasaimda dimaksud dalm
Pasar 34 ayat (2) huruf e dapat betupa tamd atap atau pendman

DHB merupakaa bagian dan kewajiban F€@ohoran IMB u,tuk
menyediakm RTHP dengM luas tru}simlm 25ol' (dua p un Lima

Psal rto

'Iata Tanman sebasaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf f
meliputi aspek pemilihm kdekter tedd dd penempatan tanaman
dened memperhtungkd kestabild tanah/wadah tempat tanaman
qmbuh dm tinskat bahaya yds ditimblrlkeya.

Pc.t 41

Setiap banguna. bukan rumah tinggar wajib mcnyediaLan fasilitas
pdkir kend an ydg proposional dengd jbbn luas lmtai
bangune *suai standar teknis yang telah ditetapkan.
Sistem snkdasi sebagaimda dituat6ud dalm Pas.l 34 ayat (2) hurul g
hms s€ling deDdukung dtan sirkulasi ekstemal dan snkuksi
i,temal beguna. gedu,g so.ta antara individu pemakai bansuna.
dengan sdda kosportasinya-
Fasilitas parkir sebagaimna dimaksud dalm Pasal 34 ayat (2) hrml g
tidak boleh denguranBl daerah hijau yang teiah djterapkan da hms
berorientasi pada pejalan kaki, memudankd aksesibilitas dm ti&k
tersanssu eleh si.kulasi kendaad-

Passl42

:) Pertandaan (signage) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat {2)
hurui h ydg ditempatkan pada bangunan, pagar, kavling dan/atau
rua.g publik tidak boleh mergganggu kaEkter yang akan
di.iptakan/dipertahmku.

:i Kelentuan mensenai pertandam asAnagej sebagam&a dimalsud pada
a)at (I) di aru. daram PeratuEn Bupatl.
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Pssal43

Pencahayd ddg luar bangunan gedung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3a ayat (2) huruf i harus disediakm dengan
memperhatikd kdakler lingkungan, lungsi dan arsirektur ba,gunan,
esletika menitas dan komponen promosi.
Pencahalaao yms dihasilkan sebasaimana dimaksud pada ayat {t)
harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam bangunan
dan pencahayaan dari peneraned jalm umum.

ar

=|

|

Pegral S
PeEyd.tan P.ngendaltan DaEp.k Ltlgkulga!

Pa8al zl4

Setiap kegiatm dald bangunan dan/atau lingkungdnya yang
menihbulkan dampak besar dan penting wajib dilengkapi dengm
Analisis Mengenai Ddpak Lingkungm (AMDAL).
Kegiatan dal@ bangunan dm/atau iingkungmnya ydg menimbulkm
dampak kecn atau tidak menimbulke danpak besar dd perting tidal{
p.rlu dilengkapi dengan AMDAL tetapi diharuskan melaltukan Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) da Upaya Peoantauan Lingkungm
(UPL),
Kegiat dard bdgunan dan/atau lingkungannya yag tidak sajib
AMDAL, Upaya Pengelolae Lingkuean (Ul{Ll, dd Upaya Pemdtauan
Lingkungo {UPL), wajib memiliki SPPL.
(egiaid yang menerlukan AMDAL, UKL, UPL, de SPPL dilakuke
sesuai densan Ket€ntuan Peraturan Peru.dans-undesm.

Pq.gEI6
Rcocaa Tat. Ea!gua., ilqr Lirgkuagar

Pa6al rts

RTBL memMt progm bsgunan dan linghngan, rencana umuo dan
pdduan rancangan, ren.ma investasi dm ketentum pengendalian
-c-, dna dar pedorfu pFneendalid peldksesn.
Prosrm bansunm dd lingkungd sebagalmda dimaksud pada
ayat {1) memust jenis, jumlan, besaran dan luasan bmsunm sedung
serta k€butuhm ruang terbuka hijau, fasilitas unum, lasilitas esial,
prasarana aksesibilitas, sdma pencanayam dm sdda ydg sudah

Rencana umum dan panduan ran.angan sebagaimana dinaLsud pada
ayat (1) merupakan ketentuan ketentM tata bdgune dan
linskunsd pada suatu linekungan/kawasan yang memuat ren@na
pefutuk- Iahan Daloo du mibo, rencda perpetakani re,cana
tapal<, rencda sistem pergerakan, ren.da aksesibilitas lingkungm,
rencma praerana dm strma lingkui4m, rencda mjud visual
trangunan dm ruans terbuka hijau.
Rcncma investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) m€rupa]on
arahe program investasi baAunan gedung dan lingkungdnya ysg
disusun berdasarkan prcsram bansunan dd linskunsan serta

―
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(6)

ヽ,

ketentud rencana umuo dan panduan rencana yang
memperhitungkan kebutuhan nyata pa.a pemangku kepentingan
dalam proses pengendalim investasi dm pembiayam dalm pelatam
linskungm/kawasm, dan merupa}an rujukan basi para pemangku
kepe.tingm untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiay@
suatu p€nataan ataupun menshituns tolok ukur keb€rhasilan
investasj, sehingga tercapai kesinambungan pentahapan pelak*naan

l(etentuan pengendalid rencana sebagaimm dimaksud pada ayat (1)
merupakan aiat mobnisasi perd masing masing Penangku
kepentingd pada masa pelaLsmae atau masa pembe.lakud RTBL
*sui dengd kapasitasnya dalam suatu sistem ydg disepakati
bersma dd berlaku *bagai rujukan bagi para pemmgku
kepentinga, untuk mengukur tingkat keberhasilm kesindbungan
pentalEpd pelalissao pembangunaD.
Pedoman pengendalqn pelaksanam sebagaimma dima}sud pa<la
ayat (1) merupakm alat untuk hedgaahkan peMjudan pelat{sdad
penatd bsgunan dd linglongm/kawasan ydg berdaskan
dokumen RTBL dan memddu pengelolad kawasan agar dapat
berkualitas, meni.gkatde berkeianjutan.
RTBL disusm berdasarkan pada pola penataan b@gunm gedung dd
lingkungan yang ditetapkm oleh pemerintan daeratr dd/atau
masyaralat dai dapat dilaku]@ melalui kemitraatr pemenntal daeieh
dengan swasta dan/atau masydakat sesuai dengan tingkat
permsalahd pada lingkunsu/kawasan bersangkutan dengan
mempertimbangkan pendapat para anLi dan masyarakar.
Pola penataan bmgunan gedung dan lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) meliputi pembmgund baru lnew
dcvelopment), pembangunan sisipe pdsial (inlill development),
peremajan kota (urban renewal) pembmgunan kembali wilayan
perkotam (u.bd development), pembangunan u.tuk me.ghidupkan
kembali wilayah perkotaan (urban revitalization) dan pelestdim

Ketentuan h€ngenai RTBL yang didasarka. pada berbaeai pola
penatan bangunm gedung dan Ing}\angm sebagaimoa dimaksud
pada ayat (a), diatur dalam PeEturan Bupati

|

PhragBf 7
PeByiEtrn KcarrlqLn Bugu.n Gcdug

Pa.d 45

?.rsyaratan keandalan bangunan gedurg sebagaima.a dimal{sud dalm

: pe$yaratan keselamatan bangunaD sedunsl
: pcreyaratan kesehatan bangunan gedung;
: p.rsFratan kenyamanan bangunan gedungi dan
: p€rsvarata. kemudahm bsBunan gedu.g



P.aghf a
PcEyantan Ke*taaatan Baryu@E GeduDg

Pasl47

Pe.syaratm kesela@td baneund gedung sebagaimma dimalcud dalam

P2\al46 hurui a. melLPuri:
- ""^*^.. L.-*p* Darsun"n CeounB FrhrdaD bebd mu"lr
; :;;:;;;;.;--;*n uacL"d s(a rne rethadap bdrr'r" L'bakd'1'

. :::."*". kemdpus bdsund seduns terhadaP bahava petir dan

bahaya kelistrikan.

Pcal4A

lr Persvd6'.. kFnmprrn b"ngunal g'dung 'erhadaP 
b(bd nraun

' ' ..U.s" *a a'-ak",d d"Lar Pasal a ' hurul a mclnur''
a. persyuam struttur bmgunm gedunq

b. lembebane nzda bdgunatr sedunts
c. struktur atas bangunan gedung
d. struklur bawah bangund geduf,g

e. pondasi langsung, Pondasi dalam
t keseldatan struktur
p. ke ntuhan sttuktur ds
i *.*..,t-ur'"..

,,' .;,;;i;-;;*. erouns \pbasamana d,n"k\uo padd alat rr)
'- ii-,i" r,*i'r*:, r,i-oh, i6b: d;ran *mrkLr bFo'n dM remenuhr

pers)ratd kPselma d. pftsvd run oe d\mr' \el6Fa rmL_ Jec
direncanaktn denaan memPerl'mbmgGn :

;.r;;;.i a;;*""i" gedung, Iotasi, kea*etd dm kemungkind
Delaksoasn konstnksi bangunm gedunel

r, 1."*-h "* 
s"b!s-r akbar du'beba' Jdg b"ker a slsma rmur

i","""." *-t,,, oax euu tuao rcrdp roJpur semPntdJa vds
iii',tJ 

"i 
iu", *"-p., ."e,n, korosi, jamur dan se'anssa perusak;

.. p""g.-l, g"-"p" L.t "a"p 
substtuktur maupun strukrui bd8und

eedung sesuai &na gemPanya ;
a ii-;-r.il. 

-u."^"- -"."i airencanatan se'ara dakta pada kondisi_ 
".-_t"t.";" 

_.rt .ti,"i, *hinsga pada saat terjadi ketuntuhu'
fi;;;i-";ki-v. masih ;;munskinko Penverdat@ diri
nen!huninva:

" I".ii-' **.r bds -d e'd rne p'do lokasi tanan vrne dcpar

terjadi likulfaksi; dan
I keandalan bangunan geduna'

,., i+-r,.u".,. p,d; B-s"",; c"J'B sPbas€'nana drralsud pad"
'"' 

",",_,r-""-r b hdru:;,dnal,s,s o.-sai n.T"nksa ,pspon s@k,u,
'erh;;:p b"b-n'c.p. beor s"renua duu b"bs khu"Ls vdc
-,,""r.,1, 0",.* " 

*lr-" .n Jr pe'J\'n"n densd men6sur'qan sNl 01

.,"";;brt" "ra 
p*.n'uno-' kr"hd6n c"moa unruk rumahdan

gedung, alau €disi te;baru; sNI 03 1727 19a9 Tata cara perencdaan
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pcmbebanan untuk ruhah dan Sedung, atau cdisi terbaru;atau standar
baku dan/atau Pedoman Teknis.

14) Struktur atas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi konstruksi beton, konstruksi baja. konstruksi karr, konstruksi
baftbu, konstruksi dengd baho dan teknologi khusus dilaksanal<a.
dengan menggunakan 6tandar shagai berikut:
a. konsttuksi beton: SNI 03 1734 19a9 Tala ca.a perencanaan beton

dm sttuktur dinding beftrnang untuk tumah dan gedung, atau edisi
terbaru, sNI 03 2a47 1992 'fata .ara Penghitungm struktur beton
untuk Bdgunan Oedung, atau edisi terbatu, SNI 03 3430-199.+ Tata
c a p.rencanaan dinding struktu pasdgu blok beton berongga
bcrtulang untul< bangunan rumah dm gedung, atau edisi terbaru,
SNI 03-3976 1995 Tara cara pengadukm pengecorm beton, atau
edisi terbaru, SNI 03-2434-2000 Tata cara pembualan rencana
campuran beton nomal, atau edi6i terbaru, SNI 03-3449-2002 Tata

pembuatan caEpuran beton ringm dengan agregat
ringan, alau edisi terbaru; tata @ra perencalaan dd palaksanm
konstaksi beton pracetak dan prategmg untuk Bmgunan Gedung,
metode peogujim dd penentus parmeter perencanaan tahe
gempa konstruksi beton pEcetak dan pmtegmg untuk Bd8und
Gedung dan srEsifrkasi sistem dm material konstruksi beton
pracetak dan pratesdg untuk Bangunan oedung;

b. kon6truksi baja: SNI 03 1729 2OO2 'lata ca.a pembuatd de
perakitan konstruksi baja, dan tata cda pemeiiharaan konstruksi
baja selma masa konstruksi:

c. konstruksi karu: SNI 03 2407 1944 Tata c a perencd,m
konstruksi ka,! untuk Bangunan Gedung, dan tata caa pembuatan
dan peralitm konstruksi kar!;

d. konstruksi bambu: mengikuti kaidah perencoaan konstaksi
bambu berdasarlrn pedoma dm stmdar ymg terkait, dd

e. konstruksi dengan bahan dan teknoiogi khusus: mcngikuti kaidan
perencanaan konstruksi bahan da. teknologi khusus berdaskd
pedoman dm standar yang terkait.

(5) struktur bawah bmsunan gcduns sebasaimana dimal<sud pada ayat (1)

meliputi po.dasi langsung dm pondasi dalm.
(6) Pondasi lalssune sebasaimana dimaksud pada ayat (s) hzfrs

direnca.akan sehingAa dasdnya Grletak di atas lapism tsah yang
mantap dengan daya dukung tanah yang cukup kuat d@ sel@a
beriungsinya bangunan gedung iidah mengalami pcnlmnm 16g
melampaui batas.

(7) Pondasi dalam sebasaimana dimaksud pada ayat (s) disunar{an daram
hal lapisan tanah dengan daya dukung tanah yang rerletak cukup jauh
di bawah pemuk6 teah sehingga pengguna pondasi lmgsung tidak
dapat menyebabka, penurunm ydg berlebinm atau ketidakstabilan

(8) xcsclamatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mmpakan
salah saiu penentuan tingkat keandalan struktur banEunan yug
diperolch dari hasil pemenksa. berkala oleh tenaga an[ ymg

t0



bersertirkat sesuai dengd Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala
Bangunan Geduns.

(9) Keruntuhm struklur sebasaimana dimalsud pada ayat (t) merupar.an
salah satu kondisi yans h:ns dihindari dengan cara melakukan
pemeriksad berkala tingkat keandalan bangund gedung sesuai
dengd Pedoman Teknis Pemerik6aan Berkala Bangunan Gcdung.

(1o)Persya.atan bahan scbasaimana dimaksud pada ayat (l) hms
memenuhi persyaratan keamanan, keselmatm lingkuned dan
pensAua bansunm gedung serta sesuai dengan sNi lerait.

(r)

P*al49

Persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakdm
meliputi sisiem proteksi aktil, sistem prcteksi pasif, persymtm jald
ke luar dan aksesibilitas untuk pehadadd kebal dl, pesyantan
peD.alEyad darurat, tanda dah ke lud dm sistem peringatm
bahaya, persyaratm komunikasi dalM bangunan gedung, pdsyaEtafl
in6talasi banm bahar g{s de hanajemen penanggulangan hebal<dm.
Setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal tuggal dm tumah
deret scderhana harus dilindungi d i bahaya kebai{dd dengd sistem
proteksi antif ydg meliputi sistem peImdm kebakaran, sistem deteksi
dd alam kebakaran, sistem pengendali asap kebal{ds dd pusat
pengendali kebal{dan.
Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tmggal dm I1hall
deret sederhma hafus dilindungi ddi bahaya kebakdan dengd sistem
proteksi pasif denga. mengikuti SNI 03-1736-2000 Tata cara
perencanaan sistem proteksi pasil untuk pencegahd bahaya kebal<ard
pada Bangunan Gedung, atau edisi terbaru dan SNI 03-1746-2000 Tata
cara p€rencanad dm pemasmgan s da jalan ke lrr untuk
penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung,

Persya.aran jalan ke lu* dan aksesibiliras untuk pe@daman
kebakamn meliputi peren.anaan akses bangunan dm lingkuned
untuk pencegahan bahaya kebakdm dan perencanan dd
pematuCan jalan keluar untuk penyelamatan sesuai dengd SNI 03-
1735-2000 Tata cara perencesn bdgunan dan lingkungan untuk
pencegahd bahaya kebakaran pada bangu.an rumah dm gedug,
atau edisi terbaru, dm SNI 03 1736 2000 Tata cda perencanad sistem
proteksi pasil untuk penceganan bahaya kebakdan pada Baagunan
C€duns, atau edisi terbatu.
Persyararan pencahayaan ddrat, teda arah ke iud dan sistem
peringatan banaya dimaksudkan untuk memberikan danm bagi
pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk menyclamatkan din
sesuai dcngm SNI 03-6573-2001 Tata cara pc.ancangan PencalEyad
darurat, tanda arah dan sistem penngatan bahaya Pada Buguno
Cedung, atau edisi terbdu.
Persyaratan komunikasi dalam Ba.Cunan C.dung scbagai penltdiaan
sisrem komunikasi untuk kepe.luarl internal maupun untuk hubunean“"
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\2)

ke luar pada saat terjadi kebal<dd atau kondisi lainnya hdus sesuai
dengan peratu.an perunddg unddgao mengenai telekomunikasi.
Persyaraian instalasi bahan bakar gas mclipuri jcnis bahan bakar sas
dm instalasi gas ymg dipergunakd baik dalam jaringa. gas kota
maupun sas tabuns mensilaau ketentuan yang diletapkan oleh instansi

Setiap Bmgundn Gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, judan lantai
dan/ataujumlah pcnshuni tertentu harus mempunyai unit mdajemen
Proleksi kebakaran Bmgund Gedung

Pascl SO

a. PersyaEtan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya Ftn dd
bahaya kelistrikd meliputii
a. persyaratan iostalasi proteksi peti.; dan
b. persydatm sistem kelisfika.

(2) Persydatd instalasi proteksi petir sbagaimda dihaksud pada ayar (1)

hurur a hms memp€rhai.ikan perencanaan si6tem proteksi p€tir,
instalasi proteksi petir, pemenksaan dan pemelihdm serta memenuhi
SNI 03 7015 2004 Sistem prcteksi petir pada Bdgund Oedung, atau
edisi terbaru dan/atau Standar Teknis lainnya.

(3) Persydatan sistem keLishikan sebasaimma dimansud pada ayat (1)

hurul b h@s memperhatikan perencdam instalasi listrik, jarins@
distribusi lisrik, beban tistrik, sumber daya lisdk, tmsfomator
dlst ibusi, pemeriksam, pengujid dd pemelihdam dan memenuhi
SNI 04-0227-1994 Tegdgd stmdar, atau edisi terbaru, SNI 04-0225-
2000 Penyarata. umum instalasi listrik, atau edisi terbm, SM 04-
70ia-2o04 Sistem pasokan daya listnk daruEt dan siaga. atau edisi
t€rbaru dd SNI o4-7o1s-2004 Sistem pasok daya lisiik darurat
menggunal{m energi tersiepan, alau edisi terbaru danlatau Stmdar

Pa$I51

Setiap Bangunan Gedung untuk kepentingan udutu harus dilengkapl
dcngm sistem pengamanan yang memadai utrtuk mencegah
terancamya keselamatan penghuli dan ha.ta benda akibat bencana

sistem pengamanan sebasainana dimaksud pada ayat (1) nerupar<an
kelengkapan pengamanan Ban8unan GedunA untuk kepeotinga umum
dari bahaya bahd peledak, yang mcliplrti prosedur, pemiata dan
petugas pengamanan.
Prosedur pcnsamanan sebasaimana dimaksud pada ayat (2) derupake
tata cara proses peme.iksanaan Pcngunjung Bangund Gedung yang
kemungkinan memba{,a benda atau bahu berbahaya yang dapat
meledakkan dan/atau membakar Bangunan Ccdung dm/atau
pensunjune di dalamnya.

1●



′
● Peralatan pensamdan sebasaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan peralatan detektor yang digunakan untuk memenksa
pengunjung Bangunan Oedung yang kemungli'"" memh'w' t''nd:
atau baim bcrbanaya Ya.s dapar meledakkm dd/alau membakar
Bangunm Ocdung dan/atau pcngunjung di dalmnya
P€tugqs pengamanan ebagaimma dimaksud pada ayat (2) merupaLan
ordg ydg diberikan tugas untuk memeriksa Pengunjung Bangunm
cedung ydg kcmungkind dembau'a benda atau bahan berbahaya
ymg dapat meledakkan dd/atau menbakar Bangunm Gedung
dan/atau pensuniuns di dalmnya.
Persyaratm sistem pengamanan *bagaimana dimaksud pada ayat (2)

ydg meliputi ketentuan mengenai tata cara pereDcanaan, Pedasegd,
pemeliharaan instalasi sistem pengamanan disesuaikd dengan
pedoman dan Standar Teknls ymg berlaku

Prt gBf 9
P€cya6ta!IGseh.ta! Balguaa! Gedrg

Peal52
seh:92im,na dimaksud dalamPersyaratan kesehatan bdgunu gedung

Pasal 47 hurul b, melputii
a. persydatah sistem p€nshawadi

d. p€nssunae bahan b@guran.

0)

(l)

(2)

Psat 53

Sistem penghaMan banAunm gedung sebagaimana dimaksud dalm
Pasal 52 huruf a dapat berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi
mekdik/buatan sesuai densan Iunssinya.
BMgund gedung tempat iinggal dan bmgum gedung untuk
pelayanan umum harus oempunyai bukaan permanen atau yang dapat
dibuka untuk kepentingd ventjlasi alami dan kisi kisi pada pintu

Persyaratm teknis sistem dan kebutuhan ventilasi hans mengilati
SNI 03 6390 2ooo (onserasi energi sistem raia udara pada Bangund
Cedung, atau edisi terbaru, SNI 03 6572 20Ol Tata cara pe6cmgan
sistem ventltasl dan pengkondisian udara pada Bangunan Gedung, atau
edisi terbaru, stmdar tentang tata .ata perencanaan, pemae.go dm
pemelihdad sistem ventilasi dan/alau StandarTeknis terkait.

Pasl 54

Sistem pencahayaan bangunan gcduns sebagaiftafla dimaksud dalam
Pasal 52 hurur b dapat berupa sislem pc.cahayaan alami dan/atau
buaran dan,/atau le.cahar.aan da.urai scsuai dcngan fungsinya.
Ba,suna, gedune rempal tjnesal da. ba.8Dna, geduns untD!
pel.y.nan umum harus mempu.yai bukaan untuk Pencahayaan slami

(2)
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yane optimal disesuaikan dengd fungsi bmgunm gedung dan fun8si
iiap-tiap ruanga dalatu bangund gedung.

(3)sistem pencanayaan buatan sebasajma.a dimaksud pada ayai {1) harus
memenuhi PcrcYaratan :

a meopunyai tingkat iluminasi ymg disyaralkd sesuai fungsi tudg
dalam dm tidak menimbulkkan etek 6ilau/panrulan;

b. sistem pencahayaan daarat hanya dipakai pada bangunan gedung
lungsi tertentu, dapat bekerja se@E otomatis dan mempunyai
tingkat p€ncanayae yang cukup untuk evakuasi; dao

c. harus dilengkapi dengan pengendali manual/otomtis dm
ditempatks pada tempat yang mudah di.apaildiba.a oleh pencguna

(4)Persyaratan tek is sistem pencaiayaan harus mengikuti SNI 03 6197
2000 Konsewasi energi sistem p.ncahayaan buatan pada Bdgunan
Gcdung, atau edisi terbm, SNI 03 2396 2001 Tata cda perdcangb
sistem pencahayan alahi pada Bangunan Cedung, alau edisi terbatu,
SNI 03 6575-200r Tata cara perdcangan sistem pencahayaa buatan
pada Bangunm Gedung, atau edisi terbm dan/atau Stedd Tek is

Pasal 55

Sistem sditasi bangunan gedung sebagaimana dimksud dalam Pasal 52
hurui. dapat be.upa:
a. slstem air minum dalam bangunan gedung;
b. sistem pengolahan dan pembumgan airUmban/kotor;
.. Persydatm iostalasi gas medik;
d. persyaratan penyaluran air hujani
e. pcrsyaratan fasilitasi sanitasi dalan bansund eedung (saruran

pembuangan air kotor, rempat sampah,penampungan sampah dan/atau
peneolallal sampan)-

P6al 56

(1)Sislem air oinum dalm bdgunm sedung sebagaimana dimaksud
dalm Pasal 55 hurula harus direncanakan dengan ftempertinbangkan
sumber air mi.um, kualiras air bersih, sistem distribusi dan
pe,mPunserya.

(2)Pemilihan sistem dan penempatm instalasi air minum harus md
terhadap sistem lingkugm, bangund bdgunan lain, bagim bagian
hin dan bangunan dan instalasi-instalasi lain sehinBga tidak saling
membahayakan, mengganggu, dan merugikan scrta memudal}d
pcngamatan dan Peneliharaan.

(3) Persyaratan air minum dalm Bmgunm Gedung harus mengikuti:
a, kualitas air minum sesuai dengan peraturu perundang-undmgd

mengenai persydatan kualitas air mirum dan Pedoman Teknis
mengenai sistem Plambin€!;

b sNI 03-64a1-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisi lerbaru, dan
.. p-dorrn oJn -,dLt,dan-, 1,\nr..-rkar,.

ll



Peal57

(1) Sistem pengolahan dan pembuangd air Limbah/kororan sebagaima
dimaksud dalam Pas.t 5s huruf b hdus direncanake dd dipasmg
dengan mempei.imbangkan jenis dan tinskat bsnayanya ydg
diwujudkan dalam bentuk pemilihan system pengaliran/lembuangd
dan penggunaan peralatan yang dibutunkd dalm system pengolatld
dan pembu@gmoya.

(2)Air limban beracun dan berbahaya tidak boleh digabung derge air
lihbah rumah tangga, ymg sebelum dibuang ke salurm terbuka hms
diproses sesuai dcngm pedom dd stddar teknis ymg berl. ku.

(3) Pers,araran teknis sistem air limbah harus mensikuti sNI 03-@81-2000
Sistem Plambing 2000, aiau edisi terbm, SNI 03-2394-2002 'lata .*a
perencanaan tangki septik densan sistem resap&, atau edi6i terbaru,
SNi 03 6379 2000 Spesifikasi dan pemasmgan perangkap bau, atau

"d,r 'erbdru 
dai/rbu q'dda, Teknis lerl.ai,.

Pisd 5a

(11 Persyaratan instalasi gas medik sebaeaimana dihaksud dalm Pasal 55
hurut c wajib diberlakuk@ di tasiliias pclaymu kesehatm di rurnan
sakit, ruman perawatan, klinik bersaijn dan fasjlitas kesehatd lainnya.

{2) Poterci barlaya kebakaran dan ledakan yang berkaitan dengan sistem
perpipaa! gas medik dd sistem vacum gas med& hms
oiprn'mbdgkm pada \sar peranrdngan, oed!.angan. penguirM,
pe,gope.asia. de pemelihdamnya.

(3)Persydatm instansi gas medik harus mengikutt SNI 03-7011-2004
Keselamatan pada banguna. lasilitas pelayana kesehatan, atau edisi
rerbaru dd/arau stddar baku/ Pcdoman Teknis terkait.

P*aI59

{1) Sistem air hujan sebagaimana dimalsud dalah Pas.1 55 huruf d h:@s
direncanakd do dipasane dergan mempertimbangkan kerinegim
per(ukaan air tman, permeabilitas tanan dm ketersedidn jannge
d.ainase lingkangd/kola.

(2) setiap bangunan gedung dan pckarangannya harus dilengkapi de.gan
sistem pe,yalura an huju baik densan sistem pe.esapd air ke dalam
taatr pekardean ds/atau dialirkaD kc dalam sumur resapan sbelum
dialirkan ke jarinsm drainase linskunsm.

(3) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untuk meDcegan
terjadinya endapan dan penFmbatan pada salu.an.

{4) Persyaratan penyaluran air hujan harus meneikuti keteniuan SNI 03-
46al 2000 Sisrem plambing 2000, atau edisi rerbaru, SNI 03 2453 2002
Tata cara perencanaan sumur resapan air hujm uDtuk lahan
pekarangani atau edisi terbaru, SNI 03 2459 2002 Srasifikasi sumur
resapan air huian untuk laban pekaransan, aiau edisi terbdu, de



standar ten{ang ura cara perencanaan, Pemasangan
sistem penyaluran air hujan pada Bangunan Gedung
dan/atau pedoman terkair.

di@judkd dal@ bentuk
dan sampah pada bangund
bansunan, jumlah penghuni

Pasa1 60

rrrs:srcm dir koo. h6rus drr"n,a'aq.- od' d P"sag drnBdn

m.moen, 
' 
bdR[rn k('.nAA'dn pFmukddn .ir undh. p' rr'abrl.'ds

knah d"- L.r"Neoban l.'ins6n dra'ad\F l;nCku-sm 'io'1 d"n dr€l''krn
.leDsan tuenggunakan PiPa pipa terturup.

'- si"ri- o -uiane", RoLordn d"r ..mPan o"'ar baneu'1n B"dur e
*h"o-,m"n- dmal.:ud d"tm Pa"al 5q hurur " hrrus dre^c-ndl{d d-n
aipas"mg denga memPertimbanAkan fasilitas penamPungd dan

JenlSnya

l4lPerrimbansan ienis kotoran dm sampah dimjudkm dalam bentlk
o.'.no,u'n p"*-a.r"n ds/5EL p"neo'dhann\d ,"' s rid'k
menqadsqu k...haur P"nshuni. md5!"rdl{ar dd I 'gkulBdnva

t.rr,"ne;.tie peruman;a sdjib renv"d.aka. qadah samp"h' al'r
pe-e.-p,t-.j"'erpz' pembudnsd'Emo.h s"m'"La'a' q"oJrsld
i,."e."sk"t"" dan Pembuansan akhir dapat beigabuns dengan sistem

r.ri.."ir -"'+' "Jnpa}l dapar d,ral<ukdn d'ns,' n'rdJLr uldB
k.nDaL sampah oekd.

(7) Sampab beracun dan smPah rumah sakit, lairoratorium dan Pelavanan
dedis bds dibaktr denga insine.ator vang tidak menggdcgu

Pael61

(1)Penseunaa! bahan banguan sebagaimana dioaksud dalam Pasal 52' ' ru.iia. r,arus -.-pertimbangka! keawetan, keamanan, dan kesehatd
dalam pemanfmtan bangunannya.

r2rP<ne&rd bahd bd 'sunr. naru. -nrr bd8i \'\' h"'"' d ''dJ
-.ni--ortt'"n ddmpal pe' ir g baAi l,ngLung" s"\'ngca hdrus
memenuhi kriteria :

a tidak oengddung bahd berbahava/beracun begi kesehatan

Denpsun. bangunan aedungi

" i,dJmenrnb, krn.rk silau b1A p' nst und n.')daLr' d' r
lnrgkungan sekitamya;

.. tidak menihbulkd elek Peningkatan temperatur;
d. sesuai dengan Prinsip konsenasii dan
e. .amah lingku.ga..

rJr PrnEgu d, n olr ,_ o"'run. ri di' p' \d ("' '' man' r rl m'agkin
..' As"',".", 1,"n"' b ndJ' , , prU ,Lk'. o' .. ' nrgerr d'lgan
kandunsan tokal minimal 609. (enam puiuh pe'sen)

]6



(4)Bahan baneunan yang diperEaunal.an harus memenuhi syarat-syarat
leknik sesuai dengan sLandd baku dan/atau pedoman teknis yang

(2)

P.ngnf 10
PeBy.ntan Kenyamam! Bargumr Gedung

Pald 62

Persyaralan kenyamanan bangunan eedung sebagaimana dimdksud ddlam
Pasal 46 huruf c, meliputi:
a. kenyamdan rudg gemk dan hubungan antar ruangj
b. kenymman kondisi udda dalm rudS;
c. kenlamana. pddangan;
6. kenymdd rerhdddo rngla' geuran dcn kebbrnedn

PaBd 63

Kenyamanan tr]ag gerak dd hubungd ant.r ruang sebagaimaa
dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupaku tingkat kenyamanan yang
diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak rua.g *rta sirkulasi @td
rudg yang memberikm kenydmd be.ge.ak ddd ruangan.
(enyamanan sebaga;ftana dimaksud pada ayat (l) harus
eeapertimbangkan lungsi ruag, jml€n p€nsEuna, perabot/fumitu.,
alsesibilitas ruds dm persyaEtan keselamatan dan kesehatan.

Pa8al @

Persyaratan kenyamanan ko.disi udara di dalam ruang sebagaimana
dimaksud dalm Pasal 62 huaf b merupakan ringkat kentramanan
yang diperoleh ddi temperatu du kelembaban di dalm rumg mhrk
te.seleneea.anya lungsi banguid gedung.
Persyaralan ke.yama.an kondisi uda.a sbagaimana dimaksud pada
ayat (l) harus menglkuli SNI03 63a9 2000 Konservasi energi selubu.e
bansunan rEda Ba,gunan oedung, atau edisi terbaru, SNI 03 6390
2000 (onserasi enersi sistem tata udara pada Bangunan Oedung, atau
edisi terbaru, SNI 03-6196-2000 Prosedur audit ene.gi pada Bangund
cedung, atau edisi terbln, SNI 03 6572 2001 Tata cra peraocangan
sistem ventilasi dan pcngkondjsian udara pada Banguna,' Gedung, atau
edisi terbaru dan/atau standar baku dan/atau Pedoman'reknis terkait.

P5*165

Persyaratan kenyamane pandalgan sebagaimana dimaksud dalm
Pasal62 huruf. merupakan kondisi dari hak p.ibadi pengguna yang di
dalam oclaksanakan kegiatannya di dalam gedung tidak terganggu
ba,gunar sedu,s Iain di sel.itar,la.
Persyaratan kenyamanan pandangan sebagaimana dimaksud pada
avat (l) harus mempe(inba.gkan kcnlamanan pandangan d i ddm

0)

(l)

，

一
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(r)

(5)

bangunan ke luar bangunan dan dari lud ke ruug tueg tertentu
dalam bangune sedung.
Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar bangutrm
sebasaimana dimaLsud pada ayar {2) harus mempertjmbmgkan :

a. gubahan nassa bangund, rancmgan bukaan, tata ruang dalam
dan Luar bangunan dan Encangan b€ntuk luar bdgunan: dan

b. pemanfalan potensi ru@g luar bagtnan gedung dd penyediad
RTH.

Persyaratm kenyddd pandangd ddi lud ke dalam bmgund
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams mempertimbmgkd :

a. rmcdgan bukaan, tata ruang dalam dd lud bangunan dm
.dcangan bentuk luar bangunan;

b. kebcradam bangunan gedung yang ada da./atau yang akan ada di
sekitd bangunan ecdung dan penyediaan RTHj dan

c, penceganma terhadap gdggun silau dan pantulan sinar.
Persyaratan kenyahanan pedangan pada Bangunan Cedung
sebagaiosa dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) haNs menenuhi
ketentun dalm Standar Teknis vans berlaku.

ParI66

Persyaratan kenyamanan terhadap tingkat getara. dan kebisinga
sebagaimana dimaLsud dalm Pasal 62 hurut d merupakan tingkat
kenymanan yang ditentukd olch satu keadm yang tidak
mengakibatkan pelgguna dan fungsi bdgunan gedung te.ganggu oleh
setarm da!/atau kebisinsd yes timbul dari dalam bdguna gcdurs
mauPun lingkungannya.
Untuk mendapatlan ke.yma.an dan setaran dan kebisingan
sbagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara banguna. gedung
harus mempertimbangkan jenis kegiatan penggunaan peralatan
dd/atau sumber getar dan sumber bising lainnya ymg bemda di
dalam maupun di lud baaune gedh8.
Persyaratan kenymmd terhadap tingkar getaran dan kebisingan pada
Banguna! Oedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haas
memenuhi ketentuan dalam Stmde 'Ieknis mengenai tata c a
perencanae kenyamanan terhadap Cetdm dm kebisinsm pada

PamgBf 11
PeByaEta! reoualahaa Bangu@r Gedurg

Pasal6T

Persyaratan kemudah,n bangr.an gedun€! sebagaimana dimaksud dalah
Pael 46 huruf d, mcliputi:
a. kemudahan hubunsaD ke, dari dan didalam bangunan gcdungi
b. kelengkapd sarana dan prasarana dalam pemanraatan bangunan

(2)

(|)

０
●

一
●



Psal6a

ll) Kemudahan hubungan ke, dari dan di dalm bmguna gedung
sebagaimana dimaksud ddam Pasal 67 hurul a melipuli kemudanan
hubungan horiental dan hubungan vertikal, tersedianya akses
evakuasi, $rta lasilitas dm a}sesibilitas yang mudah, man, dd
nyaman bagi pen Endang cacat dd lanjut usra.

(2) Penyedian fasilitas dan aksesibilitas s@bagaimda dima]{sud pada
ayat (l) hms mempertimbangkd te.*didya hubungan horizont i dm
veriikal antam g d6lam bdgunan gedung, akss evalaasi termsuk
basi penyddans cacat dan lanjutusia.

(3) Bangunan gedung umum ydg fungsinya untuk kepmti.gan publik,
harus menyediakan fasititas dm kelengkapa sarana hubungan vertikal
basi setuua ordg tema6uk manus,a berkebutuhm khusus.

(4) Setrap becunm gedung hms memenuhi persydatan kemudahan
hubu.gan horiantal berupa lersedianya pintu dd/atau koidor la.g
memadai dalam jumiah, ukura. dan jenis pintu, arah bukaan pintu
yang dipertimbmgkm berdasdkan besdm ruangm, fungsi rudgan
dan junnan pensguna bdgunm geduns.

(s) Ukuran koridor sebagai akses horizontal etar ruang dipertimbangkan
be.dasarkan fungsi koiidor, tungsi rudg dan jumbn pensguna.

(6) Kelengkapan prasarana da! saEna pada bangunm gedung untuk
kepentingm publik sebagaihana dimaksud dalam Pael 67 huruI b

a. penyediaan lasilitas yang @kup uatuk ruang ibadsi;

c. aangan bayi toileti

e. tempat sampah:
t fasilitas komunikasi dan intormasi.

(7) (elengkapan prasarana dan sarana harus disesuaikm dengan lungsi
bmgunan gedung dan persymtm lingkungm bangunan gedung.

Pa$I69

(1) Seiiap banCxnan b€rli.gkat harus menyediakan sarana hubungan
vertikal dtd ldtai yeg mehadai Etlrk terselenggdmya iungsi
bangunan gedung berupa tangga, Em, litt, lmgga berjaran (eskarator)
atau lantai berjatan (tralelator).

12) Jumlah, ukurd du konstruksi sdana hubungan vertikal harus
berdasarkan pada fungsi bangunan gedung, luas begunan dan jumlah
pengguna ruang serta keselaoatan pengguna bangund geduns.

(3) Bangunan gedung dcngan ketinggian di atas 5 0ima) laotai harus
menyediakan lift PenumPang.

(4) Setiap bmgunan gedung yang memniki lift penumpang harus
menyediakan iitt khusus kcbakaran, alau lifi penumpang yang dapat
difungsikan sebasai lift kebakaran Ians dimulai dari lantai dasd
bansunan seduns.

l9



Persyaratan kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan
sebagaimana didaksud pada ayal (l) nengikuti SNI 0365732001
tentang tata cara peranca.gan sisiem transporrasilertikal dalam seduns
(lil), atau cdisi tcrbm, atau pengsantinya.

Bagian Keempat

PeEbanguaaa EaEguran GedEg .ti Atas atau di aaeah Taiah, Ai!
atau P6.€fnals@na UEUE, dar pada DaeEh llrnt.cn udrE

Liskit fegarga! Tlnggi atau Etste Tilggi .tau lntE Ttlggt
ila!/atau Men@ Telekomunikasi dan/atau MeiaE Air

P5sal 70

Pembansund bmEiund gedung di atas prasarana dan/atau sara.a
utuum harus memenuhi persyararan *bagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/arau mBL;
b. tidak menggangu fungsi sarana dan prasa.ana yang berada di

bawahnya dm/aiau disekitamya ;

c. tetap memperhariku keserasian baneunan terhadap lingkuosanya;
d. mendapat persetujuan ddi instdsi teknis terkailidan
c. mempertimbanskan pendapat 'fim Ahli Bdlgund Geduns dan

Pendapa! masytrakat.
(2) PembdAunm bmgund gedmg di bawan tman ymg melintasi

prasarana dan/alau harus memenuhi peGlaatar

a. tidat untuk fungsi hunian atau tdnpat tinggal ;

b. tidak mengganggu lungsi sarana dan prasarana yang beEda di
atasnya dd/atau disekitmya;

c, tidak menggansu tunssi sarana dan prasarsna yans beEda di bawan

d. mcmiliki s.rana khusus untuk kepenlingan keamand du
keselamatan bagi pengguna bagunan;

e. mendapat peEetujud ddi instdsi t€knis terkait; dm
I mempcrtimbangkan pendapat Tim Ahli Bangu.an ccdu.g da.

PendaPat masydakal.
(5) Pcmbangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air harus

memenuhi persyaratan sebagai herikut :

a. sesuai de.gan RTRW, RDRT, dan/atau RTBL;
b. tidak mengganggu kesimbdgan Lingkungan dan fungsi lindung

c. ridak menimbulkan pcnccmaran;
d.teiah mempertifrbaDgkan laktor keselamatan, kenyamman,

kesehatan dan kemudahan bagi pe.ggu.a bangunan;
e. mendapat persetujuan dan instansi teknis terkait; dan
I mehpertimbangkan pcndapat Tim Ahli Bangu an Gcdung dan

pendapat masyaEkaL
(.1) Pembangunan Bansunan Geduns pada dae.ah hantaran udara listrik

tesmsan tinesi/eksrra rinsqi/uhra lnrssi dan/a(au nenara



telekomunikasi daD/al.u mcnara .ir h.rus memenuhi persyaralan

a. sesuai dengan RTRW, RD1R, dan/atau R'lBLj
b.telah memperhtubangkan laktor keselamalan, kenydmanan,

kesehatan dan kemudahan bagi pengcuna bangunan ;
c. khusus untuk daerah haniaran listrik tcgangan ringgi harus

mengikuti pcdoman dan/atau Stddd Tel.ris tentag rumg bebas
udam tcgangan ti.gCi dan SNI Nomor 04 6950 2003 tentang Salu€n
Udda Tegmgd T,nggi (SUTTJ dan saluran Udara Tegangan Ekstra
Tinsgi {SUTET) - Nilai ambmg batas medd listrik dan medan

d. khusus menara tclckomunikasi
peruDdmS undangan;

e. mendapatkan pcrsetujuan dari pihak
I mempertimbmgkan pendapat Tim

pendapat masY..akar.

harus mengikuti pc.aturan

yang beruenangj dan
Abli Bangunan Cedunq dm

Bggirn K.lt@
PGEyar.taD Bargumn G€dung Adat, Baigue! Gedqng Tndkioaal,

PetunIaeta! Si6bol ala! UBE/EleEGn Tr.atkioral .erta
Leart&! Irtal

PaEgEf 1
B.aEua.E Geduns A.tqt

Pa3sl ?1

(1)Bmgunu oeduog adat daFt berupa bansunan ibadah, kantor iembasa
masyarakat adat, balai/gedung perremum masyamLat adat, atau

(2) Pcnyclensgarmn Bangund Gedung adat dilakukM dengan nengikun
pere]Eratan administratit dan persyaratm teknis $bagaimana dimalsud
dalam Pasal 11 ayat lr).

P..al72

Kerentuan mengenai kaidah/no.ma adat dalm penyelenggdaan
Baneunan Gedung adat terdlri ddi ketentum pada aspek perencanam,
pembareunan, dan pehanlutan, yang meliputi:
a. langgam arsitektur lokal;
b. simbol dan unsur/elemen Baneunan Gedung: dan
.. tata ruang dala6 dan luar Bangunan Gedung.
Ketentuan mergenai kaidah/no.ma adat dalam penyelengga.aan
Bmgunm Gedung adat scbagaimana dimaksud pada ayat (l) diatu.
daiam peraluran bupati.

(1)

(2)

■ |



(r)

(r)

(4)

(2)

５^

(5)

(6)

(2,

OI

PaBghf2
BanguEn cre.lurg Traitisional

Pasl73

Bangunan Gedmg dengu langgm tradisional dapat berupa tungsi
hunim, funssi keasamaan, runssi usaha, dan/alau lussi sosiar dd

Penyelenggarm Bangunan Gedung dengan l ggam tradisional
dilakukan oleh peMoranean, kelompok .masyankat, leftbaga swasta
atau lembaga pemcrintah sesuai ketentuan kaidah/norfta tradisional
yang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peratumn perundang-

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan lmggm badisional
dilakukan dengan mengilati pcrsydatan admi.istratil dan
persyaratan reknis sebagaiftana dihaksud dalam Pasal 11 a]2t (1).

PaEgEf 3
Pe@dmt.n 6iDbol alsr UEE/EleEeE AEdtuioral

Pasal 74

PerseoEngan, kelompok masydakat, lembaga swasra atau lembaga
pemerintan dapat menggunakan simbol dan unsur/elemen lradisional
untuk digunakan pada Begunan Gedung yang akan dibangun,
direhabilitasi atau direnovasi.
Penegmtu simboi dan unsur/elenen tradisionar sebasaimda
dimalsud pada ayat (L) berluluan untuk melestarikm simbol dd
unsur/e,eoen tEdisional serta memperkuat kaakteristik lokal pada

Penggunaan simbol dan unsur/elemen tmdisional sebagaimana
dimaksud pada ayat (11 hms sesuai dengm makna dan filosofi yang
terkmduA delm sinbol dd unsu./elemer tradisional yme digunairm
berdasarkan budaya dan sistem nilai yang berlah.
Penggunaa. simbol dd unsur/elenen tradisional sebagaihana
dimatsud pada ayat (1) dilakukan densan pertimbangan aspek
pendpild dd keserasis Bangune Gedung dengm lingl,:usmnya.
Penssunaan simbol dan unsur/elenen tradisional sebagai@na
dimalrsud pada ayat {1) untuk Bdgund Gedung milik Pemerintah
Daeran dd/atau Bangunan Gedung nilik Pemerintah di daerah dan
didjurkan untuk Bangunan cedung milik lehbaga swasta atau

Ketentuan mengenai tata cara penggunaan simbol dan unsur/elemen
tradisional sebagaimma dmaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan

11



(l)Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma ydg
mengandung kebrjansanaan dalam berbagai perikehidupan masy aLat
stempat sebasai uadsd turun temurun dari Leluhur.

(2) Penyelensgaraan Bangunan cedung dilakukan densan
memperrimbmgkd keoitan lokal y@g berlaku pada masyaEkat
setempat ],ug lidak bcrtentargan denga peratura, perundmg

(3) Keientuan mcngenai tata c a penyelenggarm keditd lokal yaog
berkaitm densu penyelenggaraan Bdgunm Gedung sebagaimna
dimal<sud pada ayat (t) diatur dald Peraturan Bupati.

Ba4ian Le.me
PeGysatan Barguaao Gedulg Seoi PeEaaen da!

Bargunan C€dug D.t]et
Pasd 76

(l)Ban8unan eedung sefti perronen dan dm.at merupaka bdgum
gedung yang digunakd udtuk lungsi yang diteiapkan dengan
kofftrut si semi pemanen dan darurat yang dapat ditingkatk@ m€njadi

(2) Penyclenggarmn bangune gedung semi pemanen do darumt harus
tetap dapat menjamin keamanan, keselamatan, kemudahan, keserasian
dan keseldasD bdgunan gedune dengan ling1.!.Cannya.

(3) Ketentue mengenai tata cara penyelenggarad bangund g.dung semi
permanen dan darurai diatur dalm Peraturd Bupati.

Baei.! Ketujuh
P€GFEtan Bangumn Gedung di Ltast Rapan Bencana AI{a

Paraglaf 1
(,muD

Pcrl77

Kawasan rawa. ben.ana alam meliputi:
a. kawasan mwan tanah longsori
b-kawasan mwan bencana gelombang pasangi
c. kawasan rawal banjni dan
d. kawasan rawan be.cara alam gcologi.
Penyelenggaraan Bangunan Cedung di kawasan rawa bencana alm
sebagaimea dituaksud pada ayat (1) dilakuke denga memenuhi
persya.atan terrentu yang mempeirimbmgkm keselahatan dan
keamanaD demi kepentingan umum.
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada arar (1)

diatur dalam RTRW, RDIR, RTBL, dan/atau penetapa. da.i insra.si

(t)

<?)

1'
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(4) Dalam hal penetapan kavasan ra$,o bencana alam sebagaihana
dimaksud pada ayat (1) belum ditelapkan, Pemerintah Daerah dapat
mengatu suatu kawasan scbagai kawasan rawan bencana alam dengan
larangd membangun pada batas tertentu dengd peratuan bupati
dengm mempertimbmgko keselamah du keamanan demi
kepentif,gan umum.

PaEgEf 2
PeEjatutan Ba,guda GeduEg alt X.wasaa Radu Tarsh Lorgso.

Pa.al TA

(1) l(awasd ras,an tanah lonasor sebagaimana dimaksud dalam Pasa.1 77
ayar (1) hurul a merupakan kavasd berbentuk lereng yang rawan
terhadap perpindand material pembentuk lereng berupa batuan, bahm
rcmbal(m, teah, atau material cmpure.

(2) Penyelenssarmn Bansunan Geduns di kawasan Ewan ranah lonssor
sebagaimara dimaksud pada ayar (l) hdus memenuhi persyaatd
sesuai ketentuan dalm RTRW, RDTR, dm/alau RTBL dan/atau
penetapan dari instmsi yang beMenang.

13) Penyelengsa.aaD Baguna Oedung di kawas rawan tanal lo,e6or
sebagaimana dimaksud pada ayat {21 harus memiliki rekayasa teknis
tertentu ymg mampu mengantrsipasi kerusakan Bangunan Gedung
al<ibat kejatuhd matedal longsr dan/atau keruotuhM Bangunan
Gedung alibat lonssoran la.ah pada lapak.

P@sraf 3
Persyanta! Balgul@ cealurg di ll.a.sar R.w.! GeloEbsrg Ptsrg

Pasal T9

(I) Kawasan rawd selombang pasang $bagajmana dimalsud dald
Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan kawasan sekita. petai ymg
rawan terhadap gelombang pasans dencm kecepatm antda
10 (sepuluh) sdpai densa. 100 (sectus) kilometer per jm ydg
timbul aLibat ang1, kencang atau gravitasi bulan atau rotanei-

(2) Penyelenggdaan Baneund Cedung di kawa6an rawan gelombms
pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hms memenuhi
pereyaratan sesuai keteltua dalm RTRW, RD'IR, RTBL dan/atau
Penetapan dari instansi yang beMenang.

(3) Dalam hal ketentuan sebasaimana dimaksud pada ayat (2) beium
ditetapkan, Pemerintah Daeran dapal mengatur mengenai peryaratan
penyelenggaraa Bangu.an Gedung di kawasn rawan gelombang
pasag dengan pemtuEn bupati.

(a) Penyelensgdad Bangunan Oedung di kawasan rawan gelomtEg
pasmg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h:ns memiliki .ekayasa
teknis tertcntu ymg rr]mpu mengantisipasi kerusakan dm/atau
keruntuhan Bseunan Geduns akibat hmtaman selombang pasang.



(2)

PaEgaf 4

PcByMt.n B.ngnmn G.dug di K.wGao Rawa! Badtr
Pael aO

(r) (awasan rawan banjir sebacaimaoa dimaksud dalah Pasal 77 ayat (1)
huruf . merupaLd kawasm yang diidentifikasika. sering dm/atau
berpotensi tinggi mengarami bencda alam banjir.
PenyelensBama. BaneunrD Geduns di kawasan rawan bajir
sebasaimana dimaksud pada ayat (1) harus mcmenuhi persyaratan
sesuai ketentum dalm RTRW, RDTR, dm/atau penetapan dari instdsi

(3) Penyerenscaraan Bangunan Gcduns di kawasan rawm bmjir
sebagaimma dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu ydg mampu mengartisipasi keselamatan penghuni dan/atau
kerusakan Bangunan Gedung akibat genangan banjir.

PsEgEf 5
P.syantan Bangunb Gedung iti Ka@san

Rawu Eencala Aram Geologi
Flsl A1

Ka*a6an rawan b€ncda alam geologi 6ebaeaimana dimal<sud dal@
Pasal 77 a],€t (1) huruf d meliputi kamsan rawd gerakan tanal1 dan
kawasm iawe abrasi pantai.

P$al a2

(1) Kawase rawe geral<an tanah merupakan kawasan yang tuemiliki
tingkat kerentanan gerakan ta.ah tingei.

(21 Penyelenggman Bmgund Gedulg di kawasm rawe gerakd tanan
sebagaiaea dimaksud pada ayat {1) harus memeDuhi persyaatd
sesuai keteDtun dald RTRW, RDTR, RTBL dar/atau peDetapd dan
instasi yang be eneg.

(3) Penyelengearam Bmgunan Oedung di kawasan awan eerakm tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa teknis
tertentu yang mampu mengantisipasi kerusakan dan/atau ketutund
B"ngud Opdugckjbd'geraLm _ a]' rrnegi.

P.sal a3

(1) Kawasan rawan abrasi merupakan kawasan pantai yans berpotensi
dan/a1au pcmah mcnsalami abrasl.

(2) Penyelensgaraan Bansunan ocdung di kauasu rawa abiasi
sbaeaimana dimaksud pada ayat (1) harus mcmenuhi persyaratan
sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL dan/atau penetapan da.i
instansi yang beMenang.
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(3)Penyelengga.aan Bangunan O.dung di kawasan ra$an abrasi
scbagaima.a dimaksud pada ayat (r) Iarus mcmilili rel<avasa teknis
tertentu yang mampu mensarltisiDasi kerusakan dan/arau keruntuhan
Bansunan ceduns akibat abrasi

PangBf 6
fatr Caa Dan PecFrata! Pelyelenggaren Bangutr.r Gedurg

dt Kamsa! Ram! Bencana Alae
Pasal a4

Tata .da dd persydatd penyeLen8garaan Bangunan Gedung di kawasan
rawan beDcana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalm

EAE TV
PENYELENGGAR.AlII BANGUNAIT GEDUI{C

Bagiar Kesatu
Uau6

Pa8al a5

(1) Penyele.ggdaan banguna gedung terdiri atas :

a. kegiatan pembangunan

c. pe)estadan; dan
d. pembongkdm.

12) Xeeiatan pembanauna, bansunan seduns sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) hurul a diselenggarakan melalui p.oses perencdaan teknis dd
proses pelal<sanaan konstiuksi.

(s) Kegiata pelmfaatm bmgunan gedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (11 hurul b meliputi kegiald pemeliharaan, perawatan,
pemeliksaan secaa berkala, perpanjanean Seninkat taik l'ungsi, dan
pengawasd petudfaalm bdgune gedung-

(4) Kegiate pelestariu bangund gedung sebagaituana dimaksud pada
ayat (1) hurf. dilakukan sesuai dengan ketcntuan perlinduDgan dan
pelestarian serta teknis pelakenaan pe.baikan, pemugdo,
pemanfaaran serta kegiatan pengawasannya

(s) Keeiatan pedboneka.an bansunan sedu.g sebagaima.a dimaksud pada
ayat (1) huruf d disele.ssarakan melalui proses peneiapan
pembongkarm dm pelaksanaan pembongkaran serta pengawasn

(6)Di dalam pcnyelenggaraan bangunan gedung sebasaimana dimaksud
pada ayat (1) penyelenggara bdgunan seduns wajib memenuhi
persyaratan administrasi dan persyaratan tlknis unluk menjamin
keandalan bangunm gedung tanpa menimbulkan dampak penring bagi

(7) PenyelengAaraan bangunan gcdung sebagaimana diftaksud pada ayat (l)
dapat diLairsanakan oleh perorangd atau penledia jasa di bidang
peryelenAgaraan bangunan gedune.
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Bagian Kedua
Kegi.tar PeihanguraD

Paraeiaf 1
UauE

Pasd a6

Kegiatan pembangunan Bmgunan Gedung dapat diselenggdakd secda
swal<elola atau mcnggunakarl penyedia jasa di bidms perenc aan,
pelaksanaan dan/atau pengawasan

Pasal a7

(1) Penyelenggaraan pembansunan Bansunan ceduns secaq swakelola
sebagaimda dimaksud dalam Pasal a6 menggunakan gambar .encda
teknis sederhana atau gadbar rencana prototip.

(2) Pehe.int n Daeran dapat membe.ikan bantuan teknis kepada Pemilik
Bangun Gedung dengd penyediae rencana teknik seddhea atau
gmbd prctotiP.

(3) Pengawasm pembansunm Basunan ceduns sbasaimda dimal€ud
pada ayat (1) dilakukd oleh Pemerintah Daerah dalam rancka
kelaikan funssi Bangunan Gedung.

P{.gEf 2
P.re!cae.! Tetlig

Pad aa

Setiap kegiatm mendirikan, meneuban, menambah dan menbongkar
bdgunan gedug haas berdasarkan pada pcrc..anaan teknis yug
dirancang oleh penyedia jasa perencmam bmsulrd seduns ymg
mempunyai sertlarkasi kompetensi di bidang.ya sesuai dengd tungsi

Dikeealiko ddi ketentuan sebaeaimana diftaksud pada ayat (l)
perencanaan teknis untuk bmgulrd gedung hunian tugsal sederhda,
bangunan gedung hunian deret sederhana dan bangunan gedung

Ketentuan mengenai jenis baneunan geduns lainnya diatur dalam

Peren mm bmgud seduns dilakukan berdas k keregka acud
k€rja dm dokumen ikalan kerja denean penyedia jasa perenceaan

Perencmtu teknis bdqund sedus hms disusu dald suatu

(t)

(r)
dokumen encua teknis bangunan gedung.

(6) Pengesahan rencea teknis bansunan aeduns untuk kepentinsa, umua
ditetapkm oleh Bupati setelah mcndapat pcrtimbanga. teknis ddi aih
AIli Bmzunan Geduns frABG).
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(1) Dokumen rencana teknis bangunan gedung scbagaimana dimaksud
daLam Pasar 88 ayat (s) meliputi l
a. gambar rencana teknis berupa : rencau teknis arsitektur, sttuktur

dan konstruksi, mekmikal/elektrikdi
b. gambar debnj
c- syarat syaral umum dan syarat teknisi
d. rencana anggarm biaya pembangunan;
e. perhitungm struktur untuk banguDaD gedung 2 (dua) lantai atau

lebih, dan/atau bentang struktur lebih dari 6 m (enm netd) ,

disertai hasil penyelidikan tmall;
f. perhitungm utilitas (untuk banguna! gedung selajn huoia! rumah

tinggal tunggal dan ruman de.et);
g, data penyedia jasa perencanaan yaitu arsiiekrur, struktur, dan

utilitas (mekanlkal dan elekrikal); dan
h. Laporm pcrcncanaM.

(2) Dokuoen rencma tekois sebaBaimda dimalsud pada syat (1)
diperiksa, dini)ai, d;s€tujui da, disahkan sebaAai dasar u,tuk pemberian
IMB dengan mempertimbangkan kelengkapan dokunen sesuai dengan
lungsi dd ldasifikasi banguran gedung, persyaralan tata bangunm,
ke*1amatan, kesehatm, kenymanan dd kemudalan.

(3) Penilaim dokuhen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana
dimahsud pada ayat (2) tr€jib mempertimbangkan harhal sebagai

a. pertimbdgu dari 'lim Ahli Bangunan C.dung unruk bangunan
Cedung yang digunakan basi kepentingd umum;

b. perliftbangan dari Tim Ahli Bangunan (]edung dan m.mperhatikan
p.ndapat masyddlat untuk begund gedung yang aku
me"imbulkd dahpak penting;

c, koordinasi dengan pemerlatah daemn, dm mendapatkan
pertimbangan dai Tim Ahli Bangunan Gedung 6erG nemperhatikd
pendapat masyarakat untuk bangunan gedung yang diselenggarakd
oleh Pemerintai.

14) Persetujud dan pengesahan dokumen .encua teknis diberikm secda
tertulis oleh pejabat teknis ldg be enang.

(5) Dokumen ren.ana teknis yans telab disetujui dan disahkan dikenalm
biaya rekibusi IMBi

(6) Berdasarkan pehbaytuan relribusi IMB sebagaidana dimaksud pada
ayar (5), Bupati menerbitkan IMB.

DokuEen Rercam aeLnis

Para●aF 4

Pengaturan Rethbusi IMB
Pasa1 90

Pengaturan retribusi IMB sebagaimana dihaksud dalam Pasal 89 aiat (6)
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a. jenis kesiatan dan objek yans dikenakan ret.ibusi;
b. penghitungan besamya,ebibusi IMB;
c. indeks pengbitungan besamya retnbusi lMBj
d harea saluan {t ril) rctnbusi IMB.

pa8al 91

(l)Jenis kegiatan pen elenggdaan bangunan geduns yang dikenakan
retribusi sebagaimana djmaksud dalam Pasal90 hurula meliputi:
a. Pembmgunm barui
b. rehabilitasi/renovasi (perbaikm/p.rawatan, perubahan, perluas /

pensurangan); dan
c. Peresrarian/pemusaran.

(2) Objek reribu6i sebaCaimana dimaksud dalam Pasai 90 hurula meiipuri
biaya penyclenggaEan IMB ydg terdiri atas pengecekmj pcngukuran
Iokasi, pemetam, pemeriksaan dd penatausanaan pada bdgunan
gedung dan prasarana bangunan seduns.

p$d 92

(1)Penehitungan b€samya rebibusl IMB sebagaima.a dimaksud dalam
Pasal 90 h'mf b meliputi :
a. komponen rekibusi de biaya;
b. b€samya ret.ibusij
.. tingkat penggunaaD jasa.

(2)Komponeh retribusi ds biaya sebasaima.a dimaksud pada ayat (1)
hlhf a meliputi :
a. retribusi pembitu penyelenggaaan bangunan gedung i
b. retribusi administrasi IMB;
c. iernbusi penyediaan fomulir pemohonan IMB.

(3) Besamya rctibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf b
dihitu.g de.gan penetapan berdasdkan :

a. linehp butir komponen rerribusi sesuai dengan permohonan yane

b. li,gkup kegiata. sebagaimana dihaksud dataft pasal a7j dan
c. volume/besdu, indeks, harsa satud rciribusi unruk begunan

gedug dan/atau prasaandya.
(4lTingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB sebasaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan indeks berdaerkan
tungsi, klasifikasi dan waktu penggunan bangunan gedung serta indeks
untuk prasaEna gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa
dalam prcses perizind dan sesuai dengan cakupan kesiatannya.
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Pasd 93

(l)lndeks penghitungm besdnya .etribusi IMB sebasaimam dimaksud
dalam Pasal90 hurulc mcliputi :

a. penetapan indeks pen8gunaan jasa sebagai fakror pengali tcrhadap
harea .atuan retibusi uniuk mendapatkan besarnya retribusil

b. skala indeks; dm

(2) Penetapd indeks penegunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung
berdasdkan lungsi, klasifikasi setiap bangunan gedung dengan
mempertimbangkm sPesilikasi bmgunan gedung;

b, indeks untuk penshitun8m besadya fttribusi pEsarana bmsund
gedu.g ditelapkan untuk setiapjenis prasdana bangunan gedDng;

c. kode dan indeks penghitungan ret.ibusi IMB untuk bangunm gedmg
dan prasarma bangunaq gedung.

Pasa1 94

(l) Hdga satuan (tdi4 retribusi
Pasal 90 hurur d meliputi :

!MB seb.o,im,n. dim.ks d d,I,tu

a. hdga satuan baneunan gedung;
b- harga satud prasarana bangunan gedung.

(2) Harga stuan (tari, retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati sesuai denga. tingkat kemmpud ckonomi
ftasyarakat dan pertimbangan lainnya,

(3) Harga satuan (tarit lMB bangunm gedung dinyatakan persatuan luas
(m?) lanrai baneunan

(.1) Ha.Ca satuan banguna gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diteldpkan berdasarkan ketentua! sebagai berikut :

a. pcrhitulgan luas lmtai bangmn adarah jumlah luas lantai yang
diperhitungkd smpai batas dindins terluar;

b. luas lantai ruangan beralap yang sisi sisinya dibalasi oleh dinding
yang tingginya lebih dari 1,20 m { satu koma dua puluh meler) di atas
lantai iuangan tersebut dihitung penuh rooo/" (seratus persen)j

.. luas ldtai ruansan be.atap yus bersilat terbuka atau yans sisi
sisinya dibalasi oleh dindins tidak lebih dan l,2o m { satu kona dua
puluh meter) di atas lantai ruangan dihitung 50% (lima puluh lemen)
seiama tida! melebjhl 10% (sepuluh persen) dari luas denall ydg
diperhiiunckan sesuai dengan KDB yang ditctapkan;

d ovcrstek atap yang melebihi lebd 1,50 m (satu koma lima puluh
meter) ftaka luas mendatar kelebihan.ya tc.se6ut dianggap sebagai
luas lantai denah;

e. teras tidak beratap yans tuehpunyal uhggi dinding tidak lebih dari
1,20 m ( satu koma dua puluh mcter) di atas lantai tcras tidal<
diperhitungkan sebagai luas ldtaii

L luas la.taj tEnEundn yang diperhitungkan untuk pa.kir lidak
diperhitu.skan dalam perhitunsan KLB, asal tidak melebihi 50%
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(lima puluh persen) ddi KLB yang ditetapkan, selebihnya
diperhitungkm 50% (lima puluh persenl terhadap KLB;

g. mm dd tdgga terbuka dihitung 50 % (lima puluh persen) setama
tidak melebihi 10 % (sepduh persen) dari luas lantai dasar yanB
diperkemkan;

h. batasm perhitunAan luas ruane basah tanah (be6men) dileiapkao
oleh Bupati dengan pertimbanga. keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan pcndapat reknis 'IABG;

i, untuk pembmg@d yang berskala kawasan (superblock),
perhitugd KDB da. KLB adalah dihitune terhadap total seluruh
lmtai dasar bangunm, dd total keseiuruhan luas lantai bmgune
dalam kawasan teGebut te.hadap total keseluruhan luas kawasa.;

j. dalm perhitungan kelngeian bdgunan, apabila jaEk vertikar dari
lmlai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 m (lima meter),
maka ketinggim bmgu.d tersebut didssap sebagai du lantai;

k. mezain ymg luasnya melebibi 50 % (1i@ puLuh persen) dari luas
16nt-, d8sr d,dggap vbaadi ld'aj penul..

(5) Harga satuan prasdda bmgunan gedung dinyalakan persatue
volume prasaea berdasdkan ketentuan sebagai berikut :

a. koDstaksi pembatas/pengdm/penahan per m,;
b. konstruksi pendda nasuk lokasi per m2 atau unit sttudar;
c. konstruksi perkerasm per m2i
d. ko.stnrksi pendubung per m2 atau unit stddd;
e. konshui<si kolm/reseryoir bawah tanah per m2i
t ko.struksi menda per unii standd dan pertmbahannyaj
g- konstrutsi donumen per unit stddar dan pertmbandnya;
h, konstaksi intalasi/gardu per m2;
i. konstruksi rcklahe per hit standar dah Ixnambahatrnya; dan
j. konstruksi bangunm lainnya y rg terrosuk prasarana bangunan

P.sa195

PeDghituogan besarnya IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (11

merujuk pada Pe<looan Teknis Izi. Mendinkan Bangunan yang berlala.

P..agEf 5
fat. Ce. Pererbita, IfiB

P,aal 95

Permohonan IMB disampaikm kepada Bupati dengan dildpin
persyaEtan adminisrasi de persyeatd teknis sesuai dengan fungsi
dan klasillkasi banguan gedung sebagaimana dimaksud dalm Pas€I5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal a, dan Pael 9.
Pereydatan adminisbatif sebasaimala dioaksud pada ayat (l) terdin

a. tanda bukti status hak alas tanah, aiau tdda bukli perjanjian
penanfaatan ranahi

b. data Pemilik Banaunan Geduns:



一
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c. .encana teknis Bangunan Gedu.gi
d. hasii analisis mengenai dmpak lingku.gan bagi Bangunan Cedune

yang menimbulkd dampak penting terhadap lingkungan.
e- dokumen/surat surat lainnya yang terkait.

(3) Persydatan teknis sebasaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri dari :
a. data umum bangunan gedung, dan
b. rencda tcknis bangunan gedung-

(4) Data umum ebagaimma dimaksud pada ayat (3) hutut a berisi
in{omasi me.genai :

a. aungsi dan klasifikasi bmgurd gedung;
b luas lantai dasd bmgud gedungi
c. toLal luas lantai bangunan gedung;
d. ketinggian/jumlah lantai bansunan sedunsi dan
e. reDcana pelaksana.
Rencma teknis bssunan seduns sebasaimana dimaksud pada ayat {31

a. gmbd pra r€ncana Bsgund Cedung yang terdin dari ganbar
rencua tapak atau situasi, denah, tampak dan gambar potongan;

b. spesifikasi teknis B@gulrd Gedung;
c. rmcmgm sitektur Bangunan cedungi
o. rFn.5ng.n \rrukrJr se, 12 +dprhda/pn, sp:p r 

' 
anCdn J.ilitas BagLnd Cedun8 scr . pnnsrp:

I spesilikasi umum Bangunm Gedung;
g. perhitungm sbuktur Bmgum Cedung 2 (dua) lantai atau lebih

om/aEu benrang struktur leb,h dar. o merer.
h. perhitungan kebutuh@ utilitas (mekanikal dan elekkikal);
i. rekomendasi i8tansi teknis terkait.
Renana teknis sebagairona dimaksud pada ayat {5) disesuaikan
densm penggolongannya, yaitu:
a. ren.ana teknis untuk Bangunan Gedung lungsi hu.ia. meliputi:

t. bangunan hunian ruman tinggal tunggal sede.hana (ruman inti
tumbuh, rurEh sederhoa *hat, ru@h de.et sederhana);

2. bangunan hunim Irman tinggal tunggal dm ruman deret smpai
deDsm 2 lmtai;

3. bdgunan hunim rumah Lingeal tunggal tida} sederhda atau 2
ldtai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya.

b. ren.aa teknis untuk Bugund Cedung untuk kepentingan umum;

Psal9?

(l) Bupati memcriksa dan menilai syrat sya.at sebagaima dimaisud
daLm Pasal96 ayat (l) serta status/keadaan unah dan/alau bangunaD
untuk dijadikan sebasai bahan pe.seru.jum pemberian IMB.

(2) Bupati mefletapkan retribusi IMB berdasa.kan bahan persetujuan
sebasaimana dimal<sud pada ayat ( l).

(3) Pemenksaan dan penilaim sebagailrraa dimaLsud pada ayat {r) dan
pcnerapa ret.ibusi sebagaiaan, dieaLsud pada syat (2) palins lama 7
(tujuh) han kerja terhituns sejak tmssal diterim pemohonan IMB.
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Pemenksad dd penilaian pc@ohora! IMB untuk bangunan gedung
ydg memerlukan p.ngclolaan khusus alau mempunyai tingkal
kompleksitas yang dapar menimbull{an dampak kcpada masyarakat d,n
linskunsm paling lama t4 (empal belas) hari kerja ie.hitung sejak
tmggal dite.ima permohonan lMB.
Bedasarkan penetapan retribusi IMB $bagaimana dimak6ud lada
ayat (2), pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi IMB ke kas
daerah dan renyemhkan tanda bukti pembayarannya kepada Bupati.
Bupati menerbitkan IMB paling lama 7 (lujuh) hari keia (erhiung sejak
ditenmanya bukti pcmbayaran retribusi IMB oleh Bupati.
Ketentuan mengenai IMB berlaku pula untuk rumah adat kecuali
ditetapkan lain oleh pemenntah dacrah denga, mempertimbargka!
raktor nilai tmdisiona, dan keadtan yaDg berlaka di masyarakat

Psrl9a

(l)sebelum memberikan per*tujuan atas persyaratan administrasi dan
peisyaratd teknis, Bupati dapat meminta pemohon IMB untuk
menyempurnal{m dan/atau melengkapipersyeatanyms diajukm.

(2) Bupati dapat ftenyetqiui, menunda, atau menolak permohona. IMB
yans diaiukm pemohon.

P$.199

(1) Bupati dapat menunda penerbjran IMB sebagaimda dimaksud dalah
Pasal9s ayat (2), apabila :
a. bupatl masih mcmcrLuka waktu tdbahan untuk menilai,

khususnya p€rsrdatm bssunm serta pertimbangan nilai
lingkungan yang diren.anakan;

b. bupati sedang merencdakan rencma nnci kawasan pada lokasi
objek permohonan lMB.

(2) Penundaan pene.bitm IMB sebagaimma dimaksud pada ayat (l) hmya
dapat dilakukan 1 (satu) kali untukjanska wa}tu tidak lebih ddi 2 {dua)
bulan terhituns seiak penundaan sebasaimana dimaksud pada atat (1)

Prsrl 1OO

(l) Bupali dapat menolak permohooan IMB sebAgaimda dimaksud dalam
Pasal S8 ayat (2), apabila bangunan gedune yang aka. dibangun l
a. tidak memenuhi persyaratan adminisratildan teknisr
b penggunaan lanah yane akan didi.ikan bdgunan Cedung tidak

sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL;
c. meflssan8su atau rnemPer6uruk lingkungan selitarnya ;
d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan sckitarnya

yang telah ada, dan
e. terdapat kebe.atar dari masyarakat.

(2) Pcnolakan pcrmohonao IMB sebagaimma dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara terrulis dengan menyebutkan alasannya.

iS



Pasa1 10■

Surat penolakan permohomn IMB sebaaaimana dimaksud daiam
Pasal 10O ayat (2) harus sudah diterima pemohor dalan waklu paling
lambat 7 (tujuh) hdi sclelah surat penolakan dikeluarkan Bupati.
Pemohon dalaE vaktu pali.g lmbat 14 (€mpat belas) hari sctelah
menerima surat penoiakan sebagaimma dimaksud pada ayat (1) dapat

(r)

Ⅲ ●ヽ``g句 ■
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(3)Bupati dalam waktu paling lanbat 14 (empat belas, ha■  Setelah
rDkJn kcbcratm kepdda Bupaii.

menerima kebeEtan sebagaimma dimaLsud pada ayat 12) wajib
memberikan jawabm ter.uls terhadap kebeEtm penohon.

(4)Jika pemohon tidah melakuka. hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, pemohon diangeap menerima surat penolakd tersebut.

(s) Jika Bupaii ridak melal'akan kewajibd sebasaimma dimansud pada
ayat (3), Bupati dianggap menerjma alasan keberatan pemohon sehingga
Bupati hlNs mcnerbitkm lMB.

(6) Pemohon dapat melakukan gugaian ke Pengadiian Tata usaha N€gara
apabila Bupati tidak melakenak@ ketentuan sebagaimda dimaksud

Pasd 1O2

(l ) Bupati dapat meD@but IMB apabila :
a. pekerjaan bansunan gedung yang sedang dikerjakd terhenii $lda

3 (tiga) bulan de tidak dilarjutkm lasi berdasdkm pemyat:m dan
pemilik ba,eu,a;

b. iMB diberikd berdasarkan data da, jnfomasi ysg tidak beDar;
c. pelaksanaan pemba.gunan mcnyimpag dari dokumen ren.ma

teknis yog telah disahkan dan/atau persyaratan yag tercantum

(2) Sebelum pen.abutan IMB sebagaimma dimalsud pada ayat {1) kepada
petuegang IMB diberikan peringatan secara terrulis 3 (tiga) kari bertutut
rurut denga tenggang -ELtu 30 (tiga puluh) htui dd diberiku
kesempatu untuk mengajuke tanggapannya.

(iJ) Apabila peringatu sbagalrEa dimaksud pada ayat (2) tidak
diperhatik da ditanggapi dan/atau tangeapannya tidak dapat
dile.ima, Bupati dapat me.cabut IMB be.smgkutan.

(a) Pencabutan IMB sebagaimana dinuksud pada ayat (3) dituangkd dalan
bentuk Surat Keputusan Bupati yans m€muat alasm pencabutonya.

Pasal lOO

IMB tidak dip.rlukan untuk pekerjad tersebut di bawan ini :

a. memperbaiki begund gedung dengan tidak menguban bentuk dan
luas, serla nenggunakd jenis bahm semula antara iain :

2. mempe.baiki retak bangunan ;

3. memperbaiki daun pintu dan/atau daunjendela;

1ヽ



4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi r m2 ;

5. membuaipemindah halaman tmpa konstruksi i
6. memperbaiki langit langit tanpa mengubahjarinsa. utilitas ;
7. menguban bangunan sementara.

b. memperbaiki salumn air hujan dan selokan dalam pekara.san

c. membuat bangunan ymA sifatnya semenlara bagi kepentjngaD
pefteliharaan temaL densd luas lidak helebihi garis sempadan
6elanmg dan samping serta ridaL mengganggu kepentin8an orang

d. membuat pagd haldan yang slfatnya sementara (tidak permancn)
yang ting8inya tidak melebihi 120 (seratus dua puluh) centimeter
kecu.rli addya pagar ini menggaqgu kepentingan ormg lain atau

e. membuat banguna. yang sifat penggunmnya sementara waktu.

P.rag.al6
Peryeilia Jae Perercuer tekis

Pasal l(,4

(l) Perencdaan teknis bdgunan gedung dirmcang oleh penyedia jasa
perencanam bangunan gedung ydg mempunyai sertilikasi kompetensi
di bidangnya sesuai dengan klasifikasitrya.

(2) Penyedia jasa perencda bangunan eedung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) t€.din atas :

a. pereD.ana arsitektu.;
b. perencana stuktur:
c. Perencana oekanikali
d. perencana elektrikal;
e. perencana pemipaan {Plumber);
t perencana polensi kebakarani
g. perencana tata lingkungan.

(3) Pcmerintah daeran dapat menetapkan jenis bdsunan gedung yang
dikecualikd dari ketenluan sebaeaimana dimqksud pada ayat (1) ymg
diatur dengan Peraturd Bupati-

(4) Lingkup layand jasa perencanaa. teknis bangunan gedung meliputi :
E. pe,lusunan kon*P Pere.cuaaa;

c. pengembsgan rencana;
d. .cncana deiaill
e. pembuata. dokumcn pclaksanaan konstruksij
t pembcrian penjclasan dan cvaluasi pengadaanjae pelaksanaan;
g. pengawasan krkala pelaksznaan konstruksi bangunan gedung dd
h. penyusunan pctunjuk pemanfaatd bangund gedung.

(s) PerencanaaD teknis bansunan gedung harus disusuo dalam suatu
dokumen rencda tek.is bansunan sedung.

ヽ,



ParagEf ?
Pelalaaaer Kor.truksi

P$al los

(l) Pelalsanaan konstruksi bangunan gcdune meliputi kegiakn
pembansuran baru, perbaikan, penambz]1ani Perubahan de/atau
pemugaran bdsunm gedung dm/atau instalasi dan/atau
perlengkapan bdguoan gedung.

(2) Pelal<sdaan konstnksi begunan gedung dimulai setehn pemilik
banguna gedung meoperoleh IMB dM dil€ksmaka, berdasarl@
dokumen ren.ana teknis ydg teian dis.nks.

(s) Pelal{sana bangulan gedung adalai oiang atau badan hukum yang
telah mcmenuhi syarat menurut peratura! Perundmg undangan kecuali
ditetapkan lain oleh pemerintah daeral1

(,1) Dalm melaksa.akan pekerjaan, pelaksana bangunan diwajibkan
mengilati semua ketentuan dan syarat sydat pembmgunm yanB tebn

Pssct 106

Untuk memulai pembansunan, pemilik IMB wajib mensisi lembds
permohond pelaksanaan bdgunm, yms bensikd keterMgan meliputi :

a. nma dan alamat;

d. pelaksana atau pendggungjawab pembansunanj dan
e. pensawas bangunan dari instaNi reknis terkair.

Pet 107

(l) Kegiatan pelaksanaan konstruksi bmgund sedung sebagamana
dimaksud dalam Pasal 105 ayal (ll terdiri atas kcgiatan pemenksaan
dokumen pelaksanaan oleh pcmerintab daerah, kegiatd lersjapatr
lapmsan, kegialan konstruksi, kesiald pemeriksad akht pekerjaan
ko.struksi dan kegiatan penyerahan hasil akhir peke.jaan.

(2) Pemeriksaan dokume. pelaksmaan sebagaimana dimaksud Pada
ayat (r) meliputi petueriksaaa kelengkapan, kebena.d, dan
keterlaksanaa. lonstruksi da. semua pebr<sanao pekerjaa..

(31Persiapan lapangan sebagaldana dimal<sud pada ayar (1) meliputi
penlusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya da.
penyiapan 6sik lapansan.

(,1) Kegiat n Lonstruksi melipuli kegiatan pclaksanaan konstruksi di
lapmgan, pembuatan laporm kenajuM pekerjaan, pcnlusund embar
kerja pelaksanmn (shop dra{,ings) dm sanbd pelaksdaan pekerjaan
sesuai dengan yarg telall dilaksanakan (as built drawinss) serta keglatan
masa pemeiiharaan konstruksi.

(-) Iiegiahn pcmcriksaan akhir pekerja. konstruksi meliputi pemenksaan
lrasil alrhjr pekerjaan ko.struksi baneDe eedu.g te.hadap k.scsuaian
denea. dokumen pelaksdaan yang bcMjud bangunan gedung yang



laik tungsi dan dilengkapi dengan dokumen Pelaksana,n konstruksi,
qambar pelaksanam Pekerjaan {as built drau'inss), pedonan
pengoperasio dan Pemeliharaan bmeunan gedung. peralatan serta
perlengkapm mekanikal dm eleklrihal serta dokuhen penvcrahan hasil

1") B-,06",.kdr ha"rl pem-nl.a"n Jhir s"brgaim-na dim"!.sud p"d"
ayat (s), Pemilik bmsuan scduns aiau penyedia jasa/pensembmg
oengajukd p.rmohonan Sertifikat Laik Fungsi bmsunan gedung
kepada pemerintah daeran

P@q.af A
Perg.w.*n Pelatsdan Kolsttu&.i

Pael 1Oa

(r) Pelaksaram konstruksi wajib diawasi oleh petugas pengawas
pelaLsmam konstruI<si.

(2) Peneawasan konstruksi bogunm gedung berupa kegiatan pengawas
pelaksanad konstruksi atau kegiatd manajemen konstruksi
peobdSunan bogunm gedung.

(3) Kegiatan pengawase Peiaksmaan konstruksi ba,guna gedung
sebagaimma dimaksud Pada ayat (2) meliPuti pengawasm biaya, mutui
dd wattu pembangunan ban8unm gedung Pada tahap Pelaksanam
konstruksi, serta pemenksaan keiaikm lungsi bangunan gedung

(a) (egiatm moajemen konstruksi Pembangunan banguns gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Pengendalian biava, mutu,
da! wa}tu pembangund b guian gedung, dari tahap Perencdan
teknis da pelalsanaan konsttuksi bangund gedung. serta
pemeiksad kelaikan funssi bmguna. geduns.

(s) P€meriksaa. kelaikan lungsi bmgune gedung sebaeailrda dimaksud
pada ayat (3) dan ayat {41 melipuri PemeriksaD kesesuaia iussi,
pe.syaala, tata bdguaan, teselamatan, Lesehatan, kenvaman@, dd
kemudahan, terhadap izin mendirikan bdgunan 8edu.g vmg telal'

Pe..t 1O9

Perugas pensawas pelaksanam konsuaksi sebagaimda dimahsud dalam
Pasar 108 ayat (r) betue-ans:
a. memasuki dm mengadakm Pemerikean di temPat pelaLsmad

konstruksi selelah menunjukkan t da rxnaenal dan surat tuaas.
b. menegunakan acuan peraturan umum bahan bangunan, rcncana kerja

c. memeinrahkm untuk menyingkirkan bahd bangunan dan bdgunan
yans tidak memenuhi syaral, yang dapat mengancam kesehatan dd
keselamatan umum.

d. menghentikan pelaksanaan konstruksi dan melaporkan kePada hsta.si

,F



FaEgnf 9
PeEeiik@! Kel.iLar Furgsi B@gqnaa ccaturg

Ps.t 11O

(l) PemenksM kelaikm funssi bangunan seduns dilakukan oleh pcnskaji
teknis setelah bdgunan gedung selesai dilaksanakaD oleh pela.ksma
konstruksi sebelum diserahkan kepada pemilik bangunan gedung.

(2) PemeriksaaD ebagaimma dimalsud pada ayat {1) dapat dilalukan
IEngkaji tekris oieh pemilik/pengguna b&gunan gedung atau penyedia
jasa atau peaerinbn daera}.

P$al tll
(r) Pemilik/pengguna bmgunm yang mehfiki mit teknis dengd SDM

ymg memiliki sertifikat keahlian dapat melakukan pemerikean berkala
dalm rdgka pemeliharaan dd perawatan.

(2) Pemilik/pengguna bangrhm dapat melalakd ikatan kontEk dengaD
pengeiola berbentuk badan usaha yang memiliki unit teknis dengm
SDM yang bereertihkat kea]1lid pem€riksam berkala dalm rmska
pemelihdam dm peEwatan bsgunan gedung.

(3) Pemilik peturdgan bangunan gedung dapat melakukan pemerikean
sendiri *cara berkala selma yane beremgkutd memiliki sertifikat

P*aI112

(l) Pelaksanaan pemeiksaan kelaikan fungsi bangunan gedung urtuk
prcses penerbitan Sertihkat taik Fungsi (SLF) bangu.an gedung bunian
rumal1 tinggal tidak sederhma, bogunm gedug lainnya atau
baneuran gedung terientu dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan
aiau mmajemen konstruksi ydg memiliki sertifikat keanian.

(2) Pengkajid teknis untuk pemeriksad kelaikm fungsi begune sedurs
untuk proses penerbitm SLF bmgunan gedung hEim ruman tinggal
tidak sederhma, bdgund gedung lainnya pada umumnya dan
bangunan gedung tertentu unruk kepentingan umum dilakukm oleh
penyedia jasa penskajian teknis konstruksi bangunm sedung yans
memiliki seriinkat kealiian.

(3) Hubungan kerja dtara pehilik/peneeuna bm$l]ra gedung dan
penyedia jasa pensawasan/manajemen konstruksi atau penyedia jasa
pengkajian tcknis konstruksi bangumn eedung dilakwkan
tFrd.s2rksn ikatan k6ntrak.

khususnya instansi(1) Prhrr nr,h d.er.h,
penrelenssaraan Bangunan Oedung, dalam proscs pcncrbitan SLF
Bansunan o.dung mclaksanakm penskajian tekris untuk pemenksan
kelaikarl tungsi Bangunan Ceduns hunian rumah ti.geal tungsal
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(2)

(3)

(r)

temasuk rumah tinggal tunggal sederhma dan rumah deret dan
Peocriksaan Berkala Bmguan Gedung hunia ruhah tinggal tunggal

Dalm hal di insransi pcmerintah daeran scbagaimaDa dimalsud pada
ayat (1) iidak tc.dapat tenaga teknis yang cukup, pemerinlah daeral
dapaL menugaskan penyedia jasa pengkajid teknis kontruksi Bangunan
oedung untuk hetal{ukan pemeriksaan kclaikan Iungsi Bangunm
cedung huim runah tinggal tu.egal 6edcrhana dan rumal1 tinggal
dcret sede.hara.
Dalam hal penyedia jasa sebaeaimda dimaksud pada ayat (2) belum
terscdia, instansi teknis pembina penyelenggaEan Bangunan Oedung
dapat bekerja sama dengan asosiasi p.ofesi di bidmg Bdgund Gedung
untuk oelatakd pemeriksaan kelaikan fungsi Baneunm Gedung.

ParrgEl 10
Tat. C.m PeEerhitaE SLF Balguen Gcdrng

PaEAl l14

Penerbitan SLF bdgunan gedung dilakukan atas dasar pemintad
pemilik/pengguna bangunan geduflg untuk bangunan gedung y@g tehn
selesai pelaksmaan konstruksinya atau untuk perpmjmgm SLF
bangunan geduns ydg telah pemah me@peioleh SLF.
SLF bangune e.dung sebagaimda dimar.sud pada ayat (r) diberikm
d€ngan mengikuti prinsip pelayane prima dd tepa pungutan biaya.
sLF bangunan geduns sebasaimana dimaksud pada ayat (1) dibe.ikan
setelah terpenuhinya peBy atm adminstratif dm persymtd teknis
sesuai dengd fungsi dan klasitkasi bogunan gedurg sebagajmda
dihaksud dalam Pasal 5, Pasal6, Pasal 7, Pasal a, dm Pasal9.
Pcrsyaratan adminisbatit penerbitan SLF sebagaimana dimalsud pada

a. pada proses pertma kali SLF bangunan gedung :
1. ke*suaian dala aktual dengan data dalam doLamen status hak

2. kesesuais data aktual dengan data dalam IMB dm/atau
dokumen status kepemiliku bansunan aeduns;

3. kepemilikaD dokumen IMB.
b. pada prcses pcrpanlangan SLF bangund gedung :

i. kesesuaiu data aktual dan/atau adanya perubaha dalm
dokumen status kepemilikan bangunan gedung;

2. kesesuaian dara al{tuar (teral<hir) dm/atau admya petubaha!
dalm dokuften staius kep.milik.n tanah:dan

3. kesesuaian data aktual (terakhir) dm/atau adanra perubaha.
dara dalam dokunen IMB.

(s) Persyamlan ieknis pene.bitan SLF sebasaimana dimaksud pada ayat {1),

a. p.da proses pertama kali SLF ba.guna. gedung:
l. kesesuaian data akrual den8a! data dalam dokumen pelalsanam

konsiruksi termasuk as built dawinss, pcdoman rEnsopcrdim



dan pemelihaman/perawatan bangunan gedung, peraLatan serta
perle.skapd mekanikal dan elektrikal dan dokumen ikalan kerja;

2. pencujian lapancan (on site) dd/atau laboratorium untuk aslek
keselamatan, ke*hatm, kenyamanan dan kemudahm pada
struktu, peralatm dan perlengkapan bangunf gedung serta
prasarana pada kohponen konstruksi arau peralalan yang
memerlukan data tcknis ahrat sesui dengm pedomm teknis
dan tata cara pemeriksaan kelaikan tungsi bangunm gedug.

b. pada proses perpanjangd SLF bmgunm gedung :

l. kesesuaian data akrual de.gan data ddm dokumen hasil
pemeriksaan berkala, lapor.n peneujid strxktur, peralata dd
PerlenSkapan bangunan gedung serta prasarana bangue
gedung, lapors hasil perbaikan dan/atau penegantid pada
keeiatan peras€tan, lemasuk perubalan tu.gsi, intensitas
arsitektu. dan dmpaL lingkmgm yang ditjmbulkan;

2. pengujia lap&s& (on site) dm/atau iaboratorium untuk aspek
keselamatan, kesehatd, kenymanaq dan kemudanm pada
struktur, peralalan dan perlengkapan bangunan gedung serta
prasaraa pada struktur, komponen konstruksi dan peralatan
ymg memerlukm data teknis akural termasuk perubane fungsi,
perunlukan dm intensitas, dsitektur serta dampak liDgkungan
ymg diitimbulkannya, sesuai dengd pedomm teknis dan tata
cda pemeriksaan keiaik& fungsi bangunan gedung.

(6) Data hasil pemeriksmn sebagaimana dimaksud pada ayat (4) do
ayat {5) dicatat ddd daJtar sima}, disimpulkan dalatu surat pemyatm
pemeriksad kelaikan tungsi bdsum gedung atau lekomendasi pada
pemeriksaan txrtma dan pemeriksaan berk la.

P.EgEf r 1
Pcndataa Bangunan c€durg

Pasal I l5

Pemerintan DaeEn mebkukan pendatae begunm gedung untuk
keperlum tertib admnristrasi pembangunan dan tertib administEsi
peranfaatan bangunan Cedung
Pendatam bangund gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
metiputi bangunan gedung baru dan bangumn gedung yaag telah ada.
Khusus pendatao banguna gedung baru, dilakuk bersmm
dengan proses lMB, proses SLF de proses sertilikasi kepemilikm

Pemeiintah daerah menyimpan se.ara tertib dara bangunm sedung
sebagai arsip pemerintah daerah.
Pendataan bmgunan gedung sc6agaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (s) adabn uotuk keperluan Data Base dan
sislem infomasi banAunan sedune.

0)
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Bagt.n Lettga
Kegiatar penufet.r Bdguna! Gedurg

Pegcf 1
Oh6

P..rl 116

Kcgiatan pemanlaatan Baneunm Gedung meliputi:

b. pemeliharaan;

d. pemenksaan secda berkalal
e. perpanjangan SLF] dan
t pensawasan pemanfaatan.

Pasal l17

(1) Pemanlaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal r 16
huruf a merupakan kegiatan memantaatkon bangunan gedung $suai
dengan fungsi yang ditetapkm dalam IMB setelah Pemilik memperoleh
SLF.

(2) Pemaddtd sebagaimma dimaksud pada ayat (I) dilaksmakm secara
terLib administmsi dan tertib teknis untuk menimin kelaikan funssi
bangunan Cedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap

(lt) Pemilik Bmgunan Cedung untuk kepentingm umud harus mengikuti
proaram pe.ta,ggungan terhadap kemu,ski.an kegagqlaa Ba8una
cedung selma Pemanlaatan Bangunan Gedung-

PtEgEl2
Peaelthare!

PGal 114

ll) Kegialan pemelihuaan bangunan gedung scbagaimana dimal{sud dalam
Pasal 116 huruf b meliputil

e. perbaikan dan/atau pe.ggantian bahan atau Perlenekapan bmeunan
eeduns dan/atau ke8:alan sejenis lainnya berdasa.kan pedoman
pengoperasia. dan pemeiiharaan bmgunan sedung.

(2)Pemilik alau pcngguna bansunan gedung didalam melakukan kegiatan
peneliharm scbagaimana dimaksud Pada ayat (1) dapat mcnggunakan
penyedia jasa pemelihdaan gedung yang mempunyai sertilikat
kompetedsi yang sesuai be.dasdkan pclaturan Perundang undangan.

(:r) Pelaksanaan kegialan pemeliharaan oleh penyedia jasa sebaeaimana
dimaksud pada alai (2) harus menerapkan prinsip keselamatan da!
kesehatan kcrja (ri3).



(4) llasil kegiaian pemeliharaan dituanekan ke dalam laporan pcmcliharaan
yans disunaka. sebasai perlimbangan penctapan pcrpanjdgan SLF.

Kegiatan perawatan bangunan geduns sebasaimana dimaksud dalm
Pasal 116 huruf c meliputi perbaikan dan/atau penggmrid bagim
bangunan gedunS, komponer, bahan bmgunm dm/atau praseda
dan sarda berdasarkan r€ncma tekiis perawatan bansunan gedung.
Pemilik atau pengguna bdgund gedung didalam melakukd kegiatm
pera*atan sebasaimma dimaksud pada ayat (l) dapat menssunakd
penyedia jasa perawatan bangunan gedung yang bersertilikat dencan
dasar ikatan kontrai be.dasarkan peraturan perundang-undangm.
Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatm Perawatd bdgunan
gedung dengan tingkat kerusal{an sedang dan berat dil.lokm setela}I
dokumen renc@a teknis perawatan bansunan geduns disetujui oleh

G)

(a) ttasil kegiatan perawatan ditudgkan ke dalam laporo lrrawata ymg
a1@a digunaLm sebaga-i salah satu dasd periimbmgm penetapm
p€rPanjangan sLF-

(s) Pelaksmam kegiatan pe.awatan oleh penyedia jasa sebagainea
dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan pnnsip keselamata dao
kesehatan keria ((3).

(t)

，

一

P.hgEf 4
PGEeriksun Bertala

Psal 12O

Pemeriksaan bcrkala bmgunan gedung sebagaimana dinatsud dalam
PasaL 116 hurul d dilal{Lr{o unluk seluruh atau sehagia. bangune
geduns, kompoded, bahan bansunan dan/atau sarana dd prasarua
dalam rangka pemdihd.fu <ld perawalan yang harus dicalat dalam
lapomn pedenksaan sebagai bahm u.tuk memperoleh perpanjangm
SLF.
PemiLik atau pengguna lEngunan gcdunE didalam helakukan keeiatan
peme.iksad berkala sebagaimana dihaksud pada ayat (l) dapat
menggunakm penyedia jasa pcngkajian teknis bangum gedung atau
P._oranAan yr8mPmpu' vii.,r',fikrr lompc'.\r \dCse'uar.
Lingkup layanan peme.iksam berkala bangunan gedung sebagaimma
dimaksud pada ayal (11 meliputi:
a. pemeriksaan dokumen admnisrasi, pelaksanaan, pcm.lih m dan

perawatan ba.gunan gedung ;
b kegiatan pemeriksaan kondisi bansunan gedu.c terhadap

pemenuban pc.sttratm teknis re.masuk peneujia. keadaran
blrgunan gc.lung;

. keeiatan analisis dan evaluasi, dan



penlusund laporan.
rumah linggal runggal, bangunan rumah linggal dercr dan
rumah tinggal scmcntara yang iidak laik fungsi, SLF nya

Pdagraf 5
Perparjargar S€rtifik t LiiL Fungsi

P,$1121

Perpmiansa, SLF begunm seduns sebagaimana dimaksud dalah
Pasal 116 hurul c diberlakukm untuk bangunan gedung yang lelah
dimantaatkan dan masa berlaku SLF-nya tclah habis.
Ketcntuan masa berlala sLF scbasaimana dimaksud dalam ayat (l),

a. untuk b€neuna gedu,g hu,ia, dmah tingBal tu.ggal sederhea
dm ruman deret sederhm tidal dibatasi (tidak ada ketentuan untuk
perpanjansan sLF);

b. untuk bangunan gedung rumah tinggal tunggal atau rumah d€ret
sampai dengan 2 (dua) lantai ditetapkm dalam janska waktu 20 (dua

.. untuk untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak
sederhana, bdgunan gedung lainnya pada umumnya, dd bmgunm
geduns tertedtu dilelapkan dalam jangka waktu 5 (lima)tahun.

(3) Penguruen perpatrjmgm SLF bmgunm gedung sbagaim&a
dimaksud pada ayat (11 dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari
kalende. sebelud be.akhirnya masa berlaku SLF dengan
memperhatikm ket€ntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(,1) Pe.guruen perpanjangan SLF dilakukan sctctah
pcmiiik/penggu.a/penselola bansunan seduns memiliki hasil
pemenksaan/kelaikan luagsi bdguna, gedung berupa :

a. laporan pcmeriksaan berkala, laporan pemeriksm dan peraaatan
bangund gedung;

b. dalta. simak pcmeriksMn kelaikan fungsi bangunm gedung; dm
c. dokumen surat pernyatm pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan

sedung atau rekomcndasi.
(5) Permohonm perlanj&ed sLF diajukan oleh

pem lk/pehqgana/pengelola bdgunan gedung dengan dilampiri

a. surat permohonan perpejangan sLF:
b. surat pemyataan peme.iksaan kelaikan iungsi tiangun& gedung

atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan lungsi bangund
gedurg yang ditanda iangani di atas materai yang cukup i

c as built drawings i
d. fotokopi IMB banguna. gedung atau perubaha.nya ;
e. fotokopi dokuhe, status hak atas tanah ;

i lotokopi dohmen status kepemilikan baogunan gedung:
g. dokumen SLF banguna. Cedung yang tcrakhir.

(1j) Pcacr;.Lah da.raI mc,crbitkan SrF pali,s Iama 30 (tisa puluh) hari
setelan diterimanva pemohonan sebasaimana dimaksud pada ayat (5)-

6,



SLF disampaikan kepada pemohon selmbat lambatnya 7 (tqjuh) hari
h-i d .,t"" rdg8"l p-'" b,lcn pe.prrjcngan SLI-
Peheriksaan kelaikan aungsi bangu.a. gedung sebagaidma dimahsud
pada ayat (1) dilalrkan oleh penyediajasa penekajim tcknis bansum
gedung, kecuali untuk tumah tinggal tunggal dm ruma]1 tinggaL deret
oleh pctu8as leogawas yang ditunjuk.
Tata cra perparjangan SLI- diatur lebih lanjut dengan Peratucn

(7)

(r)

0l

Par.gEl6
Pengamsn Peaanfaata! Bangutu Gedurg

Pasal 122

Pengawasan pcoanl@tan bangunan gedung dilakukan oleh pemerintah

a. pensajum perpanjanga n sl-F;
b. adanya laporm dari masyaralalJ dan
c. adanya indikasi p€rubahan fungsi dan/.tau bmgund gedug yang

membahalakat lingkunean.

Bagia! K.eanat
Pelestadan
PaBgBf 1

PaBd 123

Pelestarian bangunan gedung meliputi kegiats penetapan dan
pemanfatan, perawatan dan pemugaran du kegiate pengawasdnya
scsuai dengan kaidah pelestdim.
Pelcstarian bangune gedung sebagaimana disaksud pada ayat (1)
dilaksanalm secara tertib dan menjmin kelaikan fungsi bangunan
gedung dan lingkungenya sesuai dengan peraturan perundmg

Ptagaf 2
Penetapan rlan PeadaftaE! Earguna! G.dung Yalg DU.6tartta!

Pa.al r24

Bdgund gedung dan lingkungdnya dapat ditetapkd sebagai
bangunan cagar budaya yang dilindungi dan dileslrikan apabila lelah
berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, sefta dianggap
hempunyai nilai pentins sejarah, ilmu pengetahuan dm kebudayaa
lemasuk nilai arsitektur dan teknologinya, serta memilik nilai budaya
bagi peneut n kepribadian ba.ssa
Pemilik, masyarakat, pemenntah dacrah dapat mengusulkan bangunan
gedung dan lingkungannya yang m€menuhi syarat sebagaimda
dimaksud pada ayar {r) untuk diciapkan sebagai bangund cagar
budaya yang dilindunsi dan dilcstarikan.

(2)

`|



11)

Bansunan gedung dan lingkungannya sebaBaimana dimaksud pada
ayar (l) sebelum diusulkan penelapannya harus telsl mendapat
pertimbangan dari tim ahli pelestarian bangunm sedung dan harus
mendapat pcrsetujud dari pemilik bmAunan gedurg.
Bangunan gedung ydg diDsulkan untuk ditetapkan sebagai bdgunan
gedung yang dilindungi ds dilestarikan selragaimana dimaksud pada
ayat (l)dilakukan sesuai dengan klasifikasinya ydg terdiri atas :

a. klasifikasi utama yaitu bangunan gedung dd ljngkungannya ymg
bentuk nsiknya sama sekali tidair boleh diubah;

b. klasifikasi madya yaitu bdgunan gedung dm lingkungannya ymg
bentuk isiknya dan eksleriornya sama sekali tidak boleh diubah,

ruang dalmnya sebagian daPat diubah t@pa
ftengurangi nilai perlindungd dan pelcsta.iannyai

c. klasifikasi prAlma yaitu bangunan gedung dan linskungannya vang
bentuk nsik asliya boleh diuban sebagian ianpa menguranei nilai
perlindungan da, pelestaridnya serla tidak menghilangkan bagim
utama bangunan sedung tershur'

(5) Pemerintah daeran melalui instdsi teknis terkait mencatat bangund
sedune dd lingkungmnya yang dilindungi dan dilestarikan seita
kebeEdaan bangund gedung dimaksud menurut klasi$kasi
sebagaimana dinaksud pada ayat (4).

((j) Keputuse penetapm bdgunan gedung dan lingkunga!.ya vdg
dilindunsi dd dilestarikan sebasaimana dimar.sud pada ayat (s)

disampaikd se@ra tertulis kepada p€milik.

PaeaEf 3
Pcoanfa.taa Bai€tr6E G€ddg yang D[4tarit r

Pasl 125

Ba.gunan Eedung yang ditetaPkan sebagai ba.gund cagar budava
sebagdimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dapat dimeldtkan
oleh pemilik dd/atau pengguna dengan meDperhatikan kaidah
pelestdian dan klasifikasi bangunan gedung cagar budaya sesuai
densm p.ratuEn perunddg-undangm.
Bangunan sedung cagar budaya sebagaimana dimaksud pada avat (11

dapat dimanfaatkan untuk kepentingm agama, sosial, pariwista,
pendidikan, ildu pengetabuan dan kebudayaan.
Banguna, gcdung ca8tr budaya sebagaimana dimak.ud pada avat (1)

tidak dapat dijual a1!u dipindahtmgankan kepada Pihak lain tanPa
seizin pemerintab daerah.

(4) Pemilik bangunan cagar budaya wajib delindungi dari kerusaka. atau
bahaya ymg mengan.m keberadennya

(s) Pemilik bangunan gedung cagar budaya sebasaimana dimaksud dalm
ayat (4) berhak memperoleh insentitdari pemerinrah daerah.

(6) Ketentuan mengenai besmya inseDtif untuk melindungi bdgunan
geduns sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peratum

`i



(t)

(2)

()

0)

P*rl 126

Pemusaran, pemeliharaa Demcriksa.n secara berkala
baneunan gedung cagar budaya dilakukan oleh pemerinrah darah atas

Kegialan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilahukan sesuai dengm
rcncana teknis pelesta.iaD denga mempe.timbangkan keaslian benruk,
tata letak, sysren slruktur, penggunaan bahan bangunan dan nil,i-nilai
yang dikandungnya sesuai dengm tingkat kerusakan bangu.an gedune
dan keteniuan klasinkasinya.

Bagian Kelima
PeDborgkatu

Puagd I
UEum

Pasd 127

Pcmbongka.an bangunan gedung meliputi kegiaran penetapan
pembonllkaran dan pelakseaan Pembongkaran bangunan gedung, ya.g
dilakukan dengan mencikuti kaidah pembonskaran
memaDlaatkm ilmu pensetanM dm teknoLogi.
Pemborgkaran bangunan gedung sebagaimana dinEl<sud pada ayat {1)
hms dilaksanakan sccara tertib dan mempertimbangkan kemman,
keselamatan masyarakat dan linekmgenya.
Pembongkaran bansunan scdung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
h us sesuai densan keterapm pedntah pembongkaid arau
persetujuan pembongkaran oleh pemerinlab daeran, kecuaii bmgunan
s€duns funssi khusus oleh Pemerintah.

P.ngftt 2
Pelet.pa! Peaborgl.rar

pNd 124

Pemenntah Daeral mengidentifikasi Bangund cedung yang alco
ditelapkan untuk dibongkar berdasarkm hasil pemeriksaa! d&/atau
laporan dari masyarakat.
Bangunan gedung yan8 dapat dibongkar sebagaimana di.,aksud pada

a. bagunan gedung yang melanggtr RTRIV, RDTR, .lu/atau RTBL;
b. bangunan gedunB yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki

1"g,;
c. bangunan gedung yde petuanlaatannya menimbulkan bahaya bagi

penggrDa, masyarakat da, lingkuflgdnya ;
d. baneunan gcdung yang tidak memiliki IMBi dan/atau
e. basunan geduns yang pemiliknya mensinginkan tampilan baru.
Pemerintah daerah menyaftpaikan hasil rdentilikasi dan pemeriksad
sebagaimana dimaksud pad. ay.r (l) kepada lemilik/lengguna
bdgunan g.dung r_ang akan diterapkan unluk dibongkar.

一‘
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(r)

(2)

ol

Be.dasarkan hasil idcntifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilik/peneguna/pcngelola bangunan gedung wajib melalakan
pengkajid teknis dan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah

Apabila hasil pengkajian terseLut sesuai dengan ketentuan sebagaimma
dimaksud pada alat (2) pemc.intarl daeral menetapkd bmsunan
gedung ter*but untuk dibongkd denean sural pe.etapan
penbongkaran dan/atau surat perintah pembongkaran dari Bupati,
yang memuar bal2s waktu dd prosedu.. pembongkdan sefla sanksi
atas pelanegaran yang teiadi.
DalM hal pemilik/pengguna/pengelola Bmgunan Gedung tidak
melaksanakan periltah pembongkaran sebagaimma dimaksud pada
ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas
beban biaya pcmilik/penssuna/penselola Bansunan Gedung, kecuali
bagi pemilik baDguna. ruman tingeral yang tidak mampu, biaya
pembonskarannya mcniadi beban Pemerintah Daerah.

PaEgEl3
RGDc.n. I.Lnis PcDborgkaran

P*al 129

Pembongka.m bmgunan gedung yag pelaksanaannya dapat
menimbulkan dampak luas terhadap keseLamatan umum dm
lingkungan harus dilaksmakan berdasdkan rencana teknis
pembongkdd yang disusu. oleh pcnyedia jasa peren anam teknis
ymg memiliki serinkat keahlian ]dg sesmi.
Rencda teknis pembonekard sebaga;eea dimaksud pada ayat (1)
harus diserujui oleh pemerintan daemn, setebn mendapat peftimbmgd

Dalam hal pelaksanaan pembongkard berdmpak luas terhadap
kcselmatd umum dan lingkunsan, pemilik dan/atau pemelintarl
daemh melalulan sosialisasi dan pemb€ritahuan tertulis kepada
masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksnam

Pelaksanaan pembongkaran mengikuti prinsip prinsip keselamatan dan
kesehatd keria {K3).

Pegaf 4
PGlatlaram PeEborgkaEn

Pa*l 13O

Pembongkaran bangunm gedung dapat dilakukan oleh penilik
danlaiau pcng{runa bansunan gedung alau menggunakan pcnycdiajasa
pembonskaran bangunan gcdungyang memiliki sertifikat keahlian yang

Pembo.gkaran bangund eedu,C yang menggunakan pcralatan berat
dan/atau banan pcLdak harus dilaksanakan olch pcnyedia jasa
pembongkaran bmgunan eedu.g Fng memiliki serdnkat keahlian yang

(r)

67



(ll) Dalam bal pemilik/pengguna/pengel(ra bangunan gedung tidak
melaksanakan perintah pembongka.d dalm batas wakru yang
ditetapkan dalam surat perinrah pcmbonskaran, pelaksanaan
pembo.gkaran dilakukm oLch pemcrnrtah dacrah atas bcban biay.
pemilik/pcneguna/pengelola begunan gedung, ke.Uali bagi pcmilik
bmgunan rumah tingBal rana tidak mampu, biaya pembongkarannya
menjadi beban pemerintah daerah.

Pd&crar 5
Penglslgn PelbolgLrE! Balgura!Gcdung

Pa3al131

il) Pengawasan pembongkaran bangunan Sedung tidak sederhana
dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan yang mehiliki sertifikat
keahlian yane sesuai.

(2) Pembongkdd bdgund geduDg tidak sederhma sbagaimda
dihaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan rencana teknis ymg
relah memperoleh lIrsctujum dari pem€intal dacrah.

(3) Hasil penAawasan pembongkard bangunm gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat 12) dilaporkan kepada pem€rintah daerah.

(al Pemeintan daemh melai<ukan pedantaum atas pelaksmae
kesesuaie laporan pelaksan@ pembongkdan dengan rencda teknis

Eagi.n Kcenae
PeDyeLisj{@u Bansula! G.duns P*abercrDr

P@gr.f I
P.@nggularga! Daront

PGal 132

(l) Pena.geulangan darurat merupakan tindakan yang dilakukan untuk
mc.gatasi sementara waktu akibat yang ditimbulkan oleh benona alam
yans tuenyebabkm rusaknya bangunan gedung yang menjadi hunian
atau tempat beEktivitas.

(2) Penmggulangm ddrat *bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Pemeriniah, p.merintarl daerah dan/atau kelompok masyralat.

(s) Pendggulangan darurat sebagaillEa dimksud pada ayat (1) dilatukm
setelah terjadirya bcncana alam sesuai dengan skaldya yaDs
mengmcam keseiamatm bmgunm gedung dm penghuninya.

(4) Skala bencda alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dietapkd
oleh pejabat ya.g bcMc.ang dalam sctiap tirgkatan peherintahan

a. presiden uDtuk bencana alam dengm skala nasional;
b. gubernu. untuk bencana alam densan skala provinsij
c. bupati utuk bencana alam dengan skala kabupaten.

(5) Di dalam henetapkan skala bcn.ana alam sebagaiman, dimaksud pada
arat (4) irerpcdoman pada k€tentuan peraturan pcrundang undangan.

|ヽ



ParagraF 2

Ba… nan Cedung umum Sebagai Tcmptt Pellampungall
Pasa1 133

(1) Pemerintah alau Pemerintan daerah wajib melal<uke upava
penanggulangan darurat berupa Penvelamatm dan Penvedi@
ncnrm.uncan scmrntaru

,r, i".." ;,',;. \Fn 'nrd PcnB nBs' scoaed.rcna dimdksLd oada

.ra. rrr o,tjt, *d ' p-da oiz'j\dnsanddsF'r'dm'nb'n'anad'lar
;",".,.-*' ,,,;"r *--,-- \ercrr ko'ban *n dE mPnEUn86.

berupa lempat penamPungan massal, Penampungan keludga atau

,rbanen"n scrprtara scbaeamana drmaksud p.dr dva' {/l d'l'ngkap:
o.ni.-". r""lt ". oc v.d.asr "n b_,s:h dan 16\"' .' '6ni@si ,ang

(a)Ketentuan mensenai PenvelcngfFraa! ba.gunan lenampungd
sebagaimana dimaisud P;da ayat {21 diatur dalam Pemtutan BuPati

Eagi.D (etujurr
Rehat ilitasi Pdc.hencar

Pa&l 134

(r) Bansunm ge.lung yang rusak akibat bencana dapat diPerbaikl arau
o'bon€ka scs, dr a' ed'rnsk-, L'r rsak"nn)a.

ra e,ns;rr e"o,r,e ',ng "'un rng.u 'Fd6ns o'" mas'h d"p''
dipe;baiki, dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentun vdg
ditelaokM oleh pemcrintah daerah

,,, p".-tiiti'u- b,nsune' e"d-nB r'-ng berrunS'i srbaB' nunrd tun"h
tinsqal pascaben;ana b;rbentuk pemberim bantuan pe'baikan rumah

(4)

(5)

((')

(7) Tata .ara dan Pe6yamtan rehabilitasi bangunan gedung Pascabencea
diatur lebih lanjut dengar Peraturan Bupati.

{8) Dalam meraksdakan .chabilitasi banguan gedung lunia'
s.baeaimana dimaksu.l pada avat {3) Pemerintah daerab memberikan
kem;dahan kepada pemilik ba;gunan geduns vang akan direhabilitasi

a p;ngurangm atau pembcbasm biava tMBi atau
t. i,em]*i"" desain Prototip v.ng sesuai dengan katakter bencanal

R,niDan Derbaikan rumah masvarakat sebagaim a dimalsud pada

ayat (3) m;Iputi dana, peralatan, material, dan sumber dava manusia'
pl..*i."m" t"tnis rehabilitasi bdsunan seduns Yang ruek
dise:uaikan dengan kaEkteristik bencamvang munskin terjadi dimasa

vans arran da61g dan rlengan memperhatikan standd konstruksi
tan-eunan, tondisi soslat, adat isiiadat, budava dan ekonomi'
PelJ"d-n D.moc-iar b.nlu-n pFrb.ikd ru n"h mclvdaha!
5.baedrmcn" ormak'rd p-d" a)ar {.1 dilaluk"' r'lalui binbnBJ"
r.knis dan bartum tek.is ol.h instansi/lembaga terkait.

`'



.. pemberlan banlud ko.sultasi penlel€ngga.aan rekonsttuksi
bangunan sedungi atau

d. pembeiid kemudahan kepa.la permohonan SLF j dan
e. bantud lainnya.

(9) Untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi bangunan gedung hunian
$basaimua dimaksud pada ayar (3) Bupati dapai menyerahkan
kewenmgan penerbitu IMB kepada Pejabat Pemerintahan di tingkat

(ro)Rehabiiiasi rumah hunian sebagaimana dimaksu.i pada ayat (21

dl1al{sdal{an melalui proscs pcrd masydakat di lokasi bencana,
dengu difasilitasi oleh Pemerintah dm/atau pemerintah daerall

(r r)Tata caa penerbitan IMB bangunan sedung hunian rumah tinggal pada
talap rehabilitasi pascabencana, dilakuke dengan hengikuti
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

(I2)'lata cara penerbitan SLF banguran gedung hunid ruman tinggar pada
tahap rehabilitasi pasca ben.ana, dilakukan dengan mengikuti
ketentum sebagaimana dimalsud dalm Pasal 113.

Pa..t 13S

Rumah tinggal yang mengalami kerusakan aklbat bencana dapat dilakukan
rehabilitasi de.gan mcnggunakan konstnksi bangunan gedung ymg sesuai
dengan kaEkteristik bencana,

BAB V
TIM AII'I BAXGT'ITAN GEDUITC ITABO}

Bagtan Ke$tu
PeobeEtukaD TAIG

Psa! 136

1l)aABG dibcntuk dan ditetapkan oleh Bupati.
(2) Susunan keanssotaan TABC terdiri dari :

(s) Keaggotaan TABG terdiri dan unsu. unsur :

a. asosiasi profesi;
b. masya'akar ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk

masyarakat adat;
c. pergurud tinggi;
d. instansi pemerintah.

i4l I<eteMa}ilan asosiasi profesi, lerguruan ti.egi dan
masyarakat ahli temasuk ma$rarakat adat, minimum sama de.gan
kctcMakilan unsur unsur instansi pemerintah daerah.

(5) Keanggotaan 'IABC tidali be.silai Lclap
rc' S-,rcp un\ur d'$' 'k]in, h ls. rlo'.'J.^h.A,ial'.' -.
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Bagiar KealE
l'ugas der FunEsi

Pa*l 137

(l) TABG mempunyai tuga
a. memberikan pertimbangd teknis berupa nasehat, pendapat dan

pertimbdgm proaesiondl pada pengeshan rencana teknis beguan
gedung untuk kepentrngan umum.

b. memberikan oasukan tentang program dalam pelaksanaan tugas
lrkok dan tunssi instansi teknis terkait.

(2) Ddm helaksanakan tugas sebagaimana dihaksud pada ayat (1) hurul
a, TABC mempunyai fungsi :
a. pengkajian dokusen rencana teknis yars telah disctujui olch instmsi

b. pcngkajian dokumen rcncana teknis bedasa.kan ketentua. tentag
persytuatan 1ata bangunani

.. pengkajian dokumen rencda teknis berdasarkan kelentuan tentang
persydatan keandalan bbSunan gedung.

(3) Diqmpilg tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TABG
dapat membmtu:
a. pembuatan acuan da. penilaian;
b. p.ny€lesaim masalah;
c. penyempuftaan peEluran, pedoman, dan standar.

(7) Nama nama angg.t. 'aABC dilrsulLan ol.h .s.siasi p.ofesi, pergurum
tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakal adal yang disimpa
dalam database daltar anssota TABG.

Pasat l3a

Masa kerja TABG dileiapkan I (sah, tahu. ansgaran.
Masa kerja IABG dapat diperpanjang sebdyak bdyaloya 2 (dual liali
masa kerja sebasaimana dimaksud pada avat (l)

１

２

Bagi.n Ketiga
PeEbiayen TABG

Pasl r39

(r) Eiaya pengeiolaan darabase dan opeEsional anggota 'IABC dibebankan
pada APBD kabupaten.

(2) Pembiayad sebagaimana dimaksud pada ay6t {1) meliputi :

a. biaya peneelolaan database.
b. biaya operasional TABC yang terdiri dari :

t. biaya se!.etariat;
2 p.rsidanganj
3. honDrarium dan lunjaDganl
4 biaya pcrjal.nar dinas.

(lt)Pelatsanaan pembiayaan sebaeaimana dnnaksud
mengikuli Kerenrur. Per.turan Perunda.g u.d.nga.
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(a) Kctentuan lebih lanjut mengcnai pembiayaan s.h.g.imana djmaksud
pada ayal (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERAJS IIAsYARAI.AT DA'AM PEIYYELE{CIGARAAI{ BA]IGUNAII

GEDUNG
PaEgEf 1

Lirgtup Peer ru..y@Lat
Pasal lzto

Pedn tuasyarakal dalam penyelenggarm bangunan gedung terdiri atas l
a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan bangunan

b. petuberian masukan kcpada Pcmcrintah dan/atau pemerirllah daeEh
dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan sta.dar tcknis dibidane
bagunm seduns;

c. penyampaian pendapat dan pcriimbmgan kepada instansi yang
beruenang terhadap penrrsunan RIBL, rencana teknis begund
tertentu du kegiatar penyelmggdaan bangunan gedung ydg
menimbulkan dampak pentine te.hadap lingkungan;

d. pengajuan gugatm peNa|ild terhadap bangunan gedung yang
me.psanssui meruAikan dan/atau membanayalan kepenti.san umum.

Fael l4l
(I) Objek petudtauao dan penjaga& keterlibd penyelenggaraan

bangunan gedung ebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 hurul a
meliputi kesiatan pehbanaunan, kesiatan pemanfaatan, kegiaran
pelestanan termasuk perawatan da./atau pemugaran bangund gedune
dm lingkungmnya ya1g dilindungi dan ditestdikan dan/atau kegiat@
pembongkaran bangunan gedung.

(2) Pemntauan sebagaimna dimaksud pada ayat (l) harus m@enuhi

a. dilakukan secara objekt4
b. dilakul{an dengan penuh tangsunsjawab:
c- dilakukan dengd tidak m.nimbulkan ga.ggud kepada

pemilik/pengeuna baneunan eedung, masyarakai dan lingkungd;
d. dilalakan densan tidak mcnimbulkm kerueie kepada

pemilik/pengeua bansunan gcdung, masyarakat dan linekunean.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilalmkm oleh

perorangan, kelompok atau organissi kemasyarakatan melalui kegiatan
penga]mtm, penydpaian masukan, usuld dan pengaduan terhadap:
a. bangunan gedung yang ditenggarai tidak layak fungsi;
b. bangunu gedung yang pembdgunan, pemanfaatm, pelestari

dan/atau pembongkara.nya berpolensi henimbulkd tingkal
gangguan bagr pengguna danlatau masyarakat dan lingtungan;

c bangunan gedung yang pembangunan, pcma.faaian, pelcsraria.
dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan lingk!1 baha\a
tertcrtu baei penesuna dan/atau masyarakat dan linskungan;dan
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d. bangunan gedung yang ditenggarai melanggar kctcntuan perinnan
dan lokasi bdgunan gedung.

(4) Hasil pantauan scbagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaporka secara
terrulis kepada pemerintah daeral secra langsung alau melalui TABG.

(5) Pemerintah daerah wajib menangfrapi dan menindaklanjuti laPoran
sebagaimda dimaksud pada ayat ('1) dengan melakukan penelilian dan
evaluasi s€cara administratil dan secara teknis delalui pemenksaa
lapangd dan melakukan tindakan yMg diperlukan serta
menyampaikm hasiinya kepada Pelapor.

Pasl 142

(1) Penjagm ketertiban penyelenBganan bangunan gedung sebagaimana
dimatsud dalam Pasal 140 hurul a dapat dilakukan oleh masyarakat

a. penceganan perbuata Perordgan atau kelomPok masyarakat yang
dapat mensuranei tingkat kcandalan bmsunm gedungi

b. pencegaha! perbuatan peroransm atau kelompok masydalat yang
dapat menggatrggu penyelenggaran bangunan gedurg dd
lingkugannya.

(2) Te.hadap pe.buata, sebagaimda dimaksud pada ayat (1) mas]€rakat
dapat melaporkan secan lisan dan/atau tertulis kepada :

a. F€menntan daeEh melalui instdsi yeg menyelenggdata urusan
pemerintahm dibidang keamanm dan keterriban.

b. pihak pemilik, pengguna atau p€ngelola bmgunm gedung.
{3) Pemerintan daerah wajib mendSSaPi dan menindaklanjuti laPoran

sebagai@a dinulsud pada ayai {2) dengm melakukan penelitian dd
evaluasi secda administratif dd secara tek.is melalui Pemeriksaan
lapangan da. melakukan tindakan yans diperlukan srta
menymP8jkan hasilnya kepada pelapor.

Pasal 143

(l)objek penberim masukan atas Penyelenggaren bdsunm aeduns
sebagaimda dimaksud dalm Pasal 14o hurulb meliPuti:
a. masukan te.hadap peo]lsunan dm/atau penyempumaan Peraturan;

c. staDdar teknis dibidang bangunan gedung di lingkungan pemennhh

(2) Pembe.is masukan sebaeaimana dimaksud pada ayat {11 daPal
dilakukan dengm menyampaikannya secara tertulis oleh :

b. keloapok msyarakat;
c. orgarisasi kemasyarakatan;
d. masydakat ahlii atau
e. masyarakat hukum adat.

(3) Masukan masyda*at scbagaimana dimaksud pada ayat 12) dijadikan
bahan pertlmbangan bagi pemerintah daemh dalah men\rsun
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dan/atau menyetupuinakan peraturan, pedoman, dan standar tcknis
dibidans bansunm seduns.

Pasal■44

(l) Penyampaian pendapat dan pcrtimbangan kepada instasi ymg
bcMenmg terhadap penlusunm RTBL, rencea teknis bangunan
tertentu dan kegiatan penyelenglidaan bangunan gedung yang
menimbulka, damlx} penti,g Lerhadap lingll:ugd sebagaimma
dimaksud dalm Pasal l4O hurur c bertujuan untuk meadorong
masydalat agar merasa berkepentingan dan bertanegung jawab dalam
penataan bdsund gedung dan lilglangannya.

(z) Penyampaim pendapat dan pcrtimbangm sebagaimana dinaksud pada
ayat (1) dapat djlakukan oleh :

b. kelompok masydal€t;
c. orgmiesi kemasydakatm;
d. @syaraLat anl; de
e. masyarakat hukum adat-

(sl Pendapat dan pertimbansan masyarakat untuk RTBL yag Pada
lingl,ugmnya b€rdiri bangunan gedung terrentu dan/atau teidaPat
kegiatd bdgunan geduna yang nenimbulkd dampak penti.g
terhadap li.gkungan dapat disampaikan mclalui 'IABC atau diba}]as
ddm forum dengd pendapat masyekat ymg difasilitasi olen
pemerintah daeral

(a) Hasil dengd pendapat dengd masyaraLat dapat dijadikd
pernmbangan dalam prcses penetapan rencana teknis oleh pmerintah

PEragEf 2
ForoE Denga Pendapat

Psal 145

(1) Forum densar pendapat diselenggrakaD untuk meoperoleh pendapat
dm pertimbdgan masyarakat atas penFsunan RTBL, rencda teknis
Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatm penyelenggaraan yds
menimb\rlkd dmpak penting terhadap lingkungm.

(2)Tata @ra Fnyelengedan folrm de.gd pendapal masydakat
s.bagaimea dimaLsud pada alEt {l) dilakuksn dengan te.lcbih dahulu
melakukm tanapan kegiatan yaitu:
a. pen)lsuna konsep RTBL atau r.cma kegiatM penye'engga an

Bangunan Gedung yang menimbulkm dmpak penting bae

b. penyeba.luasm konsep atau rencana sebagaimma dimatsud pada
huruf a kepada masyaral<at khususnya masyaEkt ydg
berkepentingan dengan RTBL dd Bangunan Cedung yang akan
nenimbulkan dampak penting bagj lingkunelani

c. mensu.dMg masyarakat sebasaimana dimaksud pada hurui b untuk
menshadiri forum densar pendapat
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(3) Masyarakat yans diunddg sebasaimana dimaksud pada aral (2) hu.ui c
adalah tuasyarakat yang berkepentinAan dengan R'IBL, rcncana reknis
Bangund Cedung Tertentu dan penyelenssaraarl Banguna. cedung
yang akm menimbulkm dampak pcniing bagi lingkungd.

(4) Hasil deng pendapat sebaAaimana dimaksud pada ayai (3) dituaekd
dalam dokumen ris5lah rapat ya.A ditandatangani oLeh penyeLenggsra
dan wakil dari peserta yang diundane.

{slDokumen sebagaima.a dimaksud pada ayat {4) berisi simpulm dm
keputusm yang mengikat dm hms dilalsanakan oled Penyelenggara
Bangunm Gedung.

(6)Tata cara penyelenggdaan forum dengar pendapat sebagalmana
dimahsud pada ayat (1) diatur lebih lanjur denAan P€raturan Bupati.

Paragraf 3
Cugatan PeMktlEr

Pa3al 146

Gugatan petuakilan terhadap penyelenggarm bangunan gedung
sebasaimda dimaksud dalm Pasal i40 hurul d dapat diajuk& ke
pengadilan apabila hasil penyelenggaraan bangunan eedung telah
menimbrtkd ddpak yug menggm88u atau merugikan masydakat
dan lingkunganlya yang tidak dipeikirakan pada sat perencmm,
pelaksden dan/atau p.hantauan.
Gugat@ pevakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilalekm oleh peBeormgan atau kelompok masyarakat aiau orgdisasi
kemasyarakalan yang bertindsl< sebagai wakil pa.a pihak yang dirwikan
akibat dari penyclenggaraan bangunan gedung ymg menggaeAu,
merueikan atau membahayakan kepentingan umum.
Gugatm pesakilal sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dlsanpaikm
kepada pengadila. ya.g be ena.C sesuai dengm hukum a.aE gugatm

Biaya yang 1imbu1 al{ibat dilakukan gugaran peruai<ilan sebaga,mana
dimaksud pada ayat (3) dibcbankd kepada pihak p€mohon susatan.
Dalam hal terientu pemerinran da€rah dapat membantu pehbiayaan
ebagaimana dimaksud pada ayat (4) densan meryedia}m mggaEnnya

PEdgef 4
Beltuk Peft! ltcyankat atatan tahap Rencaaa Peoban$rau

Pa&l 147

∠^

，
，

一〇

Pcran masya.akal dalam rahap rencala pembangunan gedung dapat
dilakukm dalm be.tuk :

a. penyampaian keberatan lerhadap .encana pembangunan bmsunan
gedung ya.g tidak scsuai de.gan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL|

b. pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam rcncana
pembusunan bansundn sedunel
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c. pembcnan maBukan kepada pemerintah daerah untuk mclaksanakan
pcdemuan konsultasi denean masyarakat tentang renca.a
pembangunan bangunm seduns.

Puegraf 5
B€ntrt PeEa M.ay*akat dalaB Pto6o6 PelaL€anaar I{or3ttu].ai

Paal 14a

Perd masyarakat dalam pelaksanaan ko.struksi bmguna gedue dapat
dilakukan ddm bentuk :

a. menjaga kelertibd dalam kegiaLan pembangunan;
b. mencegah perbuatd pe.seorangai atau kelompok yang dapat

mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengga.ggu
penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkunganj

.. melaporkan kepada nrstdsi yang beNenang atau kcpada pihak yang
bcrkepentingan atas p€rbuatd sebasajmda dimaksud pada hurul b;

d. melaporkan kepada insLansi lelnis lerbit lentang aspeL teknis
peobangunan bangunan gedury yang membahayakan kepentingan

e. metakukan gugatan ganri rugi kepada penyelenggara bangunan gedung
atas kerugian yang diderita msydal<at akibar da.i penyelen8gdam
bmgunm Aedung.

Pegcf 6
Be.tuk Peru MasyaEtat italao Pcaadsatar Ba4uau Cedurg

Passl 149

Peran masyarakat dalam pemanlaatan bangunan gedung dapat dilalakd

a. menjaga kebrriban dalam kesiatan pemanfaatan bangunan gedungi
b. mencegah perbuatan pcrorangan atau ielompok yang dapat

mengganggu pcmanlmtan bangunan gedungi
c. m.laporka kepada irstarsi yang beeen.rg atau kepada pihal{ ydg

berkepentingan atas p.nyimpangan pemanlaatan bangu..n gcdung;
d. melaporkm kepada instmsi teknis terkait tentmg aspek teknis

pemaniaabn bangunan gedung yang membahayakan kepenrinAd

e. melakukan gugatan ganti rugi kepada penyelenggaia bdgunan gedung
atas kerugian yang dide.ita masyarakat akibat dari penyimpangm
Pemar aatan bmgunan geduns.

Paheaf 7
Bcltuk Peru Masyaralat .talaa Pelestarian B.ngunan Geilung

Pasd 15O

Pe.an hasyarakat dalam pelestarian bangunan gcdung dapat dilakukan

a. membenkan iDromasi kepada instansj teknis lerkaii arau petuilih
bangunan gcdung tentarB kondisi banaunan seduns rans tidak
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terpelihara, ydg dapat mengancam keselamatan masyarakat dan yang
memerlukd Pemeliharanl

b. memberilm informsi kepada instansi teknis terkait atau pemilik
banguno gedung tentang kondisi bmeunan gedung berejarah ydg
kurang terpelihara daD te.@cam kelestariannyaj

c. memb€rikan intomasi k€pada instansi teknis rerkait atau Pehilik
bmgunm gedung tentdg kondisi bangunan gedung yang kurang
terpelihara d@ mengancam keselamatan masyarakat dan
iing(ugmnya;

d. melalui€n gugatan edti rugi kepada pemilik bmgurrd gedung atas
kerugid yang drderita masyaEkat akibat ddi kelataim pemilik didalam
melcst ikd bangund gedung.

Paiagal a
Bentuk Petu lilasy@tEt ai.IaE PeEholglaia! Bugu'E G€duEC

Pa6al 151

Peran masyaralot dalam pembongktm banglrnan gedung daPat dilakukan

a. dengajukan keberatan kepada instansi teknis terkait atas rcncana
pembongktu bangmm gedung yeg masuk dalam kategon cagar

b. mengajukan kebeiatm kepada instansi reknis terkair atau pemilik
bmgunan gedug atas metode pembongkaran yang mengancm
keselamata atau kesehatan masyarakat dan lingkungannya;

.. melakukan gugatm gdti rugi kepada instansi teknis re.kait atau
pehilik bmgund gedung atas kerugian yang didenta masyankat dan
lingkungannya ak'bat ymg timbul ddi pelaksanaan pembongkaran
banguno gedung;

d. melal{ukm pmantauan atas pelaksanaan pcmbonekaran bdgua.

BAB \,IT
PEMBII{AAN

Eaghr KGs*u
Uaua

Pa&l 152

(l) Pemerintai daerah melat ukan pembinaan penyele.ggaraan bangunm
seduns melalui kesiatm:

b. Pemberdayan; dd
(2) Pembind *basaimMa dimaksud pada ayai (l) bcrtujuan agar

penyelenggaraan bmgune gedung datPt berlangsung tertib dan
tercapai keandalan bangunan gedung ydg sesui de.Can lungsinya,
se.ta resuiudnYa kepastid hukum,
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ay.t (l) diru.jukan kepad.
penyclenssara ba.gunan gedung.

Baglan Kedua
pengaturan
Pasal 153

(1)

(2)

Pengaturan sebagaimea dimaksud dalam Pasal i52 ayat (1) hurur a
dituangkan ke dald Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati sebagai
kebijakan pemenntah daerah dalam penyelengsaraan bangunan gedung.

Di dalm penlusunan kebijakaD sebasaimda dimaksud pada ayat {11

hafls mempertimbangkan R'tR\tr, RD'IR, dan/atau RTBL se.ta dengan
mempertimbmgks pendapat tenasa ahli di biddg Peny€le.agataan

(3) Peherintah daeran menyebarluaskan kebijakan sebasaimana dimaksud
pada ayar {2) kepada penyelen8Sara bansunan seduns.

Bagian Ketiga
PeElrcl.trFatr

Dssl 154

O) Pemberdayaan sebagdnsa dimaksud dalm pasal 152 ayar (1) hurul b
dilakukan oleh pemerintal daerah kepada penyelenggda banguoan

(2) Pemberdaym *basaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukm melalui
peningkatm prcfesionalitas penyelenggam bargunan gedung dengan
pen,€da@ akm hak dan kewajiba, da PeraD dalam penyelengga.am
bangunm gedung terutma di daeran awan bencana.

(3) Pemberdayaan sebasaimma dimaksud Pada ayat (2) dilakukan mebrui
pendatad, sosialisasi, penyebdluasan dan Pelatihm djbida.g
penyelenssaram bangund gedung.

PGat r55

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang bclum mmpu memenuhi
persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama sama dengan
oasyarakat yang terkait dengan b gunan gedung melalui l

a. fo.um denge p€ndapat densan masyaral€ti
b. pendampingm pada saat penyelenggaraan bangunan eedung dalam

bentuk kegiatan penFluban, bimbingan teknis, pelaliha. dan
peobenan tenaga tek is PendamPirg;

c. pembcrian bdtuann percontohan rumah tinggal yang memenuhi
pe.syarald tcknis dalm bentuk pcmberia. stimulan bahan bansunan
yang dikelola masyarakat se6a bereuliri dan/ataul

d. bantum peralaan bangunan dd lirgkungan ymg serasi dalam bentuk
penyiapan RTBL serta penyediaan prasamna dan sarana dasar
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Pa.al156

Ketentuan mengenai benruk dan tata .ara pelaksanaan forum denga
peodapat dcngm masyarakat sebagaidana dimaksud dalam Pasal 155
hurul a diatur dalam Peraturan BuPari.

Bagiar Xeedpat
PGngaM*n

Pa6al157

Pemerintah daerah meialukm pengawasan terhadap pelaksdaan
Peraturan Daeran ini melalui mekanisme penerbitan IMB, SLF dan suiat
persetujuan dan penetapan penbonekaran baneunan gedung.
Dalam pengawasan pelaksanaan pemturan perundang-uDdangan
dibidang p€nyelenggdm bdgunan gedung, pederi.tah daeran dapat
melibatka" lre.an ftasya.akat i
a. deDgan mcngikuti mekanlsme yang ditetapkan oleh pemenniah

b. pada setiap iahapaD penyelengga.aan Bmgunan Gedung;
c. dengan mengembdgl,€n sistem pemberid penghrgaan berupa

tandaiasa dm/atau insentif untuk meningkatkan peran masya.akat.

BAB VITI
XEIETAUAN PEfNDTRAN

Pa3al lsa

(1) Pejabat pesawai negeri sipil te entu dilingkunsan pemerinhh da€rdli
diberi weurnang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
atas pelanssdan ketentuan dalam pe.atura, dae.ah ini sebasaimana
dimaksud dalam ketentud peraturan perundang-unddgm hukum

(2) Penyidik sebasaimana dimksud pada ayat (1) adalah p€jabat pcsa{ai
nege.i sipil tertenru di linsLansan peme.intah daerah yang diangkat
deh pejabat yane beroenag sesuai ketentud perature perundas

13) wewenang Penyidik sebasaimana dimaksud pada ayat (l) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaa. dengan ti.dak pidana yang diatur dalam
peraturan dae.ah agd keteregan atau Iaporan iersebut ftmjadi
lebih lenskap dan jclas:

b. mclcliti, mencari dan mensumpulkan kete.ansan mensenai 6rang
pnbadi atau badan tentang kebemran perbuatan yang dilalukan
sehubu.gan dcngan tindak pidana yang diatur dalam peratunn



c metuinta ketcrangu dm baha, bukti dari orang pribadi arau ba.ta.
sehubungan dengah tindak pidana yans diarur dalam Deraruran

d. memeriksa buku, .atatan dan dokumen tain trerkenaan dergan
tindaL pidala yans diatur dalam petutu.an daeranl

e. melal{ukan penggeledanan untuk mendapark& bahan bukti
pembukuan, pen@raran dan dokumen tain serta mebkukan
penyitaan terhadap banm bukti tersebutj

f. meminta baotuan tenaga .n1i dalm mngka pelaksuaan tugas
penyidikan tindak pidmay6.s diatur dalam peraruran daerah

g. menrruh berhenti dan/atau mela.ang seseorang mcninggalkan
rudg.n atau tempar pada set pemerit 6aal sedang bcrtangsuns da
meme.iksa identilas orang, be.da dan/arau dokumen yang dibawa;

h. hemolret seseorangyang berkaitan dengan tindak ptdana yang diatur
ddm peraturm daerah;

i metumggil orang untuk didengar ketemngannya dan diperiksa
sebagai tcrsangka atau satsi;dan

j menshentikan pcnyidikd; dm/atau
k. melakukm tiod.km laiD yang perlu untuk kelmcdan peryidikm

tindak pidana yang diarur dalm peraruran daerah menurut hukum
yang dapat dipertmsgungjawabkan,

(a) Penyidik *basaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan me.yampaikan hasil penyidikmnya kepada
peDu.rut umum melalui penyidik pejabat polisi Necara Republik
Indonesia sesuai ketentuan yeg diarur dalah u.dans undans hutam

BAB I"
SAI| t{SI ADTUTNTSTRATTF

Bagian Resatu
Umua

psal lS9

(1, Pemitik dad/atau P€ngguna Bangun& cedung yang metangga.
ketentua. Peraturd Daerah ini dikcnakan smksi admjnisrarit berupa:
a. peringatan tertuiisl
b. pcmbatasarl kegiatan pembangunaD;
c. pcnghenlian setuentara atau tetap pada pckerjaan pelaksmaa.

FcDba,eunani
d. pc.ghenlian sementara alau tetap pada pemanlaatan bangunan

c. pembekuad IMB gcdlng;
i pcncabutan IMB gedung;
s. pembckuan SLF bangunan gcdungi
h. pencabutan Sl,F bangunan gedungi atau

1ヽ
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i. periatab pembongka.an banguna, gedung.
Pensenaan smksi administrasi sebasaimana dimaksud pada ayat (I)
dapat diperberal dengan pengenaan sanksi denda paling banjak l0%
(sepuluh p3r seratus) ddi nilai bmgus tmg sedang aiau rebn

Peoyedia Jsa Konstroksi ysg heldggd Lrlentua* Peraruraf, Da.rah
ini dikena}m sanksi sebaqaimana diatur dalam peraturan petundans-
undangan di bidas jasa konstruksi

{4) smirsi derda sebasajDma dima-ksud Pada ayat (2) diselo. ke rekening
kas pemerintah daerah.

(5) Jenis pensenaD s ksi sebagalmana dimak6ud pada ayat (t) dan ayat
{2) didasrkan pada beEt alau linsonya pelanssar@ y@s dilakukan
setelah mendapatkan pertrmbangm TABG.

1r)

(1t

c)

(3)

o)

(6)

B.gi6n Kedu
6.rki A.tmintutEtif Prrla Tahap PeEbalgunan

Paal 160

Pemilik Banguran Geduna yana metdggar ketentud Pasal 9 ayat (3),
Pasal tg ayat (1) dm ayat (4), Pasal2l a,€t (r), Pasal loa ayat (r), Pael
119 ayat (3), dan Pasal r23 ayat (2) dikcnakan sanksi pcringatan tertulis.
Pemilik Banguoan Gedung ymg tidak mematuhi peringatan tertulis
seboyak 3 (tigal kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 {tujuhi hdi kalender dd tetap tidak melakukan perboikm
atas pelanssarm sebagaihma dimaksud pada ayat (i), dikenakan
sdksi berupa pembatasan kegiatan pemhangunan.
Peailik Bdguna Cedug ymg tel€n dikenal<m sdksi sebagaimaa
dimar<sud pada ayat (2) selma 14 (empat belas) hari kalendei dan tetap
lidak melakukan perbaikan atas pelmggdan sebagaimana dimaLsud
pada ayat (1), dikenakan saDksi berupa penghentian smentara
pehbangunan d@ pembekuan izin mendnikan Bangunan Gedung.
Peoilik Bangunan Geduns yans relah dikenaka. sanksi sebasaimana
dimaksud pada ayat (3) selma ia (empat belas) hari kelender du tetap
tidak melakukan perbaikd atas pelmggdm sebagaimda dimaksud
pada ayat (1), dikenaka. sanksi be pa penghentian tetap
pembangunan, pencabutd izin hendirikd Bangunan Cedung, da!
perintal pembongkam Bdgunan Gedung.
Daiam bal Pemilik Bangunan Gedung tidak nrelakukan pembong& d
s€basaimana dimaksud pada ayat {41 dalamjanska waktu s0 (tisa pulun)
hari kalendd, pembonskddnya dilalukan oleh pemerintan dae.ah atas
biaya Pemilik B,ngunan Ocdung.
Dalam hal pembongkam dilaLuku oleh pemerintah daeEh, Pehil,k
Bangunm cedung juga dikenakao denda administrarif yang bes nya
paling banyak 10 o/. (sepuluh peBen) dari nilai total Bdgunm Gedung

Bcsarnya dcnda administratil dit€nlxkan be.dasarkan lrerat dan
nnsannya pelaneearan yang dilakukan setelah mendapat p€.timbangd
dari Tim Ahli Bansunan Geduns.

(4)

(r)

ヽ |



Pasal161

l1) Pcmilik Bangunan Cedungyang melaksanakan pembansunan Bangunan
Gedungnya melanggd ketenlus Pasal 14 ayat (1) dikcnakd sanksi
perghcntian semenlara sampai dcngd diperolehnya izin mehdinkan
Bangunan GeduDs.

(2) Perilik Banguna. Cedung yang tidak memiliki i^n mcndirikan
Bangunan Gedung dikenakan sanksi pe.intal pembongkaran.

{r)

(2)

Bagiu Kettga
salGi Admiristrci P.da Tahap Pemanfaatan

Pa&l 162

Pcmilik atau Pengguna Bangunan Gedung yang melan8gar ketentuan
Pasar 9 ayar (3), Pasar 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal I 17 ayat (1)

dan ayat (3), Pasal 11a ayat {2), Pasl 121 ayat (3), dan Pasal 125 ayat (1)
dd ard, Uldiken.kdn s-nksr p.mgaEn renul'.
Pemilik atau PenAguna Bdgund Gedung yang tidak mematuhi
peringatan t€rtulis sbanyak 3 (tiga) lcli berturutturur dalm tenggang
waktu msing masins 7 (tujuh) hdi kalender dd tidak melakukan
perbaikan atas pelansga.d sebagaimana dimaksud pada ayat (11,

dik€nakm sdksi berupa penghentim smentda kegiat n Pemanfaatan
Bdsunan Geduns dm pembekum *rtiflkat Laik Fungsi.
Pemilik atau Pengguna Bdgund Gedung yang telah dikenakm smksi
sbacaimda dimaksud pada arat (2) selma 30 (tiga puluh) hari
kalender dan tetap tidali melakuke peibaikan atas pelaDggdd
sebasaimana dimalsud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa
penghentian tetap pemantaatm dd pencabutan sertifikat Laik F\rngsi.
Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung ya.g terlmbat melaltukd
perpmjansan sertinkat Laik Fungsi sampai densan batas saktu
berlakunya sertilikal Laik Fungsi, dikenakan sanksi denda adrnillstr?.rf
ydg besmya 1 % (satu per seratus) ddi nilai totat Bmsunan Cedung

‘^

(4)

BIIB X
KETEIIAUAIT PIDAI{A

Bsgtan KeBatu
Eaktor tiesergEjsa Yalg aidaL llclgaliltatksn Kedgid oisng L.b

Peal 163

Seriap pemilik dan/atau PenggDna Bangunan Ccdung ya.s tidak
memenuhi ketenluan dalam Perandmn Daerah ini diancam dengm Pidma
kurungd paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paiing i.anyak
Rp 5o.0O0.000,00 (rima puiuh juta tupian).

2ヽ



(l) Setiap pcmilik dan/atau pcngguna baneunan gedung vang tidak
mem;nihi ketentuan dalam Peraiuran Daerah ini, vang mengal{ibatkd
kerusid harta benda oEng lain diancm dengan pidana peniara parine

lama_J r'rear r.hun, o"' d"nd- p-hag o'' va-k l0oo l\rpuluh pcr scEIJ r
oan rl,: i-nslnan dan penssar',r rrPaFan va_s d'd"riu

12)setiap pemil-ik de/atau pengguna bangunan gedug vang tidak
mem;nu;i ketentuan dalm Peraturan Daeran ini. vans mensakibatkan
kecelakad bagi orang lai, atau mcDgakibatkan cacat seumur hiduP
diancam denga; pidana penj a palinc lda a lemPal) tahun dan denda
p,l.ng banre"k li". llim; b.la' Dcr rFmrusl dm nildi bdgun"r dan

;eneeant,an keruaian vane d,der rta
(.,, i-n; p"fr.,* Jan/"1.u r, ngeLra banEilrnat s'dL s vMe ndr!

nem;n;i ketenruan dalam Pe.aturd Daeran ini, vms mensaLibatkd
hil aF\a rvaua orenB l6.n dw' am dcied pida_a pPnidE oalng "rd
S d,.i"r *r.un dd d;nd" paling ban\s]( ,)Oo' ldua pLluh oe_ *rdrusl
daa nid b,'sun€r drn PFngcanud keruEian vancdide'rt!

(a) Dalam prose; peradilaD atas tindakan sebaeaimaa dimaksud datam

ayat (1);ayat (2j dan ayat {3) hakim harus memperhatikan pertimbdsan

38ghn Kedua
Faktoェ Kesengalttn yang Mengatbat=an Kerugin■ 10,ang Lain

Pa“1164

B.gia! Xctiga

FaLtor Kelalat.n yarg riengatibatla! Keflglan OErg Lain
Pcal 165

s.tiap orong atau badm hukum vang kdena kelalaimnva melaggar
r.,,r",it "" u."* telah ditetapkan dalam Peraturan ini schingga
mcnealibatkd bangunan tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan,
pida;a d.nda dan pengca,ti kerugia..

au"" t u.""e"", pia-" denda dan penggdtian ke gian sebagaimana
.lrmiksud Dad; aval lll melrPUtl
. Didsn" turur,R,a p"l:ng rd. I lsdr,, ta}lu' "tdL pdsa dF_d"

paline banyak 1% isatu Per seratus) dari nilai bangunan dd smti
i<erue-iar, iika meneakibatkd kerugan harta benda ormg LLini

u. or.lai" ", unedp-,r-eidmd2roucr .a-h rn a "u pioea d"' dt p"lin8
ta "r 2. (dua pi, *.r, toa.' 4,.d, bansunar d-n smJ Lerusi"'
r t<a' mereaL uatk"n ne..,lkjd oag: oj".g idn +hinsc"
;enimbulk;n cacaLi

c. oidana kurunsan paline lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling

;dvak 3ol, lJtu pd s;atus) dan nihi bansunan dan smti kerusian
i/e n .-gaL o..kan ' ''angnv" ' 

jasa orJng l. 
'

(2)
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BAB xI
(ETDNTUAI{ PEI'ALIHAN

Pasal 166

rll B-n&ndn CedJnR \aIA sLoa\ d.F'g\Jpr drnRdo IVB 'Pb"lrn'p".,i","" o-'rt ",". b;.ak!. dm rMB \anc d'm \i I'oah \rsud'

dc"sd L.tentu"" d.Id Peraturan Daerah ini maka IMB vee
.lLmLl,krnla dLn\atakan tetip berlrku.

rr, erie, ,,n .;"at.g 1..g 'Jddn nPTrlk lMBseb"l'n Perdrr''a Dderdh

-ir,--",r^",. *-""'a-,; nro"'s pcrbdnsLnann J ' drk s' uu d"naan

ketentuan .lan PereyaEtan daid IMB, daka Penilik Bmgunan Gedung

*.:lt -*e,j.i.* p*-"honan IMB baru atau melakukan Perbaikan
rrc,r.fidnor secaE bertahaP.
pem'ohonln .va va s ;eldh ma'Jk/rcro"fur 'eb'lLn bFrlakun"
Peraturm Daemll ini, telap diProses dengan disesuaikan Pada ketentuan
dalam Peratumn Daerah ini
s";;.* c.a,.e yJnB p.d- .oat b'rltuu"vd PFra'Jrd Da"r"n in'

"il,,- air".*t"oi lMB- n.h, P.,.nik Barsun"n cedJns raiib
mensaiukd Pe@ohonan lMB.

,.,8,n;"- eidure p"da $51 b.,.dl'un)a PeraLL,-n Dacra} ini b"lun-'a,r.i'"r,r, srr ;d-ka P'm,I,,. 'P"nesu.a Bssu'r GtunB w"'b
me.e;lukm Dermohonan slF

'4, 
p..#olo"ar sLF vaaa relah ma<uk/rFrdanar "po'lun berl2kun\a

' PeLarurar Dscrah i;., tit-p drpro'c. d"gd dr.csLai\m pJda kF'enlLa
d,l.m Pcraturan Daerah ini.

In Bdncnm Uedma vdA .ud"l' d.l"nCl6p. SLF qebel' T PeEturdn' ' o,eian ini b.rl.kL, ndrr n slF Jang dim'rrtu L'daL s"<Jai d-ngan
keientum dalam ieraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna

Bansu.an Geduns wajib mengajukm permoho'an sLF bd
ls) Ban-guna. Getlung yang sudall dilengkaPi SLF *belum Peraturd
'-' o."iL it ur"ku, "l-;t kontlisi Bangunan ceduns tidak Laik Funssi'

;a]a penilik/Pe,Bguna BanEUnd Gedung wajib mol€kukan perbaikd
lretroIttincl secar€ berla]raP

{9r Baran; GF.lu_s ymg 'rdrn d'enekdoi SLF \'belu' Per'lurd
o".i.r, in. u. teF am sLF veng drmrrrk' \udch "e\ual d'nEdn

t"i."t"- a.r.. P;raturan Dadah ini, maka sLF veg dimilikinva
dinv:bLd telaD berlal'a.

rrot p,' .,'.ur, oa"reh m.lsks"r,[.M Fn"d o'r kFpemilke IVB da_

SLF drnean ketentuan sebagai berikut.

". ""t 
t_ O."g."." Cedu;g selain dari lungsi hurian, pe@tiban

t.bemilikan" IMB dan s1F harus sudah dilakukan sldbat
i.f.1"."r, I i""t"t ,.1,"" $jak dibcrlakukan'va Peraturd Daerah

b. untuk Bangunm Gedun8 lungsi hu'ian
sederhana, penertiban kcpcmilikan IMB
dilahukan selamballambatnya

dengm spesinkasi tidak
dan SLF h&us sudah
(satul tahun scjak

.lib..lakukannva Pcraturan Daerah inii
. ,"' ,r. s.".rn,' Crdr_a lu 3sr -Jnian o.'grn spr\ilLasi

" d r ,n", p^1-r' o"_ ".;. nilkln IVB oa_ sLF hdr' \ suddh

■ヽ



dilakukar selambat lambatnla 2 (dua) r.hu.
dibc.lakukannya Pemturan Da.rah i!i.

BAI XII
I(BfENTUAN PE VTI'P

Pa8al 167

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tdegal diundangkan-
Agar seliap orang mengetahuinya, mimerintahkan pengundmgan
P;raturm Daerah ini dencan penerpatannya ddlam Lembarm Daemh

lapkan di Sungguminasa
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